GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

Menimbang :

Mengingat :

NOMOR 75 TAHUN 2022
TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

a.

bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional, serta
mewujudkan konsistensi dan sinergisitas antara
perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang
diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, Provinsi dan
Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023 sebagai dokumen tahunan daerah;

bahwa sesuai ketentuan Pasal 104 ayat (1) Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Ewvaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan
Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Gubernur
menetapkan RKPD Provinsi dengan Peraturan
Gubernur setelah Rencana Kerja Pemerintah Pusat
ditetapkan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana
Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara
Timur Tahun 2023;

Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa
Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1649);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);



3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor
13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6801);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lemharan
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : pERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA
TIMUR TAHUN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.



4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah perangkat daerah
lingkup pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur,

5. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

| yang selanjutnya disingkat Bappelitbangda adalah Badan Perencanaan

| Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara
| Timur.

6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara
Timur yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan
daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan
berakhirnya masa jabatan kepala daerah.

7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur
yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah
provinsi yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

8. Menteri adalah Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.

9. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah pada
Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023 yang selanjutnya disebut RKPD Tahun 2023 adalah Dokumen
Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yaitu tahun
2023, yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2023 dan berakhir pada tanggal
31 Desember 2023,

Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Gubernur ini ditetapkan RKPD Tahun 2023.

(2) Dokumen RKPD Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari
8 (delapan) BAB dengan rincian sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan;

BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah;

BAB III Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah;

BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah:

BAB V Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten /Kota;

BAB VI Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah;

BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan

BAB VIII  Penutup.

BRI A0 o

(2) Rincian lebih lanjut dari RKPD Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

RKPD Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, merupakan pedoman
bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Kebijakan Umum Anggaran Prioritas
Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023 dan rancangan APBD tahun anggaran
2023.

Pasal 4

(1) Pemerintah Daerah menyusun RKPD Tahun 2023 dengan berpedoman pada
RPJMD Perubahan Tahun 2018-2023.

Pasal 5

(1) Pimpinan PD harus menyesuaikan rencana kerja PD masing-masing dengan
RKPD Tahun 2023.

(2) Pimpinan PD harus melakukan pengendalian, pengawasan dan evaluasi untuk
menjaga konsistensi RKPD Tahun 2023 dengan rencana kerja PD.

(3) Hasil pengendalian, pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), disampaikan kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Penelitian dan Pengembangan Daerah untuk dijadikan bahan masukan bagi
perencanaan selanjutnya.

e ¢



Pasal 6

(1) Gubernur menyampaikan Peraturan Gubernur ini kepada Menteri melalui
Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah paling lambat 7 (tujuh) hari
kerja setelah ditetapkan.

(2) Peraturan Gubernur yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
. digunakan sebagai bahan evaluasi dan sinkronisasi rancangan APBD
tahun anggaran 2023 oleh Menteri,

Pasal 7
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa
Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang .
pada tanggal 30 Juny 2022 i

TGUBERNUR WS@AR'A TIMUR

¢ VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 20 dun 2022
Plt. SEKRETARIS DAERAH
O’PROVINSINUSA TENGGARA TIMUR,/Q

,p.m A'E. LISAPALY
BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2022 NOMOR 03



LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 95 TAHUN 2022
TANGGAL : 20 Juni 2022

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2023
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BAB1 PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan tahunan sebagai penjabaran
dari RPJMD Perubahan Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2018-2023.
RKPD ini disusun berpedoman pada RPJMD Perubahan Provinsi Nusa
Tenggara Timur Tahun 2018-2023, rancangan awal RKP (Rencana Kerja
Pemerintah), program strategis nasional, dan pedoman penyusunan RKPD
tahun 2023.

Tahun 2023 merupakan tahun terakhir pelaksanaan RPJMD Perubahan
Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 dan RKPD Tahun 2023
merupakan tahun kelima pelaksanaan RPJMD 2018-2023. RPJMD 2018-
2023 dan RPJMD-P 2018-2023 merupakan dokumen rencana jangka
menengah periode IV dari RPJPD 2005-2025. Sebagai periode akhir RPJPD,
RPJMD perubahan 2018-2023 yang dijabarkan dalam RKPD 2023 sudah
lebih menitikberatkan pada kualitas pembangunan yang dilaksanakan
menuju kemandirian lokal. RKPD Tahun 2023 mengupayakan untuk
memastikan tercapainya indikator dan target RPJPD 2005-2025 melalui
pelaksanaan strategi dan skema pembangunan yang tepat. Untuk itu, perlu
dipetakan potensi dan hambatan yang mungkin dihadapi.

Penyusunan RKPD 2023 disusun dalam kondisi pasca pandemik Covid 19

yang sedang melanda dunia dan Indonesia. Kondisi ini telah berdampak

pada capaian kinerja tahun 2021 dan 2022 yang tentunya akan

mempengaruhi penetapan target kinerja tahun 2023 termasuk perubahan

aturan penyusunan yang baru ditetapkan, menjadi tantangan tersendiri
' dalam penyusunan RKPD 2023.

| RKPD 2023 selain berpedoman pada RPJMD Perubahan Provinsi Nusa
Tenggara Timur Tahun 2018-2023 juga berpedoman pada RKP 2023,
sekaligus menjadi pedoman bagi penyusunan RKPD Kabupaten/Kota tahun

2023, khususnya dalam memberikan arahan pembangunan  bagi
kabupaten/kota se-Provinsi Nusa Tenggara Timur. Hal ini dimaksudkan

agar sinkronisasi perencanaan antara pusat, provinsi dan kabupaten/kota

dapat diwujudkan. A




Dimana, RPJPD Provinsi NTT Tahun 2005-2025 mengusung visi
pembangunan daerah Nusa Tenggara Timur yaitu : “NUSA TENGGARA
TIMUR YANG MAJU, MANDIRI, ADIL DAN MAKMUR DALAM BINGKAI
NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA".

Arah kebijakan RPJPD Provinsi NTT Tahun 2005-2025 periode keempat
ditujukan secara menyeluruh dalam aspek kehidupan manusia NTT yang
maju, mandiri, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan daerah
di berbagai bidang dengan menekankan pada terbangunnya perekonomian
yang kokoh berlandaskan keunggulan produk daerah yang kompetitif,
berdaya saing tinggi, didukung oleh SDM berkualitas. Dengan harapan agar
wilayah ini berketahanan ekonomi, sosial, politik dan keamanan didukung
oleh pemanfaatan potensi daerah untuk kemakmuran rakyat yang didukung
dengan peningkatan produksi dan produktivitas pertanian, perkebunan,
perikanan dan kelautan dan sumber daya lainnya secara terencana dan
terkoordinasi serta berkelanjutan yang didukung dengan pengembangan
IPTEKS yang ramah lingkungan, peningkatan jaringan infrastruktur,
transportasi, meningkatnya promosi wisata budaya, bahari dan alam melalui
jaringan teknologi informatika. Selain itu juga untuk mewujudkan NTT
sebagai wilayah yang menjaga keseimbangan lingkungan dibutuhkan
rehabilitasi, konservasi dan pengendalian kawasan hutan terutama lahan
kritis termasuk pengendalian dan pengawasan pemanfaatan sumber daya
alam yang berkelanjutan.

Visi dan arah kebijakan RPJPD Provinsi NTT tahun 2005-2025 ini kemudian
dijabarkan ke dalam 4 (empat) periode pembangunan jangka menengah,
dimana periode 2018-2023 merupakan periode pembangunan tahap ke-4,
atau tahap akhir RPJPD Provinsi NTT Tahun 2005-2025. Arah kebijakan
periode ke empat adalah : Percepatan pembangunan daerah di berbagai
bidang dengan menekankan pada terbangunnya perekonomian yang
kokoh berlandaskan keunggulan produk daerah yang kompetitif berdaya
saing tinggi didukung oleh SDM berkualitas.

Dalam konteks pencapaian visi dan misi RPJPD Provinsi NTT Tahun 2005-
2025 sekaligus mengacu pada tema RKPD Provinsi Nusa Tenggara Timur
tahun 2023 yaitu : “Pemulihan Kesehatan dan Ekonomi untuk
Meningkatkat Kualitas Hidup Masyarakat dan Kemandirian Lokal”,
maka target pencapaian tema ini, diarahkan untuk mewujudkan NTT
Bangkit, yang diukur dari 1) kualitas SDM, tingkat kemakmuran, 4™




_ kemampuan berusaha serta menurunnya tingkat kemiskinan masyarakat

NTT, serta 2) mampu mewujudkan kehidupan sejajar dan sederajat dengan
daerah lain dengan mengandalkan pada kemampuan dan kekuatan sendiri,
dan mewujudkan NTT Sejahtera, yang diukur dari 1) terpenuhinya
kebutuhan dasar masyarakat baik sandang, pangan dan papan, serta 2)
tidak ada pembatasan/ diskriminasi dalam bentuk apapun, baik antar
individu, gender, maupun wilayah dengan pendekatan pembangunan
berbasis keadilan sosial

Upaya untuk mewujudkan Nusa Tenggara Timur Bangkit menuju Sejahtera
ini disinergikan dengan prioritas pembangunan nasional dalam RKP 2023
sebagaimana yang diarahkan RPJMN 2020-2024. Pendekatan Penyusunan
RKPD yang berorientasi pada proses dilakukan dengan pendekatan politik,
teknokratik, top down, bottom up, dan partisipatif sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional. Pendekatan politik digunakan dalam menyusun RKPD dengan
memperhatikan berbagai masukan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(DPRD) Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai hasil penjaringan aspirasi
masyarakat, yang berasal dari hasil kunjungan kerja, dan reses. Pendekatan
teknokratis dalam penyusuan RKPD menggunakan metode dan logika
berpikir ilmiah dalam menganalis masalah secara sistematik dengan data-
data yang akurat. Pendekatan top down dilakukan dengan mengacu pada
RKP 2023 dan RPJMN 2020-2024, sedangkan pendekatan bottom up
dilakukan dengan mengacu pada proses Musrenbang yang telah
berlangsung mulai dari tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan dan
Kabupaten/Kota, Provinsi dan Nasional. Pendekatan partisipatif adalah
pendekatan yang berbasis rakyat, artinya seluruh prioritas pembangunan
yang akan dilaksanakan telah melalui tahapan konsultasi dengan
masyarakat, para tokoh masyarakat serta organisasi masyarakat dengan
telah dilakukannya konsultasi publik dalam rangkaian tahapan penyusunan
RKPD. Pendekatan Penyusunan RKPD yang berorientasi pada substansi
menggunakan pendekatan holistik-tematik, integratif dan spasial
sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 9 Permendagri Nomor 86 Tahun
2017.

Penyusunan RKPD Tahun 2023 masih dihadapkan pada situasi yang perlu
mendapat perhatian, antara lain ; pertama, ditetapkannya Peraturan Daerah
Provinsi NTT Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan yin-




Daerah Provinsi NTT Nomor 4 Tahun 2019 tentang RPJMD Provinsi NTT
Tahun 2018-2023 yang berakibat harus dilakukannya penyesuaian terhadap
kodefikasi dan nomenklatur program dan Kkegiatan sesuai dengan
Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri RI
Nomor 050-5889 Tahun 2021 dan penyesuaian Struktur Organisasi
Perangkat Daerah sesuai Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 2
Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor
9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur. Hal ini tentu saja akan dilakukan, sesuai
dengan ketentuan dan tahapan yang telah ditetapkan. Kedua, Penanganan
dampak pasca Pandemi Covid-19 yang telah membawa keresahan dan
dampak nyata pada masalah kesehatan dan berbagai aspek baik
sosial maupun ekonomi.

Dengan demikian, dukungan anggaran untuk pemulihan ekonomi dalam
penanganan pasca pandemi Covid-19 pada Tahun 2023 sangat diperlukan.

1.2. DASAR HUKUM

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah
Tingkat 1 Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan nepotisme
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);

A




5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5495);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6757);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6757);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6041);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6322);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6323},

12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,

Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunanf~
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Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah
Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

14, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang
Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019
tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang
Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem
Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 1114);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan
Daerah dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 1447);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah ( Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang
Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);

20. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2022 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023;

21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang
Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah;

22. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2008
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa
Tenggara Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa
Tenggara Timur Tahun 2008 Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0011);
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23. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2011
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2011 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa
Tenggara Timur Nomor 0045);

24. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi
Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi
Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 Nomor 004, Tambahan Lembaran
Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0105) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor
1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa
Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-
2023 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021
Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur
Nomor 0116);

25. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa
Tenggara Timur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun
2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi
Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2021 Nomor 002, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa
Tenggara Timur Nomor 0117).

1.3. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

Dalam konteks pembangunan berdimensi kewilayahan, dokumen
perencanaan yang bersifat spasial dipadukan dengan dokumen yang bersifat
a-spasial. Secara regulasi, penyusunan RKPD Tahun 2023 berpedoman pada
Dokumen RPJMD Perubahan Provinsi NTT Tahun 2018-2023, RKP Tahun
2023, Program Strategis Nasional dan Pedoman Penyusunan RKPD
Tahun 2023. Kemudian, dalam kaitannya dengan keruangan, RKPD
Tahun 2023 disinergikan dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara
Timur Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi

Nusa Tenggara Timur Tahun 2010-2030, dengan tetap menjaga keselarasan ke




dengan RTRW Nasional dan produk rencana tata ruang lainnya baik di
tingkat nasional maupun daerah (Provinsi maupun Kabupaten/Kota).
Selanjutnya, RKPD Tahun 2023 akan menjadi dasar penyusunan dokumen
KUA dan PPAS Provinsi NTT Tahun 2023. Dokumen KUA dan PPAS
merupakan dasar untuk penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)
Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023 dan penyusunan RAPBD Provinsi
Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023. Dengan demikian, dokumen
RKPD ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan
penyusunan APBD Provinsi NTT TA. 2023. Keterkaitan antar dokumen
perencanaan dalam sistem perencanaan pembangunan dan sistem
keuangan terlihat pada Gambar 1.1 berikut.

Gambar 1.1 Bagan Alir Keterkaitan RKPD dengan Dokumen
Perencanaan Lainnya
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1.4. MAKSUD DAN TUJUAN

1.4.1. Maksud

Maksud penyusunan RKPD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023
adalah sebagai pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam
menyelenggarakan pembangunan daerah lingkup Provinsi Nusa Tenggara
Timur Tahun 2023, khususnya bagi Pemerintah Kabupaten/Kota dan
Provinsi. RKPD ini menjadi dasar sinkronisasi perencanaan dan
penganggaran yang selanjutnya digunakan sebagai bahan evaluasi dan
dasar penyusunan rancangan KUA dan PPAS dan bahan sinkronisasi
penyusunan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

(RAPBD) Tahun Anggaran 2023,
1.4.2. Tujuan

Tujuan RKPD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 adalah:

1. Menjadi acuan bagi DPRD dan Pemerintah Daerah dalam penyusunan
dan pembahasan Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun 2023, Prioritas
Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2023 dan RAPBD TA. 2023;

2. Menjadi pedoman penyelarasan prioritas pembangunan provinsi dengan
kabupaten /kota;

3. Menjadi acuan untuk menyelaraskan perencanaan program, kegiatan,
sub kegiatan dan penganggaran;

4. Untuk memperkuat koordinasi, integrasi, sinergi dan sinkronisasi
pembangunan baik antar perangkat daerah, serta antara Pemerintah
Provinsi Nusa Tenggara Timur, Pemerintah Kabupaten/Kota dan
Pemerintah Pusat;

9. Untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam
pemanfaatan sumber daya dan keuangan publik.

1.5. SISTEMATIKA PENULISAN

RKPD Tahun 2023 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai
berikut:

Bab I. Pendahuluan

Bab ini menguraikan tentang gambaran umum penyusunan RKPD yang
terdiri dari latar belakang, dasar hukum, hubungan antar dokumen,
maksud dan tujuan penyusunan dokumen RKPD serta sistematika
dokumen RKPD. VL




Bab II. Gambaran Umum Kondisi Daerah
Bab ini menguraikan tentang gambaran umum kondisi daerah, evaluasi

pencapaian kinerja pembangunan daerah (seperti indikator makro
pembangunan daerah), evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD
Tahun Anggaran 2021 yang mengacu pada Dokumen RPJMD Perubahan
Provinsi NTT Tahun 2018-2023.

Bab III. Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah

Bab ini menguraikan tentang kondisi ekonomi daerah tahun lalu dan
perkiraan tahun berjalan, yang antara lain mencakup: indikator
pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dengan
perincian sumber pendapatan tahun lalu, tahun berjalan, tahun rencana
dan satu tahun setelah tahun rencana sebagai perkiraan maju pendapatan
daerah dan arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah (pendapatan,

belanja dan pembiayaan).

Bab IV. Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah

Bab ini menguraikan tentang Arah kebijakan dan prioritas Pembangunan
Nasional (RPJMN) dan Arah Kebijakan, prioritas dan sasaran Pembangunan
Provinsi NTT (RPJMD) sebagai pedoman dalam menyusun perencanaan
pembangunan kabupaten/kota Tahun 2023.

Bab V. Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten/Kota

Bab ini menguraikan tentang arahan kebijakan pembangunan
kabupaten/kota yang ditetapkan oleh provinsi, yang menjadi pedoman bagi
kabupaten/kota = dalam menyusun perencanaan pembangunan
kabupaten/kota tahun 2023 untuk mendukung pencapaian terget
pembangunan provinsi.

Bab VI. Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah

Bab ini menguraikan tentang rencana program dan kegiatan prioritas daerah
dan pendanaan indikatif yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan
tahun sebelumnya, dan capaian kinerja yang direncanakan pada RPJMD
Perubahan Tahun 2018-2023.

Bab VII. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Bab ini menguraikan tentang indikator kinerja penyelenggaraan
pemerintahan daerah sebagai panduan dalam pencapaian kinerja tahunan.
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Bab VIII. Penutup

Bab ini menguraikan tentang arahan Gubernur, penegasan dalam
menerapkan RKPD, serta arahan bagi Perangkat Daerah dalam
mempedomani RKPD Tahun 2023 sebagai acuan untuk menyempurnakan
Renja Perangkat Daerah.
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BAB II GAMBARAN UMUM
KONDISI DAERAH

2.1 GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI
2.1.1 Geografis dan Wilayah Administratif

Nusa Tenggara Timur (NTT) merupakan Provinsi kepulauan yang
mempunyai 1.192 pulau, di mana 432 pulau mempunyai nama dan 44
pulau berpenghuni. Luas wilayah 2.47.931,54 km? yang terdiri dari wilayah
daratanseluas 47.931,54 km2 dan wilayah lautan seluas 200.000 km?2.
Secara geografis terletak di sebelah Selatan Khatulistiwa pada posisi 8°-12°
Lintang Selatan dan 118° - 125° Bujur Timur.

NTT merupakan wilayah kepulauan yang disatukan Laut Sawu. sebagai
wilayah terdepan di Selatan Indonesia, posisinya sangat strategis karena
berbatasan darat dengan Negara Timor Leste (sebelah Timur) dan
berbatasan laut dengan Negara Australia (sebelah Selatan, Samudera
Hindia/Lautan Indonesia). Sementara di sebelah Barat berbatasan dengan
Provinsi Nusa Tenggara Barat dan sebelah Utara dengan Laut Flores.

Wilayah administratif NTT terbagi atas 1 Kota dan 21 Kabupaten dengan
sebaran wilayah administratif seperti disampaikan pada gambar berikut.

Gambar 2.1 Peta Provinsi NTT
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Sumber: BAPPEDA Provinsi NTT, 2021
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Wilayah administratif terluas adalah Kabupaten Sumba Timur 7.005 km?2
(14,61 persen) dan Kabupaten Kupang dengan luas 5.525,83 km?2
(11,53 persen), sedangkan wilayah terkecil adalah Kota Kupang dengan luas
180,27 km? (0,38 persen) dan Kabupaten Sabu Raijua dengan luas 460,47
km? (0,96 persen).

2.1.1.1 Wilayah Rawan Bencana

NTT memiliki risiko bencana yang tinggi untuk jenis-jenis bencana geologis
(gempa, tsunami, letusan gunung api dan longsor) serta hidrometeorologis
(kekeringan, banjir, kebakaran lahan dan hutan). Risiko bencana geologis
yang tinggi terutama terdapat di daerah dengan patahan aktif, seperti Flores,
Lembata, Kepulauan Alor, dan bagian barat Pulau Sumba.Terdapat 13
gunung berapi aktif di pulau Flores dan Lembata, dan satu di Pulau Pantar,
Kabupaten Alor. Tsunami di Sikka tahun 1992 masih tercatat sebagai
bencana geologis yang paling banyak korban jiwa, yakni lebih dari 2.000

orang meninggal.

Sementara risiko bencana hidrometereologis secara merata dialami oleh
seluruh wilayah di NTT, terutama di daerah-daerah lereng curam, sekitar
sungai dan juga daerah dengan curah hujan rendah seperti di Sabu Raijua,
bagian selatan TTS, dan sebagainya. Dalam 50 tahun terakhir, 75% dari
bencana di NTT adalah bencana hidrometereologis, dengan kejadian yang
paling banyak menimbulkan korban jiwa adalah banjir di Sungai Benanain
(Kabupaten Malaka, dulu Belu) pada tahun 2000 yang menyebabkan lebih
dari 150 orang meninggal dunia. Salah satu dari bencana hidrometereologis
yvang melanda Provinsi pada awal bulan April 2021 adalah Badan Siklon
Tropis Seroja, dimana terdapat 12 daerah Kabupaten/Kota yang mengalami
dampak paling parah dari bencana tersebut. Total korban jiwa di beberapa
kabupaten dan kota terdampak berjumlah 138 jiwa. Rincian korban
meninggal dunia tersebut, yaitu Kabupaten Flores Timur 67 jiwa. Kemudian,
Lembata 32, Alor 25, Kupang 5, Malaka 4, Sabu 2, Ngada 1, Ende 1 dan
Kota Kupang 1. Sedangkan hilang, total dari laporan pertemuan koordinasi
berjumlah 61 jiwa. Rincian sebagai berikut Kabupaten Lembata 35, Alor 20
dan Flores Timur 6. Sementara itu, kerugian material di sektor perumahan
berjumlah 1.114 unit. Dengan rincian rusak berat 688 unit, rusak sedang
272 dan rusak ringan 154.

A

| GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH -2

a—

B T e T TR R . F . . . C o e



Gambar 2.2 Peta dan data Bencana di NTT Tahun 2021
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Bencana hidrometereologis merupakan jenis bencana yang dipengaruhi oleh
kondisi iklim. Oleh karena itu, perubahan iklim, selain membawa akibat-
akibat langsung seperti kenaikan muka dan suhu air laut, juga
menyebabkan perubahan pola bencana hidrometereologis. Ini bisa
berdampak pada makin panjangnya kekeringan ataupun makin seringnya
terjadi banjir maupun kebakaran hutan dan lahan.

Salah satu penyebab terjadinya perubahan iklim adalah naiknya suhu

udara, dimana panas matahari yang diserap bumi tidak dapat dilepaskan

kembali ke atmosfer sehingga terpantul kembali ke bumi. Peningkatan emisi

gas rumah kaca (GRK) disebabkan oleh kegiatan manusia (antropologenic)

yang menghasilkan emisi terlalu banyak seperti CO2, N20 dan CH2. Adapun

sektor - sektor yang berkontribusi di dalam peningkatan emisi GRK berasal

dari 4 sektor, yaitu :

1) Sektor Berbasis Lahan, seperti : Illegal logging, kebakaran hutan, pupuk
organik, kotoran hewan (manure) dan pestisida.

2) Sektor Energi, seperti : Penggunaan bahan bakar fosil, transportasi dan
industri.

3) Sektor Limbah, seperti : Pembakaran sampah padat dan limbah B3.

4) Sektor Kelautan dan Perikanan, seperti : Penebangan mangrove dan

kerusakan padang lamun.




Selain berdampak pada kekerapan dan intensitas bencana-bencana
hidrometereologis, menghangatnya suhu juga mengubah habitat serangga,
seperti nyamuk, sehingga terjadi perubahan pola insiden dan penyebaran
penyakit malaria dan dengue. Selain itu, perubahan iklim juga
menyebabkan pulau-pulau kecil terancam hilang karena naiknya muka air
laut, serta terjadi pemutihan terumbu karang karena kenaikan suhu air

laut. Ini mengganggu keanekaragaman hayati laut dan pesisir, serta
produktivitas hasil-hasil laut.

Pembangunan di NTT perlu memperhatikan dampak perubahan iklim,
terutama pada sektor pertanian, perikanan kelautan dan kemaritiman, yang
merupakan sektor yang rentan pada perubahan iklim. Mengingat mata
pencaharian utama di NTT adalah bertani terutama pertanian lahan kering
yang tergantung pada variabel iklim seperti hujan, angin dan suhu udara
untuk memproduksi pangan. Untuk itu perlu dikembangkan inovasi-inovasi
pertanian dan perikanan yang memiliki daya adaptasi terhadap perubahan
iklim termasuk di dalamnya adalah upaya rehabilitasi dan konservasi lahan.

2.1.1.2 Demografi Wilayah

Berdasarkan Data kependudukan dari BPS tahun 2021, Kependudukan
Penduduk Provinsi NTT berdasarkan proyeksi penduduk tahun 2021 adalah
sebanyak 5.387.738 jiwa yang terdiri atas 2.694.297 laki-laki dan 2.693.441
perempuan. Rasio jenis kelamin tahun 2021 adalah 100 yang berarti dari
100 perempuan hanya terdapat 100 laki-laki. Laju pertumbuhan penduduk
tahun hasil SP 2020 (September 2020) adalah 1,25 persen pada tahun 2021
di prediksi sebesar 0,87%. Kepadatan penduduk tahun 2020 sebesar 111
Jiwa /Km? menurun dibandingkan dengan kepadatan penduduk tahun 2018
dan 2019 (BPS Nusa Tenggara Timur dalam Angka, 2022).

Penduduk terpadat terdapat di Kota Kupang dengan 2.511 jiwa per km?2,
Kepadatan penduduk yang paling rendah adalah Sumba Timur dengan 35
Jjiwa per km? dan Sumba Tengah dengan 48 jiwa per km?2.

Tabel 2.1 Kepadatan Penduduk per Kabupaten/Kota di Provinsi NTT tahun

2018-2021
Kepadatan Penduduk (Jiwa/km2)
bidea e 2018 2019 2020 2021
Kota Kupang 2.351 2.413 2.456 2511
Sumba Barat Daya 234 239 210 212
Sumba Barat 173 176 197 201
A
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Wilsysh Kepadatan Penduduk (Jiwa/km?2)

2018 2019 2020 0zi
Sabu Raijua 205 211 194 197
Sikka 184 185 186 187
Belu 174 176 175 177
Manggarai 174 177 163 164
Flores Timur 145 146 158 160
Malaka 163 165 158 160
Ende 132 132 131 132
Timor Tengah Selatan 118 119 115 116
Nagekeo 102 103 113 115
Rote Ndao 129 134 112 114
Manggarai Timur 113 115 110 111
Lembata 111 113 107 109
Timor Tengah Utara 94 95 a7 a8
Ngada 94 a5 96 a7
Manggarai Barat 86 87 82 83
Alor 70 70 72 73
Kupang 70 73 66 67
Sumba Tengah 39 40 47 48
Sumba Timur 36 37 35 35
Nusa Tenggara Timur 112 114 111 112

Sumber : BPS NTT, 2021

2.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah

Potensi pengembangan wilayah terlihat dari arahan pola penggunaan lahan.
Rencana pola ruang wilayah Provinsi NTT merupakan rencana distribusi
peruntukan ruang dalam wilayah Provinsi yang meliputi rencana
peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan rencana peruntukan ruang
untuk fungsi budidaya.

2.1.2.1 Kawasan Lindung

Rencana Kawasan Lindung Provinsi NTT adalah 29,03% dari total luas
wilayah Provinsi NTT atau sekitar 1,348,760.25 ha, dimana luas lahan total
adalah 3,297,598.85 ha. Luas perairan Provinsi NTT adalah sekitar
19.148.400 ha. Luasan ini mencakup pemanfaatan Lindung di wilayah Laut
Provinsi NTT. Kawasan lindung di Provinsi NTT baik yang terdapat di wilayah
darat maupun laut secara rinci dapat dilihat pada tabel 2.2. berikut :

/o2
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No. Kawasan Lindung Luasan (Ha)

1. | Hutan lindung 652.915,78

2. | Kawasan yang memberikan Perlindungan Setempat

a. Sempadan pantai 56.274
b. Sempadan sungai 181.837
c. Kawasan sekitar danau/waduk 28.944
3 Kawasan cagar alam, Suaka margasatwa, taman nasional, 276.666,85
taman wisata alam dan pantai hutan bakau
4, Kawasan lindung lainnya £95.844 .47

Sumber : RTRW Provinsi NTT tahun 2010-2030

Kawasan peruntukan hutan secara keseluruhan seluas 37,69 persen dari
luas daratan sebagaimana dimanfaatkan untuk perlindungan dan untuk
hutan produksi dapat dimanfaatkan sebagai perhutanan sosial untuk
pengembangan kawasan wisata, pengembangan marungga, pakan ternak,
rempah-rempah dan peternakan terpadu sesuai daya dukungnya. Sebaran
potensi ekonomi melalui perhutanan sosial pada kawasan hutan produksi
terbatas 189.561,06 ha, hutan produksi tetap 280.993,19 ha, hutan
produksi tujuan khusus 3.569,18 Ha dan hutan produksi yang dapat
dikonversi 111.568,56 Ha.

Berdasarkan daya dukung dan daya tampung terdapat 20 jasa sebagai
fungsi pengatur, penyedia, pendukung dan budaya yang dapat dioptimalkan
pemanfaatannya. Terdapat 20 Klasifikasi Jasa Layanan Ekosistem
berdasarkan daya dukung dan daya tampung yaitu: (a) 3 Fungsi penyediaan
(provisioning): pangan, air bersih, serat (fiber), bahan bakar (fluel); (b) 8
Fungsi pengaturan (regulating): pengaturan iklim, pengaturan tata aliran air
dan banjir, pencegahan dan perlindungan dari bencana, pemurnian air,
pengolahan dan penguraian limbah, pemeliharaan kualitas udara,
pengaturan penyerbukan alami, pengendalian hama dan penyakit; (c) 6
Fungsi budaya (cultural): spiritual dan warisan leluhur, tempat tinggal dan
ruang hidup (sense of space), rekreasi dan ecotourism, ikatan budaya-adat-
pola hidup, estetika, pendidikan dan pengetahuan; dan, (d) 3 Fungsi
pendukung (supporting): pembentukan lapisan tanah & pemeliharaan
kesuburan, siklus hara (nutrient), produksi primer. Daya dukung dan daya
tampung wilayah sesuai potensi jasa ekosistem yaitu prioritas satu
1.144.576,58 ha (24,79 persen), prioritas dua 1.738.367,24 ha (37,65
persen) dan prioritas tiga 1.733.874,47 ha (37,56 persen).
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2.1.2.2 Kawasan Budidaya

Potensi sumberdaya alam untuk mendukung pembangunan ekonomi,
infrastruktur, prasarana sosial dan pelayanan dasar berada pada kawasan
budi daya dan kawasan hutan. Kawasan Areal penggunaan lain (APL) seluas
2.950.239 ha atau 62,31 persen luas daratan dapat dimanfaatkan untuk
kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan, kawasan peruntukan
pertanian hortikultura, kawasan peruntukan perkebunan, kawasan
peruntukan peternakan, lahan pertanian pangan berkelanjutan, pariwisata,
industri infrastruktur dan permukiman.

| Potensi pengembangan pariwisata dengan pendekatan area yang

mendukung the ring of beauty :

1) Kawasan pariwisata alam: TN-Komodo, TN-Kelimutu, TL-Tujuh Belas
Pulau Riung, TL Teluk Maumere, TL Pulau Kepa, TL-Teluk Kupang,
Kawasan Pantai Nembrala, Kawasan Pantai Kolbano dan Kawasan
Wisata Gunung Mutis;

2) Kawasan Taman Wisata Alam Laut dan pulau-pulau kecil eksotik Teluk
Kupang didukung Pulau Semau dan Pulau Kera, Kawasan Taman Wisata
Alam Laut Gugus Pulau Teluk Maumere dan pulau kecil sekitarnya
Kawasan Taman Wisata Alam Laut Tujuh Belas Pulau Riung;

3) Kawasan pariwisata budaya: Kawasan atraksi Pasola; Kawasan prosesi
Jumat Agung Larantuka; Kawasan perburuan ikan paus Lamalera;
Kawasan Kampung Adat Bena, Koanara, Tarung, Laitarung, Boti,
Namata, Tamkesi; Kawasan Homo Florencis Liangbua, Situs arkeologi
Olabula dan Kawasan atraksi seni budaya;

4) Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan: Kawasan Kapela Tuan Ma
Larantuka; Kawasan Meriam Jepang dan Tugu Jepang Kota Kupang;
Kawasan Gereja Tua Kota Kupang; Kawasan Gua Alam Baumata; dan
Kawasan cagar budaya, Kawasan pariwisata buatan pemancingan dan
kawasan agrowisata.

Sesuai posisi geografis wilayah potensi strategis dalam pengembangan
wilayah yaitu : (a) Kawasan strategis nasional, meliputi: Kawasan perbatasan
dengan Timor Leste; Kawasan perbatasan laut termasuk lima pulau kecil
terluar dengan Negara Timor Leste dan Australia yaitu Pulau Alor, Batek,
Dana, Ndana, dan Mengkudu; (b) Kawasan Pos Lintas batas Negara (PLBN)
dan (c) Kawasan pengembangan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) III.

Potensi pengembagan wilayah juga didukung kawasan baru bertumbuh
Ao
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yaitu:
peristirahatan(rest area) eksotik pada jalan Nasional dan Provinsi, Kawasan
hutan bakau, Kawasan sakura Sumba.

Kawasan bendungan, Kawasan agrowisata kelor, Kawasan

Potensi pengembangan wilayah yang didasarkan pada rencana struktur
ruang melalui pengembangan sistem perkotaan Kabupaten/Kota didukung
pusat pengembangan wilayah dengan skala yang berbeda sesuai dengan
posisi geografis dan perannya dalam wilayah. Berdasarkan fungsinya dalam
pengembangan wilayah, maka potensi pengembangannya yaitu : Pusat
Kegiatan Nasional (PKN), PKNp; Pusat Kegiatan Wilayah (PKW); dan Pusat
Kegiatan Strategis Nasional (PKSN).

2.1.3. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.1.3.1 Pertumbuhan PDRB

Berdasarkan harga konstan tahun 2021, pertumbuhan Produk Domestik
Regional Bruto (PDRB) NTT terus mengalami peningkatan dan terjadi di
seluruh lapangan usaha. Pada tahun 2021 nilai PDRB NTT mencapai
Rp.70,5386 miliar dibanding tahun 2018 sebesar 65,929 miliar rupiah.
Demikian halnya dengan pertumbuhan nilai PDRB berdasarkan harga
berlaku juga mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2021,
nilai PDRB NTT berdasarkan harga berlaku menurut lapangan usaha
sebesar Rp 110.886 miliar meningkat dibanding tahun 2018 sebesar
Rp. 98.930 miliar.

Tabel 2.3 PDRB ADHB-ADHK Menurut Lapangan Usaha di Provinsi NTT
Tahun 2018-2021
Produk Domestik Regional Bruto Atas Produk Domestik Regional Bruto
Dasar Harga (ADHB|} Berlaku Menurut Atas Dasar Harga Konstan (ADHK)
Lapangan Usaha Lapangan Usaha Provinsi NTT (Miliar Menurut Lapangan Usaha Provinsi
Rp) NTT (Miliar Rupiah)
2018 2019 2020* 2021** 2018 2019 2020* | 2021+
Pertanian,
Kehutanan, dan 28.035 | 29.804 30.370 32.343 17.838 | 18.496 18.673 | 19.599
Perikkanan
Pertambangan dan
Pensiatian 1.202 1.250 1.155 1.189 908 939 814 829
Industri Pengolahan | 1.253 1.405 1.367 1.312 841 918 B67 B23
Pengadaan Listrik
dir Oas 75 76 85 91 52 52 58 61
Pengadaan Air,
Pengelolaan
Sampah, Limbah o4 57 60 68 43 45 48 23
dan Daur Ulang
Konstruksi 10.745 11.606 10.454 11.485 7.255 7.576 6.832 7.311
Perdagangan Besar
dan Eceran; 11.025 12.266 11.888 12.724 7.785 8.380 7.880 8217
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Produk Domestik Regional Bruto Atas
Dasar Harga (ADHB) Berlaku Menurut

Produk Domestik Regional Bruto
Atas Dasar Harga Konstan (ADHK)

Lapangan Usaha Lapangan Usaha Provinsi NTT (Miliar Menurut Lapangan Usaha Provinsi
Rp) NTT (Miliar Rupiah)
2018 2019 2020+ 2021% 2018 2019 2020 | 2021**
Reparasi Mobil dan
Sepeda Motor
Transportasi dan
Pergud 5.459 5.834 4,917 5.058 3.528 3.646 3.203 3.282
Penyediaan
Akomodasi dan 757 806 5094 613 493 522 382 400
Makan Minum
Informasi dan
Romiirikant 6.570 7.078 7.923 8.222 5.794 6.118 6.850 7.041
Jasa Keuangan dan
Acasanel 4.072 4,307 4,639 4,947 2.589 2.672 2.901 2.976
Real Estate 2.475 2.480 2.426 2.467 1.658 1.658 1.632 1.681
Jasa Perusahaan 292 306 191 165 175 182 110 94
Administrasi
Pemerintahan,
Pertahanan dan 13.232 14.573 15.191 14.866 8.483 9,175 9.603 9.268
Jaminan Sosial
Wajib
Jasa Pendidikan 9.436 10.246 10.737 10.598 5.572 5.913 6.025 5.890
Jasa Kesehatan dan
Kegiatan Sosial 2.151 2.328 2.560 2.864 1.480 1.564 1.633 1.780
Jasa lainnya 2.098 2.267 1.946 1.870 1.434 1.528 1.294 1.233
FDRB 98.930 | 106.728 | 106.506 | 110.886 | 65.929 | 69.389  68.810 | 70.538

Sumber : BPS NTT, 2022; * Angka Sementara, ** Angka Sangat Sementara.

Tabel 2.4 Persentase PDRB ADHK Menurut Lapangan Usaha di Provinsi
Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 - 2021
PDRB ADHK menurut Lapangan Usaha (juta rupiah)
Lapangan Usaha [Seri 2013] i
2018 2019 2020+ 2021*
Pertanian, Kehutanan, dan 28,34 . 27 93 28,51 29,17
Perikanan :
Pertambangan dan Penggalian 1,21 1,17 1,08 1,07
Industri Pengolahan 1,27 1,32 1,28 1,18
Pengadaan Listrik dan Gas 0,08 0,07 0,08 0,08
Pengadaan Air, Pengelolaan
Sampah, Limbah dan Daur 0,05 0,05 0,06 0,06
Ulang
Konstruksi 1510 10,87 9,82 10,36
Perdagangan Besar dan
Eceran: Reparasi Mobil dan 11,14 11,49 11.16 11,48
Sepeda Motor
Transportasi dan Pergudangan 5,02 5,47 4,62 4,56
Penyediaan Akomodasi dan
Makan Minum 0,76 0,75 0,56 0,55
Informasi dan Komunikasi 6,64 6,63 7,44 7,41
Jasa Keuangan dan Asuransi 4,12 4,04 4,36 4.46
A~
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PDRB ADHK menurut Lapangan Usaha (juta rupiah)

Lapangan Usaha [Seri 2013]
2018 2019 2020* 2021*

Real Estate 2,50 2,32 228 223
Jasa Perusahaan 0,30 0,29 0,18 0,15
Administrasi Pemerintahan,
Pertahanan dan Jaminan 13,38 13,65 14,26 13,41
Sosial Wajib
Jasa Pendidikan 9,54 9,64 10,08 9,56
Jasa Kesehatan dan Kegiatan
Sosial 217 2,18 2,40 2,58
Jasa lainnya 2,12 2,12 1,83 1,69
PDRB 100 100 100 100

Sumber : BPFS NTT, 2021 ; * Angka Sementara , ** Angka Sangat Sementara.

Pada tahun 2021, sektor pertanian merupakan sektor terbesar dalam
ekonomi Nusa Tenggara Timur. Sektor ini mengkomposisi 29,17% (19.599
triliun), terhadap total PDRB NTT yang pada tahun 2021 berjumlah sebesar
Rp. 70.538 Triliun (ADHK). Sektor terbesar kedua dalam ekonomi Nusa

Tenggara Timur adalah Administrasi

Pemerintahan,

Pertanahan dan

Jaminan Sosial wajib sebesar 13,41%. Sedangkan sektor ekonomi dengan

share terkecil dalam ekonomi Nusa Tenggara Timur adalah lapangan usaha

Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang yaitu 0,06%
disusul Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 0,08%.

Tabel 2.5 Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
ADHK 2010 Menurut Lapangan Usaha di Provinsi NTT (Persen)
Tahun 2018 - 2021
Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional
Bruto (PDRB) Menurut Lapangan Usaha di
Lapangan Usaha [Seri 2010] Provinsi NTT (Persen), 2017-2019
2018 2019 2020* 2021*
Pertanian, Kehutanan, dan
Peril 2,94 3,69 1,00 4,92
Pertambangan dan Penggalian 1,94 3,32 -13,33 1,90
Industri Pengolahan 5,16 9,01 -5,42 -5,10
Pengadaan Listrik dan Gas 9,57 0,82 12,29 4,88
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah,
Limbah dan Daur Ulang Gk gl e s
Konstruksi 6,39 4,43 -9,82 7,01
Perdagangan Besar dan Eceran;
Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 7,53 e S48 i
Transportasi dan Pergudangan 7.93 3.34 -12,16 2,47
Penyediaan Akomodasi dan Makan
Miniam 12,16 6,43 -27,22 4,79
A
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Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional
Bruto (PDRB) Menurut Lapangan Usaha di
Lapangan Usaha [Seri 2010] Provinsi NTT (Persen), 2017-2019

2018 2019 2020+ 202]1**
Informasi dan Komunikasi 4,89 5,59 11,96 2,79
Jasa Keuangan dan Asuransi 3,50 3,22 8,57 2,56
Real Estate 4,85 0,00 -1,54 2,97
Jasa Perusahaan 1,67 3,86 -39,27 -14,67
Administrasi Pemerintahan,
Pertahanan dan Jaminan Sosial 7,56 8,17 4,67 -3,45
Wajib
Jasa Pendidikan 241 6,12 1,89 -2,24
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 7,11 5,67 4,38 9,02
Jasa lainnya 6,47 6,55 -15,30 -4,74
PDRB 5,11 5,249 -0,83 2,51
Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi NTT, 2022 ; * Angka Sementara ; ** Angka Sangat
Sementara

Apabila dilihat dari laju pertumbuhan PDRB, terus mengalami peningkatan
secara nominal yaitu pada tahun 2018 sebesar Rp. 65.929 miliar naik
menjadi Rp. 70.538 miliar pada tahun 2021, yang berdasarkan laju
pertumbuhan tahun dasar 2010 PDRB Provinsi NTT mengalami perlambatan
pada tahun 2021 sebesar 2,60 persen dibandingkan pada tahun 2018 yaitu

sebesar 5,11 persen.
2.1.3.2 Laju Inflasi

Inflasi Provinsi NTT pada triwulan IV 2021 tercatat sebesar 1,67% (yoy),
melandai dibandingkan dengan triwulan sebelumnya sebesar 1,74% (voy).
Inflasi tersebut lebih rendah dibandingkan dengan inflasi Nasional sebesar
1,87% (yoy). Penurunan tekanan inflasi terutama didorong oleh penurunan
inflasi dari harga kelompok komoditas makanan, minuman, & tembakau
yang mengalami inflasi sebesar 1,73% (yoy). Secara keseluruhan tahun
2021, inflasi Provinsi NTT tercatat meningkat dibandingkan dengan inflasi
tahun 2020. Hal ini terutama disebabkan oleh kelompok komoditas
transportasi yang mengalami inflasi sebesar 4,16% (yoy) setelah pada tahun
sebelumnya mengalami deflasi sebesar 4,66% (yoy). Meningkatnya tekanan
inflasi mengindikasikan mulai pulihnya perekonomian seiring dengan
kondisi pandemi yang lebih terkendali dibandingkan tahun sebelumnya.
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Menurut Kelompok Pengeluaran (2012=100) , (2018=100)

Tahun 2018-2021

Tabel 2.6 Indeks Harga Konsumen dan Laju Inflasi Nusa Tenggara Timur

Kelompok
Pengeluaran

2018

2019

2021

Inflasi (%)

Tingkat
Inflasi
Tahun

Kalender
2019

Tingkat
Inflasi
Tahun

Kalender
2020

Tingkat
Inflasi
tahun

Kalender
2021

Makanan,
Minuman, dan
Tembakau

144,17

104,21

105,09

105,44

3,68

2,10

0,20

Pakaian dan
Alas Kaki

104,32

105,37

0,19

Perumahan,
Air, Listrik,
(Gas dan Bahan
Bakar

131,04

102,48

102,84

0,07

Sandang

122,18

104,73

105,81

4,87

0,95

0,26

Kesehatan

129,04

104,86

107,79

3,16

2,60

0,18

Transportasi

103,89

103,01

-1,30

0,00

Informasi,
Komunikasi
dan Jasa
Keuangan

100,42

100,07

-0,34

0,00

Rekreasi,
Olahraga dan
Bidaya

103,90

0,74

0,20

Pendidikan

106,21

107,70

1,40

0,01

Pendidikan,
Rekreasi dan
Olah raga

125,65

107,60

0,21

Transpor,
Komunikasi
dan Jasa
Keuangan

133,78

112,08

0,29

Penyediaan
Makanan dan
Minuman/Rest
oran

105,22

Perawatan
Pribadi dan
Jasa Lainnya

105,94

Nusa Tenggara
Timur

134,7

135,59

0,78

Nasional

135,39

131.28

105,68

2,72

1,68

0,13

Sumber : BPS NTT-Berita Resmi Statistik 2019, 2020, 2021

Dari tabel 2.6. di atas, terlihat bahwa selama tahun 2019, kecenderungan
inflasi yang terjadi di Nusa Tenggara Timur masih mengikuti pola inflasi

nasional, artinya bahwa inflasi yang terjadi di Nusa Tenggara Timur tidak
semata-mata diakibatkan oleh tekanan ekonomi internal di Nusa Tenggara
Timur sendiri tetapi banyak juga dipengaruhi oleh kondisi ekonomi yang
terjadi secara Nasional, dan jika dilihat dari trend inflasi tahun 2020 hanya
2021 terlihat bahwa angka inflsi mengalami penurunan.

o~
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Perubahan terjadi pada Kelompok Pengeluaran dimana terdapat
penambahan, penghilangan ataupun pemisahan nomenklatur, sehingga
angka IHK pada Tahun 2019 dan Inflasi pada November Tahun 2020
semakin terinci, begitu juga yang terjadi pada tahun 2021. Dimana, Inflasi
terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya
sebagian besar indeks kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok makanan,
minuman dan tembakau sebesar 0,20 persen; kelompok pakaian dan alas
kaki sebesar 0,19 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan
bakar rumah tangga sebesar 0,07 persen; kelompok perlengkapan, peralatan
dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,26 persen; kelompok
Kesehatan sebesar 0,18 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya
sebesar 0,20 persen; kelompok Pendidikan sebesar 0,01 persen; kelompok
penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 0,21 persen; dan
kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 0,29 persen.
Sementara kelompok transportasi dan kelompok informasi, komunikasi, dan
jasa keuangan tidak mengalami perubahan. Sedangkan inflasi NTT pada
Tahun 2019 sebesar 2,72% jika dibandingkan pada Tahun 2020 hanya
sebesar 1,68% dan tahun 2021 sebesar 0,13%.

2.1.3.3 PDRB Per Kapita

PDRB Per kapita atas dasar berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala
atau per satu orang penduduk dengan nilai PDRB atas dasar harga berlaku.
PDRB Perkapita ADHB Provinsi NTT pada tahun 2018 tercatat sebesar Rp.
18,45 juta meningkat menjadi Rp. 19,59 juta pada tahun 2019,
Peningkatan ini dipengaruhi oleh produk-produk yang dihasilkan oleh
kegiatan ekonomi dan disertai dengan perubahan harga-harga di pasar yang
dari tahun ketahun juga cenderung mengalami peningkatan (inflasi).
Sedangkan berdasarkan PDRB per kapita ADHK pada tahun 2018 sebesar
Rp. 12.27 juta meningkat menjadi Rp. 12,714 juta pada tahun 2019.
Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.7 PDRB dan PDRB Per Kapita Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2017 - 2020

Uraian 2017 2018 2019 2020
Nilai PDRB (Miliar Rp)
- ADHB 90.758,93 98.930,19 | 106.728,07 | 106.506,13
- ADHK 2010 62.725,41 65.929,19 | 69.385,99 | 68.806,67

PDRB perkapita (Ribu Rp)
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Uraian 2017 2018 2019 2020
- ADHB 17.165,45 18.448,13 | 19.591,07 | 19.220.097
- ADHK 2010 11.863,41 12.276,77 | 12.714,42 | 12.416.851
Pertumbuhan
PDRB perkapita ADHK 2010 L6 3,48 3,56 -2,34
‘i;‘(’)‘g"“:’ rgjp"“d“d“k 5.287,30 5.371,52 | 5.456,20 | 5.541.394

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi NTT, olahan, 2021

2.1.3.4 Indeks Gini (Gini Ratio)

Indeks Gini Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tahun 2021 sebesar 0,339,
yang menunjukkan bahwa “kecenderungan ketimpangan” tidak mengalami
perubahan atau dapat dikatakan ketimpangan di NTT tahun 2021
dibandingkan dengan tahun 2019 dan 2020 tidak mengalami perubahan
yvang signifikan. Jika dibandingkan dengan gini rasio nasional sebesar 0,39,
maka indeks Gini NTT lebih rendah yang mengindikasikan ketimpangan di
NTT tidak sedalam ketimpangan yang terjadi di daerah-daerah lain di

Indonesia,

Tabel 2.8 Indeks Gini di Provinsi NTT Tahun 2013-2021

Tahun
Indikator

2013 | 2014 | 2015 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021

Rasio Gini 0,35 | 0,36 0,34 0,36 0,36 | 0,36 | 0,355 | 0,356 | 0,339

Sumber : BPS BPS, SurveiSosialEkonomi Nasional (Susenas)

2.1.3.5 Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)/Human Development Index (HDI)
digunakan untuk mengklasifikasikan apakah sebuah negara adalah negara
maju, negara berkembang atau negara terbelakang dan juga untuk
mengukur pengaruh dari kebijaksanaan ekonomi terhadap kualitas

manusia.

Indikator komponen IPM diperolah dari pengukuran perbandingan dari
Angka Usia Harapan Hidup, Angka melek huruf, rata — rata lama sekolah
dan Konsumsi per kapita. Untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan
angka usia harapan hidup yaitu angkaperkiraan lama hidup rata-rata
penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut
umur. Untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan
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indikator angka harapan lama sekolah (Kombinasi antara partisipasi
sekolah, jenjang pendidikan yang sedang dijalani, kelas yang diduduki dan
pendidikan yang ditamatkan) dan angka melek huruf (untuk penduduk usia
15 tahun ke atas). Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan
indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan
pokok vang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai
pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup
layak.

Gambar 2.3 IPM NTT tahun 2011-2021

65,23 65,19 65,28

64,39
63,73
62,67 B AN
62,26
61,68
60,81
? I

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

IPM NTT terus meningkat yaitu dari tahun 2017 sebesar 63,73 menjadi
65,28 tahun 2021,tumbuh 0,14 persen (meningkat 0,09 poin) dibandingkan
capaian tahun2020.Walau IPM NTT terus meningkat, namun secara
nasional masih tertinggal. Pada tahun 2017 IPM NTT 63,73 tertinggal jauh
dibanding IPM rata-rata nasional yang mencapai 70,81 pada tahun 2021
IPM NTT 65,28, dan IPM rata-rata nasional sudah mencapai 72,29. (BPS,
Provinsi NTT dalam Angka 2022)

Tabel 2.9 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi NTT Menurut
Komponen, Tahun 2015-2021

2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021

Umur Harapan Hidup (thn) | 65,96 | 66,04 | 66,07 | 66,38 | 66,85 | 67,01 | 67,15
KERINGL Ly SR 12,84 | 12,97 | 13,07 | 13,10 13,15 | 13,18 | 13,20

(HLS) (thn)

Rata-rata Lama Sekolah

(RLS) (thn) 693] v02| 7A5| 730| 7.55| 763| 169
Pengeluaran per Kapita

(PPP)(Rp.000) 7,003 | 7,122 | 7,350 | 7,566 | 7,769 | 7,598 | 7.554
IPM NTT 62,67 | 63,13 | 63,73 | 64,39 | 65,23 | 65,19 | 65,28

IPM Rata-rata Nasional 69,55 | 70,18 | 70,81 | 71,39 | 71,92 | 71,94 | 72,29
Sumber: BPS NTT, 2022
A
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2.1.3.6 Pengeluaran per Kapita

Pengeluaran per kapita adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi
semua anggota rumah tangga selama sebulan dibagi dengan banyaknya
anggota rumah tangga. Jumlah pengeluaran per kapita di NTT terus
mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2019 pengeluaran
per kapita masyarakat NTT sebesar Rp 7,769 juta menurun pada tahun
2020 menjadi Rp 7,598 juta dan di tahun 2021 kembali mengalami

penurunan menjadi sebesar Rp. 7,554 juta.

Tabel 2.10 Jumlah Pengeluaran per Kapita di Provinsi NTT

Tahun 2019-2021
[MetodeBaru] PengeluaranRiil per Kapita Disesuaikan
Wilayah Menurut Kabupaten/Kota (Ribu Rupiah)
2019 2020 2021
Sumba Barat 7586.00 7321.00 T307.00
Sumba Timur 9640.00 9406.00 9354.00
Kupang 7698.00 7526.00 7476.00
Timor Tengah Selatan 6955.00 6861.00 6839.00
Timor Tengah Utara 6479.00 6364.00 6324.00
Belu 7677.00 7479.00 7431.00
Alor 6958.00 6786.00 6751.00
Lembata 7474.00 7305.00 7257.00
Flores Timur 7770.00 7631.00 7578.00
Sikka 8313.00 8081.00 8021.00
Ende 9315.00 9094.00 9027.00
Ngada 8961.00 8865.00 8819.00
Manggarai 7276.00 7203.00 7133.00
Rote Ndao 6720.00 6539.00 6503.00
Manggarai Barat 7602.00 7468.00 7410.00
Sumba Tengah 6198.00 6108.00 6061.00
Sumba Barat Daya 6594.00 6372.00 6355.00
Nagekeo 8469.00 8309.00 8254.00
Manggarai Timur 5919.00 5818.00 5780.00
Sabu Raijua 5354.00 5265.00 5256.00
Malaka 5998.00 5901.00 5861.00
Kota Kupang 13592.00 13337.00 13218.00
Nusa Tenggara Timur 7769.00 7598.00 7554.00

Sumber : BPS NTT, 2022
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2.1.3.7 Usia Harapan Hidup

Usia Harapan Hidup (UHH) dapat digunakan untuk menilai status derajat
kesehatan. Selain itu menjadi salah satu indikator yang diperhitungkan
dalam menilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Gambaran UHH
penduduk NTT pada tahun 2020 angka usia harapan hidup sebesar 67,01
yang berarti bahwa anak-anak yang lahir pada tahun 2020 diperkirakan
akan hidup rata-rata sampai umur 67 tahun. Tahun 2021 angka umur
harapan hidup sebesar 67,15 yang berarti bahwa anak-anak yang lahir pada
tahun 2021 diperkirakan akan hidup rata-rata sampai umur 67 tahun.
Umur harapan hidup penduduk setiap tahun semakin meningkat namun
tidak terlalu signifikan.

Tabel 2.11 Umur Harapan Hidup di Provinsi NTT Tahun 2015-2021

Wilaysh Umur Harapan Hidup Menurut Kabupaten/Kota (Tahun)

2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021

Sumba Barat 66,11 66,15 | 66,20 | 66,58 | 66,98 | 67,08 | 67,12
Sumba Timur 63,88 | 64,00 | 64,12 | 64,45 | 64,94 | 65,13 | 65,16
Kupang 63,17 63,33 | 63,49 | 63,86 | 64,39 | 64,63 | 64,91
Timor Tengah Selatan 65,55 | 65,60 | 65,65 | 65,91 | 66,32 | 66,42 | 66,46
Timor Tengah Utara 66,09 | 66,14 | 66,19 | 66,45 | 66,86 | 66,96 | 67,09
Belu 63,01 | 63,21 | 63,42 | 63,81 | 64,35 | 64,61 | 64,89
Alor 60,23 | 60,35 | 60,47 | 60,8 | 61,29 | 61,48 | 61,64
Lembata 65,85 66,02 | 66,19 | 66,57 | 66,97 | 67,07 | 67,20
Flores Timur 63,28 64,36 | 64,45 64,7 | 65,10 | 65,20 | 65,31
Sikka 66,10 | 66,20 | 66,30 | 66,61 | 67,07 | 67,24 | 67,45
Ende 64,37 64,42 | 64,48 | 64,75 | 65,17 | 65,29 | 65,43
Ngada 67,32 | 67,34 | 67,36 | 67,59 | 67,96 | 68,04 | 68,12
Manggarai 64,48 | 65,66 | 65,84 | 66,23 | 66,77 | 67,03 | 67,11
Rote Ndao 62,86 63,13 | 63,41 63,8 | 64,34 | 64,60 | 64,88
Manggarai Barat 65,98 66,19 | 66,19 | 66,58 | 67,12 | 67,38 | 67,46
Sumba Tengah 67,65 | 67,73 | 67,74 | 67,96 | 68,32 | 68,38 | 68,42
Sumba Barat Daya 67,08 67,71 67,76 | 68,02 | 68,43 | 68,53 | 68,57
Nagekeo 66,25 66,31 | 66,36 | 66,62 | 67,03 | 67,13 | 67,25
Manggarai Timur 67,27 | 67,39 | 67,40 | 67,62 | 67,98 | 68,04 | 68,07
Sabu Raijua 58,38 | 58,69 | 59,00 | 59,53 | 60,23 | 60,64 | 60,66
Malaka 64,15 64,27 | 64,29 | 64,52 | 64,89 | 64,97 | 65,01
Kota Kupang 68,34 | 68,46 | 68,58 | 68,9 | 69,37 | 69,55 | 69,73
Nusa Tenggara Timur 65,96 | 66,04 | 66,07 | 66,38 | 66,85 | 67,01 | 67,15

Sumber : BPS NTT, 2022

o
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2.1.3.8 Angka Kemiskinan

Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per
kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan. Penduduk miskin NTT
menunjukkan perkembangan yang fluktuatif dari tahun ke tahun. Jumlah
penduduk miskin NTT tahun 2016 menjadi 1.160,53 jiwa, menurun tahun
2017 menjadi 1.150,08 dan pada tahun 2018 jumlah penduduk miskin
menurun lagi menjadi 1.134,74 jiwa . Sedangkan, Jumlah penduduk miskin
di Provinsi NTT pada September 2020 mencapai 1.173,53 ribu orang.
Dibandingkan September 2019, jumlah penduduk miskin meningkat 24,3
ribu orang. Sementara jika dibandingkan dengan Maret 2019, jumlah
penduduk miskin juga meningkat sebanyak 7,44 ribu orang. Persentase
penduduk miskin pada September 2020 tercatat meningkat sebesar 21,21
persen. Pada tahun 2021 Penduduk miskin berjumlah 1.169,31 ribu orang

Dalam pengukuran kemiskinan, pendekatan konsep yang digunakan adalah
pemenuhan kebutuhan dasar (basic need approach). Dengan pendekatan ini,
kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk
memenuhi kebutuhan dasar makanan yang kemudian diukur dalam dua
komponen yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan
Bukan Makanan (GKBM)] dan dilakukan secara terpisah untuk daerah
perkotaan dan perdesaan.

Persentase penduduk miskin pada September 2021 sebesar 20,44
persen, menurun 0,55 persen poin terhadap Maret 2021 dan menurun 0,77
persen poin terhadap September 2020.

Jumlah penduduk miskin pada September 2021 sebesar 1.146,28 ribu
orang, menurun 23 ribu orang terhadap Maret 2021 dan menurun 27,3 ribu

orang terhadap September 2020.

Persentase penduduk miskin perkotaan pada Maret 2021 sebesar 8,60
persen, turun menjadi 8,57 persen pada September 2021. Sementara
persentase penduduk miskin perdesaan pada Maret 2021 sebesar 25,08
persen, turun menjadi 24,4 persen pada September 2021.

Dibanding Maret 2021, jumlah penduduk miskin September 2021 perkotaan
naik sebanyak 0,12 ribu orang (dari 118,76 ribu orang pada Maret 2021
menjadi 120,58 ribu orang pada September 2021). Sementara itu, pada
periode yang sama jumlah penduduk miskin perdesaan turun sebanyak

o
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24,85 ribu orang (dari 1.050,55 ribu orang pada Maret 2021 menjadi
1.025,70 ribu orang pada September 2021).

Garis Kemiskinan pada September 2021 tercatat sebesar Rp437.606,-
/kapita/bulan dengan komposisi Garis Kemiskinan Makanan sebesar
Rp344.666,- (78,76 persen) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan sebesar
Rp92.941,- (21,24 persen).

Pada September 2021, secara rata-rata rumah tangga miskin di Indonesia
memiliki 5,38 orang anggota rumah tangga. Dengan demikian, besarnya
Garis Kemiskinan per rumah tangga miskin secara rata-rata adalah sebesar
Rp2.354.320,-/rumahtangga miskin/bulan.

Kemudian, persoalan kemiskinan bukan hanya sekadar jumlah dan
persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah
tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan. Selain harus mampu
memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan yang terkait dengan
kemiskinan juga sekaligus harus bisa mengurangi tingkat kedalaman dan
keparahan kemiskinan. Namun pada kenyataannya, meski jumlah
penduduk miskin menurun, indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan
justru meningkat.

Indeks Kedalaman Kemiskinan (Poverty Gap Index-P1), merupakan ukuran
rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin
terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-
rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Indeks kedalaman
kemiskinan NTT menunjukkan angka yang fluktuatif dari tahun ke tahun.
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) di NTT turun dari 4,16 pada September
2020 menjadi 3,96 pada Maret 2021.

Sedangkan, Indeks keparahan kemiskinan (Poverty Severity Index-P2)
memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara
penduduk miskin. Indeks keparahan kemiskinan di NTT mengalami
fluktuasi dalam perkembangannya. Indeks Keparahan Kemiskinan juga
turun dari 1,24 menjadi 1,05 pada periode September 2020 sampai Maret
2021.

A
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Tabel 2.12 Indikator Kemiskinan di Provinsi NTT Tahun 2016-2021

Angka Kemiskinan (%)

Indikator
2016 2017 2018 2019 2020 2021

Jumlah penduduk
miskin (ribu jiwa)
Garis Kemiskinan

1.160,53 1.150,08 1.134,74 1.129,46 1.173,53 1.169.31

322.947 343,396 354,898 373,922 403,055 415.116

(rupiah /kapita/bulan)

Intels kedaleman 4,69 3,83 4,16 4,13 4,15 4,79
kemiskinan (P1)

Indeks keparahan

ek o 1Y 1,30 0,96 1,17 1,12 1,24 1,44
Persentase Penduduk

S ere 22.58 22,01 21.38 20,62 21,21 20.99
ECTURE SR 10.70 10.12 9,66 9,22 10,19 9,71

Miskin Indonesia
Sumber : BPFS NTT, 2022

2.1.3.9 Persentase Balita Gizi Buruk dan Gizi Kurang

Gizi buruk adalah suatu kondisi di mana seseorang dinyatakan
kekurangan nutrisi, atau dengan ungkapan lain status nutrisinya berada di
bawah standar rata-rata. Nutrisi yang dimaksud bisa berupa protein,
karbohidrat dan kalori. Di Indonesia, kasus KEP (Kurang Energi Protein)
adalah salah satu masalah gizi utama yang banyak dijumpai pada balita.

Tabel 2.13 Persentase Gizi Buruk dan Gizi Kurang di NTT
Tahun 2013-2021

Persentase Gizi Buruk dan Gizi Kurang
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021

1,10 | 1,00 | 096 | 087 | 0,87 | 1,9 2,5 5,1 2,4

Indikator

Persentase  gizi
buruk (%)
rersentase @) con |75 | 416 | 250 | 284 | 63 | 69 | 234 | 175
kurang (%o)

Sumber : SIPD Provinsi NTT, Laporan e-PPGBM 22 kabupaten /kota pd Dinkes prov NTT Februari
2021)

Angka stunting di Provinsi Nusa Tenggara Timur masih tinggi. Berdasarkan
Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) 2021, masih ada 15 kabupaten di NTT
yang berkategori merah dalam kasus stunting. Penyematan status merah
tersebut yakni wilayah yang prevalensi stuntingnya masih di atas 30 persen.
15 kabupaten tersebut adalah Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara,
Alor, Sumba Barat Daya, Manggarai Timur, Kabupaten Kupang, Rote Ndao,
Belu, Manggarai Barat, Sumba Barat, Sumba Tengah, Sabu Raijua,
Manggarai, Lembata dan Malaka. Bahkan Timor Tengah Selatan dan Timor

Aqn
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Tengah Utara memiliki prevalensi di atas 46 persen. Sementara sisanya,
tujuh kabupaten dan kota berstatus kuning dengan prevalensi 20 hingga 30
persen, di antaranya Ngada, Sumba Timur, Negekeo, Ende, Sikka, Kota
Kupang serta Flores Timur. Bahkan tiga daerah seperti Kabupaten Ngada,
Sumba Timur dan Negekeo mendekati status merah.

Tidak ada satu pun daerah di NTT yang berstatus hijau yakni berprevalensi
stunting antara 10 hingga 20 persen. Apalagi berstatus biru untuk
prevalensi stunting di bawah 10 persen.

Tabel 2.14 Persentase Baduta dan Balita Stunting, Wasting dan
Underweight di NTT Tahun 2016-2021

Tﬂrh = NTT Tahun - lnl.uua:h
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 2021 2017
Baduta Stunting 32.1 298 | 265 | 223 | 17.1 15.8 20.1
Wasting 17.5 179 | 7.9 9.4 7.6 7.7 12.8
Underweight 23.0 228 | 126 | 9.4 13 13.6 14.8
Balita Stunting 38,7 40,3 | 354 | 30.0 24.2 22.0 29.6
Wasting 17.4 158 | 8.3 9.4 0 8.0 9.5
Underweight 282 | 283 | 196 | 199 18 18.3 17.8

Sumber : Studi Status Gizi Indonesia (S8GI) 2021

2.1.3.10 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator yang digunakan
untuk mengukur tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja dan
menggambarkan kurang termanfaatkannya pasokan tenaga kerja.

Sejalan dengan mulai bangkitnya secara perlahan ekonomi di tahun 2021,
TPT Provinsi NTT padapada tahun 2021 tercatat 3,77%, mengalami
penurunan dari tahun 2020 sebesar 4,28%. Secara spasial, TPT Provinsi
NTT Agustus 2021 menempati peringkat ke-tujuh sebagai provinsi dengan
TPT terendah setelah Provinsi Sulawesi Tengah (3,75%), Bengkulu (3,65%),
Papua (3,33%), Sulawesi Barat (3,13%), Gorontalo (3,01% dan NusaTenggara
Barat (3,01%). Sehingga secara Nasional, kondisi TPT Provinsi NTT pada
Agustus 2021 lebih baik dibandingkan Nasional yang sebesar 6,49%.

Tingkat Partisipasi Angkatan kerja (TPAK) Provinsi NTT pada Agustus 2021
menunjukkan peningkatan dibandingkan periode yang sama tahun 2020.
TPAK pada Agustus 2021 tercatat sebesar 73,78% atau lebih tinggi

dibandingkan Agustus 2020 yang sebesar 70,11%.
JafL-

| GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH -21

#



0

2.1.3.11 Opini BPK Atas Laporan Keuangan Daerah

Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah
Daerah NTT menunjukkan perbaikan. Tahun 2016-2021 secara berturut-
turut pengelolaan keuangan daerah mendapat opini Wajar Tanpa
Pengecualian (WTP), sedangkan tahun 2013-2015 mendapat opini Wajar
Dengan Pengecualian (WDP).

Tabel 2.15 Opini BPK Atas Laporan Keuangan Daerah di Provinsi NTT

Tahun 2013-2021
Tahun

Indikator

2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |2019 | 2020 | 2021
Opini BPK
Atas Laporan
Keuangan WDP WDP WDP WTP wWTP wTP WTP WwWTP WTP
Pemerintah
Daerah

Sumber : Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT, 2020

2.1.3.12 Skor Pola Pangan Harapan

Pola Pangan Harapan (PPH) atau Desirable Dietary Pattern (DDP) adalah
susunan keragaman pangan yang didasarkan pada sumbangan energi dari
kelompok pangan utama pada tingkat ketersediaan maupun konsumsi
pangan. PPH merupakan instrumen untuk menilai situasi konsumsi pangan
wilayah yang dapat digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan
konsumsi pangan ke depan, dengan mempertimbangkan aspek sosial,
ekonomi, budaya dan preferensi konsumsi pangan masyarakat. Selain itu,
PPH juga dapat dijadikan acuan untuk menentukan sasaran dalam
perencanaan dan evaluasi penyediaan khususnya produksi pangan. Tujuan
utama penyusunan PPH adalah untuk membuat suatu rasionalisasi pola
konsumsi pangan yang dianjurkan, yang terdiri dari kombinasi aneka ragam
pangan untuk memenuhi kebutuhan gizi dan sesuai cita rasa. Skor PPH di
NTT terus membaik dari tahun ke tahun. Pada tahun 2013 PPH NTT 66,20
meningkat tahun 2016 menjadi 73,00 namun pada tahun 2020 mengalami
penurunan menjadi 67,9 persen.

Tabel 2.16 Skor Pola Pangan Harapan di Provinsi NTT Tahun 2013-2020

Tahun (%)
Rt —S0is 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
Skor PPH 66,2 65,0 71,3| 73,0| 786| 69,0| 69.2| 67.0

Sumber : Badan Ketahanan Pangan, Kementerian Pertanian, 2021
M-
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2.1.4. Aspek Pelayanan Umum
2.1.4.1 Pendidikan

a. Angka Partisipasi Sekolah

Selanjutnya Angka Partisipasi Sekolah (APS) Umur 13-15 Tahun
menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun dimana pada
tahun 2019 sebesar 95,08 tahun 2020 menjadi 95,25 dan APS
tahun 2021 sebesar 95,32 selengkapnya sebagaimana Tabel 2.17.

Tabel 2.17 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut
Kelompok Umur (%) Tahun 2019-2021

Angka Partisipasi Sekolah (APS) Umur 13-15
Wilayah Tahun

2019 2020 2021
Sumba Barat 95.31 96.14 06.28
Sumba Timur 02.23 92.30 92,72
Kupang 95.57 95.23 95.36
Timor Tengah Selatan 92.74 92.61 93.03
Timor Tengah Utara 96.58 97.99 97.60
Belu 92.68 92.43 92 .57
Alor 93.45 93.33 93.75
Lembata 093.53 93.90 94.09
Flores Timur 092.37 92.75 092.32
Sikka 93.85 93.06 93.30
Ende 95.16 94.83 95.03
Ngada 97.10 96.91 97.32
Manggarai 96.97 97.01 06.98
Rote Ndao 93.57 04.14 04.37
Manggarai Barat 94.52 95.37 95.38
Sumba Tengah 05.64 95.95 95.82
Sumba Barat Daya 05.25 95.33 95.72
Nagekeo 04.71 95.35 95.02
Manggarai Timur 98.14 99.03 98.66
Sabu Raijua 95.82 05.84 95.89
Malaka 96.81 96.92 96.68
Kota Kupang G98.76 08.64 98.70
Nusa Tenggara Timur 95.08 95.25 05.32

Sumber: BPFS, Tahun 2022

Pentingnya peningkatan APS untuk mendukung pencapaian rata-
rata lama sekolah lebih tinggi yang dicapai tahun 2021. Rata-rata
lama sekolah merupakan salah satu indukator kunci yang

menentukan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). n
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b. Rasio Guru/Murid

Pembangunan pendidikan dipengaruhi ketersediaan sekolah,
guru dan murid. Sehubungan dengan itu maka untuk
mempercepat akses dan kualitas pendidikan dilaksanakan
pemenuhan atas tiga aspek strategis pembangunan pendidikan
tersebut.

Tabel 2.18 Jumlah Sekolah, Murid, Guru dan Ratio Murid-
Guru Sekolah Menengah Atas (SMA)

Jumlah Sekolah, Murid, Guru, dan Rasio Murid-Guru Sekolah Menengah Atas (SMA)
Wilayah Sekolah Murid Guru Ratio Murid Gum
2017 | 2018 | 2019 | 2017 2018 2019 | 2017 | 2018 | 2019 | 2017 | 2018 | 2019

Sumba Barat 8 8 B8 5174 o373 5572 255 277 280 20 19 20

Bumba Timur al 21 21 10865 11088 11536 573 624 673 19 18 17

Kupang
Timor Tengah Selatan

28 58 13617 14359 15561 1194 1218 1287 11 12 12

57

36 ar 43 13349 14005 15872 T98 849 70 17 17 16
Timor Tengah Utara 29 30 30 8577 8992 S670 692 TO9 T28 12 13 13

22

34

13

Belu 24 25 | 7808 | 8s7o | o318 | s85 | 645 | &26 13 13 15
Alor 3s 35 | 6605 | 6721 | 7176 | 672 | 681 772 10 10 g
Lembata 15 15 3746 | 3883 | 4307 | 295 | 300 | 303 13 13 14
Flores Timur 23 23 23 7516 | 7714 | 8076 | 583 | 630 | 630 13 12 13
Sikka 20 22 23 9351 | 9305 | 9809 | 575 | 620 | 655 16 15 15
Ende 21 21 21 7740 | 7713 | 8062 | 651 | 650 | 633 12 12 13
Ngada 13 13 13 5646 | 5808 | 6039 | 367 | 384 | 389 15 15 16
Manggarai 26 26 26 | 14724 | 14288 | 14819 | 797 | B17 | 826 18 17 18
Rote Ndao 10 12 13 5023 | 5400 | 6010 | 328 | 346 | 377 15 16 16
Manggarai Barat 25 27 27 8530 | 8831 | 8981 586 | 627 | 654 15 14 14
Sumba Tengah 4 4 4 1717 | 2390 | 2610 137 142 138 13 17 19
Sumba Barat Daya 21 23 26 8954 | 9652 | 10880 | 471 543 | 597 19 18 18
Nagekeo 11 15 15 | 4610 | 5039 | 5486 | 383 | 412 | 417 13 12 13
Manggarai Timur 47 47 47 | 10549 | 10659 | 10611 | 884 | 904 | 977 12 12 11
Sabu Raijua 7 7 7 3714 | 3980 | 4531 | 216 | 222 | 222 17 18 20
Malaka 25 31 32 | 7246 | 7921 | 8994 | 614 | 650 | 722 12 12 12
Kota Kupang 36 39 41 | 16058 | 16446 | 16314 | 1145 | 1188 | 1208 | 14 14 14

Nusa Tenggara Timur 500 538 553 181128 | 1BB253 | 200234 | 12781 | 13456 | 14084 14 14 14
Sumber: BFS, Tahun 2022
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Tabel 2.19 Jumlah Sekolah, Murid, Guru dan Ratio Murid-
Guru Sekolah Menengah Pertama (SMP)

Jumlah Sekolah, Murid, Guru, dan Rasioc Murid-Gurn Sekolah Menengah Pertama (SMP)

Wilayah Sekolah Murid Guru Ratio Murid Guru
2017 | 2018 | 2019 | 2017 | 2018 | 2019 | 2017 | 2018 | 2019 | 2017 | 2018 | 2019
Sumba Barat 40 40 40 696 9a00 aT49 630 643 691 15 15 14
Sumba Timur T4 75 75 15726 16406 17256 936 949 1010 17 17 17
Kupang 156 164 169 22365 22697 23106 1986 1990 2120 11 11 11
Timor Tengah Selatan 145 146 174 31375 32022 33561 1881 1936 2261 17 17 15
Timor Tengah Utara 91 92 93 17048 17342 17856 1328 1338 1487 13 13 12
Belu 46 47 52 13851 14044 14297 B71 938 1023 16 15 14
Alor 105 108 109 11593 11825 12563 1279 1344 1463 9 9 9
Lembata 51 51 51 7081 7380 TEOG6 635 684 820 11 11 10
Flores Timur 62 63 63 14169 14164 14398 1013 1017 1158 14 14 12
Sikka T9 81 B85 17437 17717 18507 1157 1184 1326 15 15 14
Ende 8B BG 89 14848 15013 15468 1242 1227 1260 12 12 12
Ngada &0 61 61 10581 10603 10450 T40 769 820 14 14 13
Manggarai 68 T0 Fi] 24355 24330 25013 1181 1147 1330 21 21 19
Rote Ndao 36 42 43 Q042 Q376 9659 631 687 T0S 14 14 14
Manggarai Barat BB B8 93 18082 18166 19237 1352 1433 1716 13 13 11
Sumba Tengah 33 33 34 5493 5564 5800 485 490 576 11 11 10
Sumba Barat Daya o7 or 102 24579 25061 27165 1311 1342 1541 19 19 18
Nagekeo 56 56 56 B734 B738B 9021 T70 781 835 11 11 11
Manggarai Timur 134 136 137 20371 20506 20820 1520 1523 1663 13 13 13
Sabu Raijua 24 24 24 6216 6559 6737 408 421 559 15 16 12
Malaka S0 | 59 | 59 | 12925 | 12577 | 13081 | 973 | 933 | 1059 | 13 | 13 | 12
Kota Kupang 52 53 56 21888 22160 22502 1400 1439 1470 16 15 15
Nusa Tenggara Timur | 1644 | 1675 | 1741 | 337465 | 341880 | 354052 | 23739 | 24215 | 26893 14 14 13

Sumber; BPS, Tahun 2022
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Tabel 2.20 Jumlah Sekolah, Murid, Guru dan Ratio Murid-
Guru Sekolah Dasar (SD)

Jumlah Sekolah, Murid, Guru dan Ratio Murid-Guru Sekolah Dasar {(SD)

Wilayah Sekolah Murid Gurn Ratio Murid Garu
2017 | 2018 | 2019 | 2017 2018 2019 2017 | 2018 | 2019 | 2017 | 2018 | 2019
Sumba Barat 63 63 63 13939 13257 12638 T42 687 731 19 19 17
Bumba Timur 192 192 192 26880 26073 25470 1946 1842 1967 14 14 13
Kupang 284 288 288 37863 36121 35004 2813 2751 2933 13 13 12
Timor Tengah Selatan 357 358 390 56727 54329 52200 3568 3469 3832 16 16 14
Timor Tengah Utara 149 150 158 20064 19165 18976 1491 1419 1529 13 14 12
Belu 92 92 o2 17380 16591 15946 1257 1217 1280 14 14 12
Alor 190 192 194 17518 16891 16831 1477 1495 1720 12 11 10
Lembata 101 101 101 11390 11318 11184 915 902 1005 12 13 11
Flores Timur 152 152 152 18032 17694 17589 1443 1413 1539 13 13 11
Sikka 190 190 190 23865 23148 22742 1715 1700 1830 14 14 12
Ende 177 177 177 18498 18011 17475 1593 1588 1716 12 11 10
Ngada 111 113 113 13150 12443 12022 926 o7 1024 14 13 12
Manggarai 156 160 162 29637 28825 27689 1471 1435 1620 20 20 17
Rote Ndao 121 121 122 180186 17608 17073 1184 1190 1242 15 15 14
Manggarai Barat 173 173 174 25068 23417 21961 1695 1716 1917 15 14 11
Sumba Tengah 49 49 49 6875 6564 6228 558 536 584 12 12 11
Sumba Barat Daya 134 138 141 40051 38308 36630 1504 1452 1509 27 26 24
Nagekeo 100 100 100 10536 10379 10087 896 923 951 12 11 11
Manggarai Timur 227 226 207 27904 26256 25367 1859 1826 1997 15 14 13
Sabu Raijua 49 49 49 B55T Ba06 Bl4s 494 S04 581 17 17 14
Malaka 121 119 121 15695 14674 14086 1233 1177 1282 13 12 11
Kota Kupang 84 84 B 28586 28211 28365 1549 1541 1635 18 i8 17
Nuaa Tenggara Timur | 3272 | 3287 | 3339 | 486231 | 467689 | 453709 | 32329 | 31710 | 34424 15 15 13
Sumber: BFS, Tahun 2022
S
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2.1.4.2 Kesehatan
a. Sarana Kesehatan

Sampai dengan Tahun 2017 terdapat 50 Rumah Sakit di Provinsi
Nusa Tenggara Timur. Data fasilitas pelayanan kesehatan
menurut jenis fasilitas di 21 Kabupaten/Kota Tahun 2016-2017
dapat dilihat pada Tabel 2.21.

Tabel 2.21 Jumlah Fasilitas Kesehatan Menurut
Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur

Tahun 2016-2017
Jumlah Fasilitas Kesehatan
Wilayah " Rumah Sakit Bersalin | Puskesmas Posyandu Polindes Rumah Sakit
2016 2017 2016 | 2017 | 2016 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | 2017

Sumba Barat - - 9 9 219 244 - a1 2 2
Sumba Timur - - 22 22 260 258 T2 T2 3 3
Kupang = - 26 26| 710| 734 13 10 1 1
Timor Tengah Selatan 1 - 35 35 788 824 60 66 1 2
Timor Tengah Utara - - 26 26 208 498 139 144 2 3
Belu - - 17 17 419 419 41 40 4 4
Alor - - 24 26 433 433 40 39 2 2
Lembata - - 9 9 318 316 - 58 3 3
Flores Timur - - 20 21 555 553 80 73 1 1
Sikka - - 23 23 625 632 120 120 3 3
Ende - - 24 24 635 641 86 26 2 2
Ngada - - 14 14 344 348 42 43 1 1
Manggarai - - 21 21 575 S7T 20 23 2 2
Rote Ndao - - 12 12 374 374 - 7T 1 1
Manggarai Barat - - 18 18 455 460 18 18 2 2
Sumba Tengah - - 8 8 186 186 - 29 1 1
Sumba Barat Daya - - 12 14 465 463 57 0 1 1
Nagekeo - - 7 7 261 268 47 48 1
Manggarai Timur - - 23 25 559 559 20 17 -

Sabu Raijua - - a6 6 211 232 = 4 1 1
Malaka - - 17 20 520 419 50 37 1 1
Kota Kupang - 1 11 11 313 315 39 - 12 13
Nusa Tenggara Timur 1 1 384 394 | 10033 | 10053 944 959 46 50

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur
o
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b. Tenaga Kesehatan

Sumber Daya Manusia Kesehatan merupakan salah satu bagian
penting dalam upaya peningkatan kesejahteraan dan kesehatan
masyarakat di Indonesia. Tenaga Kesehatan merupakan ujung
tombak dalam pelayanan kesehatan baik preventif, promotif,
kuratif, dan rehabilitatif.Ketersediaan tenaga kesehatan juga
merupakan salah satu indikator dalam pembangunan kesehatan.
Ketersediaan tenaga kesehatan tahun 2017-2021 sebagaimana
Tabel 2.22. berikut ini:

Tabel 2.22 Jumlah Tenaga Kesehatan Menurut
Kabupaten/Kota (Jiwa) Di Provinsi NTT Tahun
2017-2021
Jumlah Tenaga Kesshatan Menurut Kabupaten,/Kota [Jiwa)
Wilayah Tenaga Medis Tenaga Heperawatan Tenaga Kebidanan K Tﬁw m:”m
2017 | 2018 | 2021 | 2017 | 2018 | 2021 2017 | 2018 | 2021 | 2017 | 2018 | 2021 | 2017 | 2018 | 2021
Sumba Barat 60 43 32 312 318 381 58 T8 122 18 22 18 47 21 32
Sumba Timur 23 65 S8 404 571 637 190 202 348 a2 17 38 = 22 40
Kupang 13 43 49 169 268 474 293 201 675 20 34 55 33 i)
| Timor Tengah Selatan 61 54 68 205 227 528 199 319 596 29 26 39 44 87
Timor Tengah Utara 39 =] 54 306 394 306 304 306 612 66 63 80 43 73
Belu 56 86 49 2335 700 493 263 197 255 60 64 50 = 47 48
| Alor 18 42 81 596 292 666 394 231 497 35 54 91 21 88
Lembata 26 30 28 | 318 289 251 | a7rs) 263 | a2z 11 as 39 30 ar
Flores Timur 37 35 54 366 438 To0 310 350 693 50 46 Tl 29 59
Sikka 13 99 51 300 463 592 3335 364 587 42 52 62 - 38 54
| Ende 25 58 39 416 463 789 202 207 711 36 44 77 = 18 53
'_I'M! 20 44 53 247 226 570 110 103 486 30 36 59 = 11 45
Manggarai 17] 7 45| 691]| 790]| 880| 596] 640 | o04a| 53| 43| 84 45| 72|
Fote Ndao 15 20 51 107 63 264 92 B9 245 24 24 37 12 45
Manggarai Barat 28 38 46 320 380 562 236 286 537 30 36 53 41 73
Sumba Tengah 17 19 20 219 256 267 9 118 128 14 44 12 = 18 21
Sumba Barat Daya 34 45 L1 382 440 76 132 60 26 25 19 8 15 ]
_Nagekeo 20 27 34 237 242 306 232 218 359 28 21 29 11 29
Manggarai Timur 9 9 28 | 83| 822 875 | 273 ] 694 ) 783 27 41 60 - 41 80
Sabu Raijua 9 20 19 123 161 201 127 144 186 5 11 24 = 15 37
Malaka 41 53 48 329 378 353 274 302 | 289 59 49 41 = 44 48
Kota Kupang 44 469 123 291 | 1280 775 189 522 381 33 73 122 67 B0
Nusa Tenggara Timur 636 | 1447 | 1043 | 7596 | 9481 | 11246 | 5176 | 6083 | 9742 727 B854 | 1169 47 G666 | 1185

Sumber: BFS, Tahun 2022
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2.1.4.3 Pekerjaan Umum
a. Jalan dan Jembatan

Sampai dengan tahun 2020, Panjang Jalan Provinsi Menurut
Kabupaten /Kota dan Kondisi Jalan (km) sebagaimana Tabel 2.23
berikut ini:

Tabel 2.23 Panjang Jalan Provinsi Menurut Kabupaten/Kota dan
Kondisi Jalan (km) Tahun 2018-2020

Panjang Jalan Provinsi Menurut Kabupaten/Kota dan Kondisi Jalan (km)
Wilayah Baik Sedang Rusak Rusak Berat
2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020
Bumba Barat 58.72 50.00 61.24 2.47 10.26 10.26 2.00 2.53 2.53 24.08 2491 13.67
Sumba Thimur 899.31 111.16 10.96 32.80 19.09 28.47 20.00 14.37 10.37 121.B4 | 129.73 | 125.88
Kupang 160.97 164.37 21.00 23.41 11.21 11.21 55.00 45.60 38,90 108.22 | 126.33 | 87.37
Timor Tengah Selatan 165.18 172.56 174.71 5.70 4.50 4.50 &6.00 5.85 3.65 11823 | 111.85 | 111.90
Timor Tengah Utara | 128.56 | 124.36 | 124.36 | 3.20 | 7.40 | 7.40 | 065 | 065 | 065 | 060 | 060 | 060
Belu 5652 | 5472 | 54.72 | 500 | 7.70 | 7.70 | 0.60 | 060 | 060 | 040 | 040 | 0.40
Alor 31.86 27.79 37.52 9.20 B8.73 12.34 35.00 25.68 32.64 47 .66 61.62 41.33
Lembata 18.26 22.30 37.28 4.36 0.00 0.00 - 0.00 Q.00 16.38 16.70 1.72
Flores Timur 29.54 104.39 102,91 15.31 4,65 54.00 10.00 11.00 10.90 34.74 20.86 30.68
Sikka 66.50 T72.B8 T2.BB B.25 4.80 48.00 4.00 0.60 0.60 11.89 12.06 12.06
Ende 105.59 B2.54 B86.28 15.25 30.20 30.20 6.00 14.53 14.23 19.24 18.89 15.45
Ngada 115.61 104.34 115.94 3.80 25.96 25.96 32.00 27.63 27.03 47.8B5 41.31 30.31
Manggarai 56.71 65.05 56.20 21.80 12.00 1B.60 12.00 7.40 14.30 7.79 13.65 9.00
Rote Ndao 23.01 23.41 23.41 5.00 4.60 4.60 - 0.00 0.00 - 0.00 0.00
Manggarai Barat 29.91 61.31 60,88 18.74 24.00 10.80 21.00 28.B0 29.90 7265 27.69 40,22
Sumba Tengah 18.58 18.30 18.30 3.10 1.50 1.50 2.00 1.20 1.20 0.80 5,45 5.45
Sumba Barat Daya T6. 77T 67.45 67.45 - 6.14 6.14 0.07 3.20 3.20 6.23 6.28 6.28
Nagekeo 52.80 53.62 59.69 4.20 4,20 4.20 7.00 6.20 6.20 11.37 11.34 5.27
Manggara Timur 34.7T0 51.40 59.80 17.60 6.60 B8.40 6.00 5.80 6.40 54.90 49.20 38.40
Sabu Raijua 17.60 18.29 23.69 5.00 5.65 4.10 9.00 6.70 5.41 7.20 B.36 5.80
Malaka 64.15 64.38 64.38 3.00 2.00 2.00 0.55 1.55 1.55 0.23 0.00 0.00
| Kota Kupang 26.72 | 25.73 | 28.07 | 1.00 | 234 | 0.00 : 0.00 | 0.00 | 0.35 | 0.00 | 0.00
; Nusa Tenggara Timur | 1497.58 | 1540.35 | 1649.36 | 211.10 | 203.54 | 208.58 | 228.66 | 209.89 | 210.26 | T12.67 | 696.23 | 581.80
|
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Sedangkan untuk Jembatan, sampai dengan tahun 2020, panjang
Jembatan, jumlah ruas dan banyaknya Jembatan Provinsi Menurut
Kabupaten/Kota, sebagaimana Tabel 2.24 berikut ini:

Tabel 2.24 Rekapitulasi Jembatan Provinsi Pada Ruas Jalan

Provinsi Tahun 2020
SEMULA MENJADI
No Lokasi Panjang | Jumlah | Banyaknya | Panjang | Jumlah | Banyaknya
Pulau/Kab/Kota Jembatan | Ruas | Jembatan | Jembatan | Ruas | Jembatan
(M) (M)
1 Kabupaten Alor 331 2 26 331 2 26
2 | Kabupaten Lembata 63 1 5 - - -
3 | Kabupaten Flotim 163 2 14 163 2 14
4 | Kabupaten Sikka 341 T 27 341 7 27
S Kabupaten Ende 699 6 31 6599 6 31
6 | Kabupaten Nagekeo 113 2 10 66 1 6
7 | Kabupaten Ngada 840 g 40 840 9 40
8 | Kabupaten Manggarai 184 1 15 184 1 15
Timur
9 | Kabupaten Manggarai 1.005 4 34 763 3 19
10 | Kabupaten Manggarai 75 1 3 75 1 3
Barat
11 | Kabupaten Sumba 1.117 8 61 344 3 28
Timur
12 | Kabupaten Sumba 38 1 6 38 1 6
Tengah
13 | Kabupaten Sumba 107 2 4 107 2 4
Barat
14 | Kabupaten Sumba 107 1 7 107 1 7
Barat Daya
15 | Kota Kupang - - - - - -
16 | Kabupaten Kupang 1.272 > 69 1.272 5 689
17 | Kabupaten Tts 970 T a7 a70 T a7
18 | Kabupaten Ttu 909 4 53 909 - 53
19 | Kabupaten Belu 1.110 6 57 1.110 6 57
20 | Kabupaten Rote Ndao 252 3 24 - - -
21 | Kabupaten Sabu - - = e = =
Raijua
9.692 72 523 8.315 61 442
480
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Tabel 2.25 Jalan Nasional di wilayah Provinsi NTT

FUNGSI JALAN ARTER! DAN KOLEKTOR 1 BUKAN JALAN TOL (SK-2014)
i NOMOR RUAS R R PANJANG | ARTERI | KOLEKTOR
BARU RUAS (KM) | (kM) 1{KM)

1 1 LABUHAN BAJO - MALWATAR 62,157 | 62,157 0
2 1 11 | K | JLN. WAETAMA (LABUHAN BAJO) 1,6 0 1,6
3 1 12_| K | JLN. VAN BEKKUM (LABUHAN BAJO) 0,81 0 0,81
4 1 13_| K | JLN. YOHANIS SAHADUN (LABUHAN BAJO) 1,1 0 1,1
5 2 MALWATAR - BTS. KOTA RUTENG 61,152 | 61,152 0
6 2 11_| K | JLN. KOMODO (RUTENG) 3,752 3,752 0
7 3 BTS. KOTA RUTENG - KM. 210 46,25 46,25 0
8 3 11 | K | JLN. A. YANI (RUTENG) 1,203 1,203 0
9 3 12 | K | JLN. RANAKA (RUTENG) 0,605 0,605 0
10 4 KM. 210 - BATAS KAB. MANGGARAI 46,316 | 46,316 0
11 5 BATAS KAB. MANGGARAI - SP. BAJAWA 40,819 | 40,819 0
12 6 BTS. KOTA BAJAWA - MALANUZA 15,514 | 15,514 0
13 6 11_| K | JLN. GATOT SUBROTO (BAJAWA) 2,15 2,15 0
14 5 12_| K | JLN. AHMAD YANI (BAJAWA) 0,457 0,457 0
15 6 13_| K | JLN. SOEKARNO - HATTA (BAJAWA) 0,804 0,804 0
16 7 MALANUZA - GAKO 18,052 | 18,052 0
17 8 GAKO - AEGELA 32,662 | 32,662 0
18 9 AEGELA - BTS. KOTA ENDE 53,556 | 53,556 0
19 9 11 | K | JLN. ARAH BAJAWA (ENDE) 0,997 0,997 0
20 9 12_| K | JLN. PERWIRA (ENDE] 0,122 0,122 0
21 9 13 | K | JLN. SOEKARNO (ENDE) 0,4 0,4 0
22 9 14 | K | JLN. KATEDRAL (ENDE) 0,727 0,727 0
23 10 BTS. KOTA ENDE - DETUSOKO 27,635 | 27,635 0
24 10 11 | K | JLN. A. YANI (ENDE) 1,419 1,419 0
25 10 12_| K | JLN. GATOT SUBROTO (ENDE) 2,735 2,735 0
26 10 13 | K | JLN. KESEHATAN (ENDE) 0,563 0,563 0
27 11 DETUSOKO - WOLOGAI 9,068 9,068 0
28 12 WOLOGAI - JUNCTION 9,191 9,191 0
20 13 JUNCTION - WOLOWARU 13,475 | 13,475 0
30 14 WOLOWARU - LIANUNU 13,968 | 13,968 0
31 15 LIANUNU - HEPANG 47,604 | 47,604 0
32 16 HEPANG - NITA 6,971 6,971 0
33 17 NITA - WOLOARA 5,037 5,037 0
34 18 WOLOARA - BTS. KOTA MAUMERE 3,913 3,913 0
35 18 11 | K | JLN. GAJAH MADA (MAUMERE) 1,267 1,267 0
36 18 12 | K | JLN. NONGMEAK (MAUMERE) 0,685 0,685 0
37 18 13 | K | JLN. SUGIYO PRANOTO (MAUMERE) 0,44 0,44 0
38 19 BTS. KOTA MAUMERE - WAEPARE 4,999 4,999 0
39 19 11 | K | JLN. A. YANI (MAUMERE] 1,864 1,864 0
40 19 12 | K | JLN. SUDIRMAN (MAUMERE) 1,988 1,988 0
41 20 WAEPARE - KM 180 26,680 | 26,689 0
42 21 KM 180 - WAERUNU 36,108 | 36,108 0
43 22 WAERUNU - BTS. KOTA LARANTUKA 64,047 | 64,047 0
44 22 11 | K | JLN. BASUKI RAHMAT (LARANTUKA) 4,447 4,447 0
45 22 12 | K | JLN. HERMAN FERNANDES (LARANTUKA) 1,178 1,178 0
a6 22 13 | K | JLN. YOAKIM BL. DEROSARI (LARANTUKA] 1,982 1,982 0
47 22 14 | K | JLN. RENHA ROSARI (LARANTUKA) 1,943 1,943 0
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FUNGSI JALAN ARTERI DAN KOLEKTOR 1 BUKAN JALAN TOL (SK-2014)

NO "GM:;EUAE NAMA RUAS RETﬂJ;"‘g‘:' "'ﬁgﬁ‘;] K?TEEK'LT?R
48 22 15 | K | JLN. YOS SUDARSO (LARANTUKA) 0,935 0,935 0
49 23 BOLOK - TENAU 4,332 4,332 o
50 24 11 | K | JLN. KE TENAU (KUPANG) 5,258 5,258 0
51 24 13 | K | JLN. PAHLAWAN (KUPANG] 2,815 2,815 0
52 24 14 | K | JLN. SUKARNO (KUPANG] 0,77 0,77 0
53 24 15_| K | JLN. A. YANI [KUPANG) 1,1 L3 0
54 24 16 | K | JLN. URIP SUMOHARJO (KUPANG) 0,3 0,3 0
55 25 13 | K | JLN. TIMOR TIMUR (KUPANG) 6,713 6,713 0
56 26 11 | K | SIMPANG OESAPA - LAP.TERBANG ELTARI 3,847 3,847 0
57 26 12_| K | JLN. RAYA ELTARI (KUPANG) 8,103 8,103 0
58 26 13 | K | JLN. MOH. HATTA [KUPANG) 0,45 0,45 0
59 26 14 | K | JLN. SOEDIRMAN (KUPANG) 1,75 1,75 0
60 26 15 | K | JLN. JLN. SOEHARTO (KUPANG) 1,5 1,5 0
61 26 16 | K | JLN. A. NISNONI (KUPANG) 6,6 6,6 0
62 27 OESAPA - OESAO 16,33 16,33 0
63 27 11_| K | OESAPA - OESAQ 3,491 3,491 0
64 28 OESAO - BOKONG 41,981 | 41981 0
65 29 BOKONG - BATUPUTIH 7,019 7,019 0
66 30 BATUPUTIH - BTS. KOTA SOE 28,085 | 28,085 0
67 30 11_| K | JLN. GAJAH MADA (SOE) 4,305 4,305 0
68 30 12_| K | JLN. SUDIRMAN (SOE 0,2 0,2 0
69 31 BTS. KOTA SOE - NIKINIKI 20,402 | 20,402 0
70 3l 11 | K | JLN. DIPONEGORO (SOE] 1,025 1,025 0
71 3l 12_| K | JLN. A. YANI (SOE} 5,361 5,361 0
72 v NIKINIKI - NOELMUTI 44218 | 44218 0
73 33 NOELMUTI - BTS. KOTA KEFAMENANU 6,114 6,114 0
74 33 11 | K | JLN. PATTI MURA (KEFAMENANU) 0,975 0,975 0
75 33 12 | K | JLN. KARTINI (KEFAMENANU) 1,581 1,581 0
76 33 13 | K | JLN. ELTARI (KEFAMENANU] 7,512 7,512 0
77 34 BTS. KOTA KEFAMENANU - MAUBESI 12,698 | 12,698 0
78 34 11_| K | JLN. A. YANI (KEFAMENANU) 4,393 4,393 0
79 3s MAUBESI - NESAM (KIUPUKAN) 13058 | 13,958 0
80 36 NESAM (KIUPUKAN) - HALILULIK 32,881 | 32,881 0
81 37 HALILULIK - BTS. KOTA ATAMBUA 16,219 | 16,219 0
82 37 11 | K | JLN. SUPRAPTO (ATAMBUA] 1,418 1,418 0
83 37 12_| K | JLN. SUPOMO (ATAMBUA) 1,032 1,032 0
84 37 13 | K | JLN. M. YAMIN (ATAMBUA) 1,178 1,178 0
&5 37 15 | K | JLN. SOEKARNO [ATAMBUA) 1,339 1,339 0
86 38 BTS. KOTA ATAMBUA - MOTOAIN 30,450 | 30,450 0
87 38 11 | K | JLN. MARTADINATA (ATAMBUA] 0,946 0,946 0
88 38 12_| K | JLN. YOS SUDARSO (ATAMBUA) 2,383 2,383 0
89 38 13_| K | JLN. KI HAJAR DEWANTORO [ATAMBUA] L3 1,2 0
90 38 14 | K | JLN. SUTOMO (ATAMBUA) 0,15 0,15 0
91 39 BTS. KOTA KEFAMENANU - OLEFAUB 19,307 0 19,307
92 40 WAIKELO - WAITABULA 5,039 0 5,039
93 41 WAITABULA - BTS. KOTA WAIKABUBAK 32,291 0 32,291
94 41 11 | K | JLN. SUDIRMAN (WAIKABUBAK) 5,547 0 5,547

BTS. KOTA WAIKABUBAK - BATAS KAB. SUMBA
95 42 TIMUR 61,438 0 61,438
N
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FUNGSI JALAN ARTERI DAN KOLEKTOR 1 BUKAN JALAN TOL (SK-2014)
s NOMOR RUAS g o £ PANJANG ARTERI | KOLEKTOR
BARU RUAS (KM ) { KM ) 1{KM)

06 42 11 K | JLN. SUDIRMAN (WAIKABUBAK) 4. 253 0 4,253 |
97 43 BATAS KAB. SUMBA TIMUR - KM. 35.00 32,815 0 32,815
98 44 KM. 35,00 - BTS. KOTA WAINGAPU __ 28,382 0 28,382
99 44 11 | K | JLN. SUPRAPTO [WAINGAPU) 0,835 0 0,835
100 44 12 | K | JLN. PANJAITAN (WAINGAPU| 0,526 0 0,526
101 44 13_| K | JLN. MT. HARYONO (WAINGAPU) 0,705 0 0,705
102 44 14 | K | JLN. A. YANI (WAINGAPU) 1,180 0 1,189
103 44 15 | K | JLN. DIPONEGORO (WAINGAPU) 0,922 0 0,922
104 44 16 | K | JLN. GAJAH MADA (WAINGAPU) 0,608 0 0,608
105 44 17 | K | JLN. ADAM MALIK [WAINGAPU) 2657 0 2,657
106 44 18 | K | JLN. MATAWI AMAHUL (WAINGAPU) 2,164 0 2,164
107 44 19 | K | JLN. NANSA MESI (WAINGAPU) 0,695 0 0,695
108 45 WAINGAPU - MELOLO 57,85 0 57,85
109 45 11 | K | JLN. GATOT SUBROTOA (WAINGAPU) 1,82 0 1,82
110 45 12 | K | JLN. PATTIMURA (WAINGAPU) 0,72 0 0,72
111 45 13 | K | JLN. ANGKASA (WAINGAPU) 0,78 0 0,78

112 45 14 | K | JLN. CENDANA (WAINGAPU] 2,31 0 2,31 |
113 46 MELOLO - BAING 56,7 0 56,7
114 47 BTS. KOTA KALABAHI - TARAMANA 40,65 0 40,65
115 47 11_| K | JLN. KARTINI (KELABAHI) 0,271 0 0,271
116 47 12 | K | JLN. DEWI SARTIKA (KALABAHI| 0,944 0 0,944
117 47 13 | K | JLN. SUDIRMAN (KALABAHI) 1,345 0 1,345
118 47 14 | K | JLN. PANGLIMA POLIM (KALABAHI) 0,631 0 0,631
119 47 15 | K | JLN. GATOT SUBROTO (KALABAHI) 0,419 0 0,419
120 47 16 | K | JLN. SAMRATULANGI (KALABAHI) 0,745 0 0,745

121 47 17 | K | JLN. PATTIMURA (KALABAHI) 1,125 0 1,125 |
122 48 TARAMANA - LANTOKA - MARITAING 57,671 0 57,671
123 49 JUNCTION - LAPANGAN TERBANG MALI 8,423 0 8,423
124 50 JLN. LINGKAR LUAR KOTA KUPANG 22 22 0
125 57 BTS. KOTA RUTENG - REO - KEDINDI 63,400 0 63,400
126 57 11 | K | JLN. MUTANG RUA (RUTENG] 0,66 0 0,66
127 57 12 | kK | JLN. WAE CEES (RUTENG) 1,405 0 1,405
128 57 13 | K | JLN. SATOR TACIK (RUTENG) 1,38 0 1,38
129 58 PAPELA - PANTEBARU 25,95 0 25,95
130 59 PANTEBARU - BAA 30,75 0 30,75
131 &0 BOLOW - SEBA 25,15 0 25,15
132 61 SEBA - MESARA 20,12 0 20,12
133 &2 JUNCTION - KELIMUTU 13,4 0 13,4
134 63 AEGELA - DANGA [MBAY) 29,46 0 29 46
135 64 DANGA [MBAY) - NILA - MARAPOKOT 12 0 12
136 65 WAILEBE - SP. SAGU 38,363 0 38,363

SP. SAGU - SP. WITIHAMA - PELABUHAN DERI

137 &6 (ASDP) 13,7 0 13,7
138 67 WAEJARANG - BALAURING 61,45 0 61,45
139 68 BARANUSA - KABIR 33,1 0 33,1
JUMLAH 1.857,91 | 1.052,33 805,584
A
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b. Sanitasi Lingkungan

Persentase jumlah kepemilikan masih rendah yakni kurang dari
setengah jumlah rumah belum memiliki jamban/WC. Untuk
meningkatkan sanitasi

Tabel 2.26 Persentase
Kabupaten/Kota dan Jenis Tempat Buang Air
Besar di Provinsi Nusa Tenggara TimurTahun

lingkungan dibutuhkan percepatan
pelaksanaan sanitasi total berbasis masyarakat (STBM).

Rumah

Tangga

Menurut

2019-2021
Persentase Rumah Tangga Menurut Fasilitas Tempat Buang Air Besar (Persen)
Wilayah SBendiri Bersama Komunal Tidak ada/ Tidak Menggunakan
2019 | 2020 | 2021 | 2019 | 2020 | 2021 | 2019 | 2020 | 2021 2019 2020 2021
Sumba Barat 4590 | 4484 | 62.25 ] 11.78 | 11.50 | 10.74 | 1.81 | 4.92 | 4.67 40.42 38.74 22.35
Sumba Timur 62.97 | 62.98 | 72.90 | 9.71 11.63 | 13.80 | 3.47 | 4.11 1.43 23.85 21.28 11.88
Kup&nE B4.18 | B4.66 | 85.86 | 10.79 | 9.05 760 | 049 | 0.77 | 0.74 4.54 5.53 5.80
Timor Tengah Selatan | 54.83 | 82.80 | 80.12 | 7.98 | 10.63 | 13.13 = 0.39 | 0.16 7.19 6.10 6.58
Timor Tfmgah Utara 72.48 | 81.22 | 83.38 | 20.33 | 11.85] 10.04 | 0.36 | 0.60 | O.76 6.83 6.22 5.82
Belu 77.48 | 79.39 | 81.04 | 13.31 | 15.65 | 153.56 | 2.53 1.03 | O.7T7 6.68 3.93 4.63
Alor T8Ol | 76.54 | 7250 ] 15.76 | 11.32 | 21.17 | 2.73 | 2.8]1 | 3.56 2.60 9.33 .77
Lembata 90.40 | 90.13 | 90.43 | 6.41 5.52 5.50 | 0.00 | 0.72 ]| 0.19 3.19 3.63 3.88
Flores Timur B5.T8 | B3.66 | 21.91 | 293 6.32 2.63 0.43 | 0.00 | 0.00 10.87 10.03 5.46
Sikka 7049 | 7475 | 74.54 | 14.39 | 17.60 | 1562 | 1.62 | 0.44 | 0.31 13.49 T.12 9.53
Ende 65.85 | 67.70 | 72.00 | 2861 | 23.21 | 19.17 | 554 | 566 | 4.38 0.00 3.43 4.46
| Ngada 83.90 | 92.03 | 89.14 | 1367 | 5.88 7.25 | 0.24 | 0.26 | 0.00 2.20 1.83 3.61
Manw.rm 67.08 | 74.30 | 81.06 | 16.74 | 16.34 | 5.27 281 | 292 | 2.456 13.37 .44 7.20
Rote Ndao 71.83 | 79.25 | B5.V1 | V.75 4.73 399 | 0.83 1.54 | 0.20 19.59 14.49 10.10
Manﬂarﬂi Barat 68.24 | 7564 | 79.02 | 10.76 | 10.32 | 10.43 | 463 | 3.10 | 3.29 16.37 10.94 7.26
Sumba ngah 59.33 | 68.99 | 68.73 | 6.21 3.77 5.70 1.07 | 1.20 | 2.34 33.38 26.04 23.22
Sumba Barat Daya 59.47 | 59.32 | 66.49 | 3.28 6.31 5.65 1.00 | O.75 § 2.02 36.25 33.63 25.84
ﬂekeu 82.11 | 88.45 | B7.57T | 8.59 6.51 5.86 0.50 | 1.50 | 1.50 8.80 3.55 5.07
Mangarﬂ.i Timur 88.71 | 81.45 | 83.93 | 8.00 10.06 | 10.01 | 1.03 | O.68 | 1.52 2.26 7.81 4,54
Sabu Raijjua T7.57 | B5.20 | 82.22 | 9.04 7.05 5.55 1.10 | ©.18 | 0.22 12.29 7.7 12.02
Malaka 58.46 | 62.51 | 68.02 | 20.47 | 17.40 | 19.50 | 4.03 | 538 | 3.69 17.03 14.70 B.69
Kota Kupang T3.75 | 73.57 | 76.70 | 24.96 | 25.09 | 22.67 | 1.30 1.07 | 0.50 0.00 0.27 0.12
Nusa Tenﬂam Timur | 74.48 | 76.39 | 79.20 ] 13.17 | 12,563 | 11.89 | 1.68 1.67 | 1.41 10.67 .30 7.50
un-
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2.1.4.4 Perhubungan

Transportasi Udara sangat strategis dengan load Factor angkutan udara
mencapai diatas 70%. Angkutan ini selain dipakai untuk pelayanan
kemasyarakatan oleh pemerintah, namun yang lebih banyak menggunakan
adalah pihak swasta untuk keperluan ekonomi dan juga keperluan
penumpang wisatawan yvang datang di NTT karena potensi pariwisata di NTT
telah terbukti diminati oleh wisatawan baik wisatawan dalam negeri maupun

luar negeri.

Bandara El Tari sebagai bandara pengumpul skala sekunder dengan status
Bandara Internasional dan tiga bandara Pengumpul skala tersider dengan
status Domestic yaitu Bandara H. Aroebusman, Bandara Frans Seda,
Bandara Umbu Mehang Kunda dan Bandara Haliwen serta bandara
Domestic dengan tingkat pelayanan skala pengumpan yaitu Bandara
Komodo, Frans Sales Lega, Mali, Tambolaka, Wunopitu, Gewayantana,
Terdamu dan Bandara DC. Saudale.

Tabel 2.27 Arus Penumpang yang Datang dan Berangkat pada Pelabuhan
Udara Setiap Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara
Timur 2019-2021

Jumlah Penumpang Pesawat Menurut Pelabuhan Udara
I'wa
i Datang o Berangkat

2019 2020 2021 2019 2020 2021
Tambolaka - Sumba Barat Daya 103.642 54.633 | 33.940 106.244 | 50.006 | 36.992
gﬂi‘: WG S - s 72718 | 51.044 | 52634 | 77495 | 47519 | 55175
Terdamu - Sabu Raijua 5.780 3.952 2989 5960 | 4191 3.584
A. A. Bere Talo - Belu 42.869 19.610 7.993 45,040 | 19.674 7.732
Mali - Alor 48.892 29.639 | 22310 49499 | 28884 | 22176
Wunopito - Lembata 14.011 3959 | 4976 13.090 3.809 4.470
Gewayantana - Flores Timur 37.419 24937 | 17.753 38.146 | 25.889 | 15.650
Frans Seda - Sikka 101.962 59.208 | 47.324 100905 | 54.683 | 49376
H. Aroeboesman - Ende 86.939 55.829 | 54.298 86.404 | 55.038 | 55.029
Toreleleo - Ngada 41.083 24381 | 21472 45901 | 25921 | 23.215
Frans Sales Lega - Manggarai 12.925 6.134 | 10490 | 13244 | 6134 | 11.646
Lekunik - Rote Ndao 26.626 13.656 | 12.218 28122 | 14768 | 12,357
Komodo - Manggarai Barat 347.510 167.859 | 154.800 346.505 | 163.046 | 163.045
Eltari - Kota Kupang 936,224 495384 | 499.770 817.758 | 441.124 | 440.126
Jumlah 1.878.600 | 1.010.225 | 942.967 | 1.774.313 | 940.695 | 900.573

. Sumber: BPS, tahun 2022

-
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2.1.4.5 Energi Sumber Daya

Penyediaan tenaga listrik PLN di Provinsi Nusa Tenggara Timur mengalami
peningkatan, namun belum mampu memenuhi kebutuhan yang terus
bertambah sejalan dengan pertambahan penduduk dan jumlah rumah
tangga dan lain-lain. Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber
Penerangan Listrik maupun Non Listriksebagaimana Tabel 2.28.

Tabel 2.28 Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Penerangan
(Persen)Tahun 2019-2021

Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Penerangan (Persen)
Wilayah Listrik PLN dengan meteran | Listrik PLN tanpa meteran Listrik non PLN Bukan listrik
2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 | 2020 | 2021 2019 | 2020 2021
Sumba Barat 38.75 46.53 62.98 10.27 7.60 - 26.15 ] 23.19 | 20.57 | 24.84 | 22.68 16.45
Sumba Timur 46.30 49.15 71.60 5.21 7.19 - 44.06 | 36.56 | 25.26 | 4.43 7.10 3.14
Hupang 66.89 69.94 84.48 11.02 11.10 - 1192 | 8.10 5.84 10.17 | 10.86 B.568
Timor Tengah
Selatan 33.71 40.59 68.76 9.8B5 7.55 - 19.96 | 13.54 | 16.13 | 36.48 | 38.28 15.11
Timor Tengah
Utara 57.37 70.38 91.46 19.74 14.64 - B.37 6.54 1.82 14.52 8.35 6.73
Belu 59.39 73.26 92.92 27.04 16.51 - 2.06 0.75 1.12 11.51 9.47 5.95
Alor 61.65 70.22 B0.99 5.13 8.03 = 20.74 1 14.36 | 12.41 | 1248 | 7.38 6.60
Lembata 75.35 B3.56 95.76 9.79 7.85 - 5.28 1.84 0.92 B.58 6.75 3.32
Flores Timur 88.39 B89.58 o97.62 T.63 6.59 - 0.25 2.78 0.34 3.73 1.05 2,04
Sikka 60.51 68.16 B1.79 19.03 13.62 - 11.06 | 3.80 8.47 9.41 14.42 9.74
Ende T4.86 83.89 93.92 16.07 7.20 . 7.09 3.80 4.52 1.98 5.10 1.56
Ngada 73.58 73.87 B2.63 5.51 6.39 = 13.96 ]| 12.72 | 14.87 | 6.95 7.02 2.50
Manggarai 47.70 59.82 85.28 24.53 14.93 = 12391 17.13 ]| 11.58 | B.39 8.13 3.14
Eote Ndao &60.43 T1.65 95.33 8.73 9.67 - 17.16 | 11.95] 2.19 13.69 | &6.74 2.47
Manggarai Barat 39.52 49.44 67.94 12.87 14.84 - 25.96 | 25.64 | 20.41 | 21.65 | 10.08 11.65
Sumba Tengah 32.16 37.05 53.86 5.02 3.42 - 44.02 | 41.93 | 30.60 | 18.80 | 17.60 15.54
Sumba Barat
Daya 26.87 32.28 51.55 9.54 6.38 - 3257 | 2594 | 24.31 | 31.02 | 35.40 | 24.14
| Nagekeo 69.45 | 82.04 | 90.58 | 695 | 10.00 - 1162 | 390 | 5.04 | 1198 | 405 | 438
Manggarai
Timur 20.68 31.38 56.31 12.48 B8.55 - 3331 | 2393 | 32.89 | 24.53 | 36.14 10.80
Sabu Raijua 39.59 41.14 57.37 7.58 5.78 - 24.14 | 47.32 | 36.54 | 28.69 5.76 6.08
Malaka 58.08 67.01 9091 24.71 14.57 - T.35 B.55 0.84 9.86 9.87 8.25
Kota Kupang B5.67 84.10 99.40 14.26 15.88 - = 0.00 0.57 0.07 0.02 0.03
Nusa Tenggara
Timur 56.8B3 63.34 81.12 13.24 10.70 = 1591 | 1270 | 11.31 | 14.02 |} 13.25 T.57

Sumber: BPS, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)

o
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2.1.4.6 Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Tahun 2020 terdapat 4.059 3,752 unit koperasi yang terdiri dari Koperasi
Aktif sebanyak 3,752 unit dan Koperasi Tidak Aktif sebanyak 307 unit.
Jumlah anggota koperasi tahun 2020 sebanyak 997,050 orang.

Usaha kecil berkembang pesat dengan indikasi meningkatnya penyaluran
kredit usaha dan pemberdayaan ekonomi produktif yang dilaksanakan.
Posisi Kredit Usaha Kecil (KUK) Perbankan dari tahun 2018 sampai dengan
tahun 2020, sebagaimana Tabel 2.29 berikut ini:

Tabel 2.29 Posisi Kredit Usaha Kecil (KUK) Perbankan (Juta Rupiah)
Tahun 2018-2020

Wilayah Posisi Kredit Usaha Kecil (KUK) Perbankan (Juta Rupiah)
2018 2019 2020
Sumba Barat 269.929 352.974 396.804
Sumba Timur 619.349 698.489 773.847
Kupang 1.351.115 1,298,787 730.067
Timor Tengah Selatan 382912 461.289 465.127
Timmor Tengah Utara 429477 492 977 541913
Belu 676.272 856.785 882.848
Alor 330.958 398.024 418.453
Lembata 253.592 28B.772 284.078
Flores Timur 364.942 443.806 466.733
Sikka 663.007 740.661 800.370
Ende 576.955 715.155 803.225
Ngada 414.697 504.816 568.765
Manggarai 569.966 718.605 794.435
Rote Ndao 250.409 257.596 247.498
| Manggarai Barat 291.444 392.259 462.075
Sumba Tengah 24,388 31.005 35.701
Sumba Barat Daya 145.015 164,424 176.142
Nagekeo 155.181 166.886 164.428
| Manggarai Timur 122,417 117.660 098,032
Sabu Raijua 35.231 36.252 25.560
Malaka 53.801 85.521 107.787
Kota Kupang 2.215.720 2.304.729 2.308.005
Nusa Tenggara Timur 10.196.779 11.527 473 11.551.894

Sumber: Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur

Tahun 2020 terdapat 4,059 unit koperasi yang terdiri dari Koperasi Aktif
sebanyak 3,752unit dan Koperasi Tidak Aktif sebanyak 307 unit. Bila
dibandingkan dengan tahun 2019, jumlah Koperasi mengalami peningkatan
sebesar 352 unit. Sedangkan di sisi lainnya jumlah Koperasi Aktif
mengalami peningkatan 358 unit dan jumlah Koperasi Tidak Aktif
mengalami penurunan dari 313 menjadi 307 unit (Tabel 2.) Jumlah anggota
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koperasi tahun 2019 sebanyak 811,825 orang dan tahun 2020 sebanyak

997,050 orang antara tahun 2019-2020 mengalami kenaikan sebesar
185,225 orang (Tabel 2.30).

Tabel 2.30 Jumlah Koperasi (Aktif dan Tidak Aktif) di Provinsi NTT
Tahun 2015-2020

Realisasi Koperasi
Tahun : Tidak Aktif Jumlah
Aktif
2015 2,004 3i8 2,322
2016 2,222 312 2,534
2017 2,408 312 2,72
2018 2,818 312 3,13
2019 3,394 313 3,707
2020 3,752 307 4,059

Sumber : Dinas Kop & Nakertrans

Tabel 2.31 Perkembangan Jumlah Anggota Koperasi Tahun 2016-2020

Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020
581,975 585,695 698,47 811,825 997,05

2.1.4.7 Penanaman Modal

Realisasi investasi triwulan IV tahun 2021 di Provinsi NTT mencapai
Ep4.634.617.649.240 atau 92,69 %. Jumlah ini lebih tinggi dari tahun sebelumnya
yang hanya mencapai mencapai Rp. 4,29 triliun. Realisasi investasi itu terdiri dari,
realisasi investasi Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar Rp. 751.344.820.972 dari
139 perusahaan yang menyampaikan laporan kegiatan penanam modal (LKPM).
Selain itu ada investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp.
3.789.358.235.188 dari 336 perusahaan yang menyampaikan LKPM. Jika dilihat
dari target kinerja sebesar Rp. 5 Miliar, hasil investasi itu mencapai 25 % dengan
realisasi PMA 30,05 % dan PMDN 151,57%. Tahun 2021 target realisasi investasi
secara nasional untuk Provinsi NTT sebesar Rp. 7,3 triliun sedangkan target sesuai
RPJMD sebesar Rp. 7,59 triliun atau 63,49 %.

Permasalahan wutama kurangnya investasi swastaadalah; keterbatasan
infrastruktur, masalah kompetensi tenaga kerja, kebijakan insentif fiskal
dan non fiskal, masalah status tanah dan daya saing investasi. Selanjutnya
masalah terkait dengan investor yaitu rendahnya tingkat kepatuhan
investor menyampaikan LKPM; data dan realisasi ada yang tidak sesuai
fakta proyek; dan penyimpangan pengguna izin dan fasilitas investasi.

My
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Tabel 2.32 Realisasi Proyek dan Investasi PMDN Menurut
Kabupaten/Kota Tahun 2017-2020-2021

Realisasi Proyek dan Investasi PMDN Menurut Kabupaten /Kota (Rupiah)
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Wilayah Tenaga Kerja Investasi (US §) Investasi [Rp) Prayek
2017 |2020|2021|2007| 2020 2021 2017 2020 2021 2017 | 2020 | 2021
EhIps Sak 749 | " | | | 1679.108 | 5.143.455 507.426 | 22.500.000.000 75.094.435.920 1 9| g7
. S 6008 | " | | °|7ssss.030 | 34.330.312 | 613.784.498 [1.057.050.519.701 | 501.353.958.558 2| 42| 120
Kupeng 69 | - " | 43.146.046 [106.245.897 | 262.608.357 | 578.205.297.985 | 1.551.190.098.275 20 15 41
Timor Tengah T T
Selatan 10 1.322.999 | 6.390.418 1.500.727 | 17.728.184.000 93.300.107.047 1 13 | 374
Timor Tengah E, ¥ a
Utara 2.674.104 679.358 35.833.000.000 9.918.620.000 16| 31
. 12 i "~ | 16.891.937 537.606 31.061.607 | 226.351.950.000 7.849.050.000 3 14 17
Riox 281 2 ¥ 753.809 5 11.005.611.714 1 24 16
Sn—— 784 " | 5.169.500 260.051 " | 69.271.305.930 3.706.744 668 1 4 2
Flores Timur 47 7 5 " | 1.943.433 7.782 1.700.000 | 26.042.000.000 113.618.552 1 7 1
S > oy [ e 1.456.168 8.360 | 81.574.230 | 19.512.656.520 122.053.771 2 10| 66
S 4 : 2 B 20.550 42.984 31.150.689 275.365.458 627 565 865 2 4 10
Hgndia : 5 - | 6.608.726 5 96.487.397.038 2 2 a3
Magered wo| | | | 7essesz | 10.861.804 102.625.930.635 |  158.582.330.902 1l 17| w3
S 75 £ Z " | 1915424 | 3.877.734 3.151.898 25.666.684.788 56.614.909.980 2 4 40
Mpral Pt a7 | ~| | "~ |es333675 | 10.115.456 | 796675617 | 915671242832 | 147685656434 | 33 | 20 | 3220
Sk s o A | A 1.578.627 - 23.047.948.350 ' 1 7
Sumba Barat
Daya 822 12.449.891 | 9.123.931 | 131.024.011 | 166.828.538.323 |  133.209.396.967 28 | 104
ageis = e ) el ve] o - | 1.207.333 . 17.627.065.305 1 3o
B P 7.206.493 | 3.832.757 " | 96.567.000.000 55.958,244.660 6| 100
SH- 2 . - 949,058 3 13.856.250,000 3 ~]
woslniin ao0 | - 8.761.851 |  759.120 6.900.000 | 117.408.807.741 11.083.153.352 1 2 3
Kota Kupang 2.179 i # 32.315.238 | 84.812,137 | S576.786.084 | 433.024.186.746 | 1.238.271.804 481 26 | 115 | 398
Nusa Tenggara ¥ 3 ?
| Timur 12.567 [201.833.707 1188.136.714 {2 538 516.043 [3.010.571.670.650 | 4.206.706.021.848 | 97 | 354 |1.716
2.1.4.8 Sosial
Pembangunan kesejahtersaan sosial bertujuan untuk memberdayakan
penyandang masalah kesejahteraan sosial seperti anak terlantar, anak
jalanan, anak cacat, anak nakal, wanita rawan sosial ekonomi, penyandang
cacat dan komunitas adat terpencil. Selain permasalahan tersebut, migrasi
pekerja anak ke Kota Kupang dari beberapa kabupaten seperti TTS, Belu,
Sikka, dan Sumba Timur menimbulkan persoalan tersendiri yang perlu
ditangani secara serius.
bR
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Tabel 2.33 Jumlah Penyandang Masalah Kesejateraan Sosial (PMKS) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara
Timur Tahun 2017

Jumiah F 8 Mesalal K Sosial [FMKS) (iwa)
wooun | Bt | dwan | S | ok | gk | s | B | At | g | Tt | P | o [ o, T [ oo, ot [ s | e i 4o b | el | g | et | fetor
Terlaritar Eekarasan v naan Magem | Miskin Alam P!i Terpencil | Deportan H.-"E.'.’-E Kekernsan E"'.i.ﬂ Sowial
017 2017 017 2007 | 2017 | oma7 | oo 2007 017 | 2017 017 017 2017 2017 017 017 | 2017 017 2017 2017 2017 2017 w17 2007 2007 | 3017
Supsba Barat 3.380 B.554 17 - 234 LOBT 300 21 a7 45 05 [ 7859 - 494 - 17 - 45
Humiha Timur 1. 446 S.114 234 = 17T 57 a2 4 149 2 425 3. T 53 348 21 17
% 2.184 5038 852 L&T 237 244 1757 43 az21 o = 351 15 8,565 Z GB0 400 192 il 5 83 12 23 11
_ﬁw 3.042 11.601 115 136 arT B A.BaT 11 13 204 351 10 24460 93 242 54 §2 ] 115 2 0 12
| Utira L1917 7.761 100 350 253 23y LBOT 14 47 ] 356 _ 17756 | 10286 105 P1F] 5 34 100 3 r 1) 5
| Bl 1.081 A.907 10 5 48 1.343 BAO a6l 633 563 | 512 20 w21 7i l3.006 108 a7s ] 9 10 23 S0
| Alor 2. 430 6. 305 = 525 10,500 J30 4T 38 43 aTl 140 10,549 B.7TED 350 233 2 3 1 L5 &
Lemibiain k] 2809 L] 120 B.616 A5G 1 1 165 2 L] T 7 10.550 o0 141 1 9 10 11
Flores Timur 514 2.460 14 83 536 1432 ] 250 _38s 1% 1785 B6T 304 478 204 14 1 11 304 |
Sikka 2.360 6726 16 a1 477 -] 6iR6a 5820 464 138 4p8 S T 148 143 16 4 231
L Eppds L735 S0 H | 985 __ .08 3374 18] 176 1 1 612 0| 4718 405 23 120 132 F ] i 2] s 132
| Mgacin 485 2.B6T 28 116 L9 1064 7 B9 35 ¥ 2.841 136 141 113 2 33 = 12 2
| Manggars 45T 1140 18 B4 4.57) 3118 il 41 150 A5R -] 10077 - - a3 63 13 18 2 53 |
| ot Nl 1.0AY 3073 15 243 1,447 1858 17 L] 231 s3ae] 1313 47 2% 2 F=] 15 20 ]
| st 3,314 48 48 1l 1,533 1148 4 a5 S are S621] 21958 a1 aTe i & 45 aT 1
_;E“T:_ 199 2777 & 151 580 LFL] -] ] ] 108 343 58 40 130 - & 14
Sumba Faral
B 4547 145 5 12 2.1 I3 2 Eid 155 58 253 -] daRA0a *i5 5 4 3 2 a9
| Blaggeleer: 6 2064 7 2 367 937 86 113 6| ameo| 36787 15 173 135 5 . 135
Maiiggani
Timiar 1679 7337 4 06 2,298 1.379 11 T a1 189 25,008 aa - 411 - 3 4 21
Sabu Faijus a7 L 34 8 a i 4 ] 5 203 75 4 154 - 1 - 13
Malska 208 2330 a -] 1.334 877 15 a4 389 1108 - 129 46 3 2 - a6
HE 5138 146 1357 485 am| 81 T44 a4 619 31 9975 EF] 72 ] - 4
Muss Terniggars
oekd| 130876 sie] i1gm] =778 70,188 30400 1.048| 1767 1700 04 265 7311 ol 216914] 86106 2,143 5,071 OS 234 519 106 G0 805
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2.1.4.9 Pertanian

Perekonomian di Nusa Tenggara Timur dibagi dalam 18 lapangan bidang
usaha. Lapangan usaha terbesar di Nusa Tenggara Timur itu ada pada
sektor pertanian dengan persentase 29 persen. Selama pandemi, sektor
pertanian selalu mengalami pertumbuhan positif. Saat pandemi yang sudah
berjalan dua tahun ini, berbgai bidang seperti bidang perdagangan,
konstruksi, pariwisata tumbuh negatif. Tetapi sektor pertanian di Nusa

Tenggara Timur tumbuh positif di masa pandemi ini.

Sektor pertanian di NTT tumbuh positif dengan angka 4,26 persen di masa
pandemi ini. Jika sektor pertanian tumbuh positif itu berarti meski di masa
pandemi setiap orang sangat membutuhkan produk pertanian. Untuk itu,
pertanian di NTT harus dijadikan pegangan dalam mendukung sektor
pangan dan pariwisata di NTT khususnya dandapat mendukung semua

bidang pada umumnya.

Berdasarkan data BPS mayoritas penduduk NTT bermata pencarian sebagai
petani. Oleh karena itu, produk pertanian khususnya tanaman pangan
merupakan salah satu andalan utama bagi peningkatan ketahanan pangan
dan kesejahteraan petani. Bagi sebagian besar keluarga petani, hasil
pertanian selain dipergunakan untuk pemenuhan kebutuhan pangan
keluarga, juga menjadi sumber pendapatan untuk pemenuhan hidup
ekonomi rumah tangga.

a. Tanaman Pangan dan Hortikultura

Peningkatan produksi tanaman pangan dilaksanakan melalui
ekstensifikasi, intensifikasi, diversifikasi dan pengembangan
perbenihan/perbibitan serta didukung dengan sarana dan prasarana
pertanian. Hal ini tercermin dari produksi tanaman pangan sumber
karbohidrat (padi, jagung, kacang-kacangan,umbi-umbian) dan sumber
protein nabati (sayur dan buabh).

Pada tahun 2021, luas tanaman jagung di NTT mencapai lebih kurang
305 ribu ha dengan produksi sekitar 735.000 ton atau rata-rata
produksi 2,4 ton per ha. Produktifitas jagung di NTT tergolong rendah,
jika dibandingkan dengan produktifitas jagung nasional yang sudah
mencapai 5,09 ton per ha. Permasalahan utama rendahnya
produktifitas tanaman jagung adalah keterbatasan modal usaha dan
jaminan pemasaran hasil. salah satu faktor yang paling menentuk%
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dalam peningkatan produksi tanaman jagung adalah ketersediaan
sarana produksi berupa : benih unggul, pupuk, obat-obatan, dengan

dukungan alsintan sehingga memudahkan petani saat penanaman dan
panen.

Kondisi ini memicu pemerintah untuk menyiapkan program yang
diharapkan mampu menjadi solusi atas berbagai permasalahan petani
dalam skema ekosistem pembiayaan pertanian yang dengan tagline
tanam jagung panen sapi yang dikembangkan dengan pola kemitraan
antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha. Sasaran produksi 7
ton/ha adalah cara Pemerintah untuk meningkatkan pendapatan
masyarakat karena semakin tinggi produksi akan semakin tinggi
pendapatan. Karena itu dibutuhkan kerja kolaborasi dengan
melibatkan berbagai stakeholders untuk menjamin semua arahan dan
desain dalam program TJPS PK dapat berjalan sesuai yang diharapkan.

Salah satu pendekatan kolaboratif adalah dengan konsep pentha helix
atau multi-pihak, melibatkan unsur pemerintah, akademisi, badan atau
pelaku usaha, masyarakat atau komunitas, dan media bersinergi dalam
satu kesatuan gerak untuk melipatgandakan input sebagai kekuatan
besar yang memiliki daya ungkit dalam menggerakan pengelolaan
sumberdaya lokal untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup
masyarakat, melalui penyediaan pembiayaan, jaminan pemasaran hasil,
penerapan inovasi dan teknologi, serta pelatihan dan pendampingan.

Perkembangan produksi padi selama tahun 2021 dilihat menurut
Subround, terjadi kenaikan produksi padi secara berturut-turut pada
Subround Januari hingga April 2021 dan Mei hingga Agustus 2021,
masing-masing sebesar 9,18 ribu ton GKG atau 4,59 persen dan 10,17
ribu ton GKG atau 2,88 persen dibandingkan periode yang sama pada
2020.

Kenaikan produksi padi tersebut disumbang oleh kenaikan luas panen
yvang terjadi pada Subround Januari hingga April sebesar 1,3 ribu
hektar atau 2,57 persen. Di sisi lain, penurunan produksi padi hanya
terjadi pada Subround September hingga Desember 2021, vaitu sekitar
12,49 ribu ton gabah kering giling (GKG) atau 7,29 persen
dibandingkan periode yang sama pada 2020.

-
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Sementara produksi padi di NTT sepanjang 2021 mencapai sekitar
731,88 ribu ton GKG atau mengalami peningkatan sekitar 6,85 ribu ton
GKG atau 0,95 persen dibandingkan 2020 yang sebesar 725,02 ribu ton

GKG.

Tabel 2.34 Produksi Padi di Provinsi NTT Tahun 2019-2021

Produksi Padi menurut Kabupaten/Kota (Ton)

Wilayah 2019 2020 2021
Sumba Barat 32.013 23.588 30.574
Sumba Timur 68.917 49.563 54.189
Kupang 61.593 52.086 55.838
Timor Tengah Selatan 20.032 16.496 14.539
Timor Tengah Utara 40.135 12,942 32.661
Belu 17.107 11.761 22.449
Alor 2.382 3.324 3.196
Lembata 2.730 3.591 765
Flores Timur 10.997 11.165 8.089
Sikka 13.051 17.235 11.399
Ende 19.561 20.627 23.684
Ngada 55.563 51.771 54.380
Manggarai 92,029 92.346 96.433
Rote Ndao 37.776 22.600 26.795
Manggarai Barat 121.440 126.012 100.874
Sumba Tengah 25.883 26.238 27.757
Sumba Barat Daya 35.858 42.689 41.311
Nagekeo 40.087 36.790 29.776
Manggarai Timur 88.988 74.361 66.798
Sabu Raijua 4.063 4.493 8.634
Malaka 19.728 24.383 20.239
Kota Kupang 1.792 963 1.498
Nusa Tenggara Timur 811.724 725.024 731.878

Komoditas tanaman pangan lainnya yang dibudidayakan yaitu ubi
kayu, ubi jalar, kacang tanah, kacang hijau dan kedele. Sedangkan
hortikultura yang dikembangkan dengan produksi yang menonjol yaitu;

(i) komoditas hortikulutra; alpukat, jeruk keprok, mangga dan pisang;

(i) komoditas biofarmaka; jahe, dan (iiij komoditas sayur-sayuran:

bawang merah, bawang putih, cabe besar dan cabe rawit.
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Tabel 2.35

Produksi Buah-Buahan Tahunan (Kuintal) Tahun 2019-2021

Produksi Buah-Buahan Tahunan (Kuintal)
Jenis Buah-Buahan Tahunan 2019 2020 2021
Alpukat 116.825 111.186 342.837
Anggur 183 179 74
Apel a0 76 358
Belimbing 7.555 5.594 6.630
Duku /Langsat 160 42 155
Durian 15.742 14.416 37.131
Jambu Air 10.010 10.375 16.850
Jambu Biji 38.755 52.723 151.505
Jeruk Besar 37.095 20.854 18.454
Jeruk Siam /Keprok 260.177 548.670 568.119
Jeruk/ Orange 518.447 569.524 -
Mangga 38 396.599 854.833
Manggis 1.653 9 166
Markisa 210.496 4,242 -
Nangka/Cempedak 78.093 175.346 255.007
Nenas 678.789 164.040 111.060
Pepayva 2.274.612 668.141 1.020.612
Pisang 37.537 2.369.251 2.364.974
Rambutan 10.465 37.392 78.555
Salak 8.073 29.372 24.184
Sawo/Sapodilla 26.655 6.513 9.131
Sirsak 27.852 25.978 42.508
Sukun 21.989 21.012 30.298
Sumber: BPS, Statistik Pertanian Hortikultura SPH-BST
e
| GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH 1-44

#




Tabel 2.36 Produksi Tanaman Sayuran Menurut Kabupaten/Kota (Kuintal) Tahun 2019-2021

Produksi Tanaman Sayuran Menurut Kabupaten/Kota (Kuintal)

Wilayah Bawang Merah Cabai Kentang Kubis Petsai Tomat Bawang Putih
2019 | 2020 | 2021 | 2019 | 2020 | 2021 |2019| 2020 |2021| 2019 | 2020 | 2021 | 2019 | 2020 | 2021 | 2019 | 2020 | 2021| 2019| 2020| 2021
Sk Rt 351 34| 18| 1227 s870| 1.278 ; 66 | 1es| 1.888] 119] 1048 75| 39002| 233 55| 1.795| 47 : :
Bumba Timur 1.753| 1.280| 1.385| 5.324| 5.782| 4.652| 28| 134| 18 62| 4.154| 174| 3.s31| 301| s5.244| 2371 2.229] 2.600| 100 186 34
Hupang 11.576| 24.877| 21.196| 14.516| 18.660| 21.026 “| s.a23| 160| 6.217| 13.250| 6.195| 14.687| 137| 14.849| 17.474| 27.235| 26.787|1.204| 818 s
Timor Tengah Selatan | 1 140! 17 340] 15.030| 16.654| 13.630| 10.344]3.900| 15.835| 2.270 21.450| 25.710| 10.150| 24.350|  176| 24.900| 13.600] 15.300| s.130|1.570| 3.160[ 374
ik Torgh Ukeea 244| 360| 1s4| 214| 187| ses| as| 412| 37| 435 2.355| 73s| 1.340 44| ae7| 2473 1153 o9v1| 84| 303 91
Fin 2660| 3.704| 2.532| 7.700| 16.806| 14.161 1.451 | 1.s66| 4.585| 1.482| 3.s54| 138 3.863| 6.172| 7.820| 6.396]2.403| 3°7%| 1162
i 314| 300| 1.190| 2.460| 4.155| 2.540 | 2217 ‘| 2.404| 8.033| 2810 7.715 68| 9.422| 6.276| 6.511] 4.281 i : "
Jentmta 403 315 715 395 141 67 * 7 6 i 124 5 63 22 107 23 4 58 7 H 5
T TR 14| 170 37| 13| 114| 747 , ) ; 10| 251 47| 391 10 606| 374 71| =579 ; : :
- 1.204| 2.112| 37s| 7.281| 10.531] 4s670] 15| 40s| 609 23| 7.441| 249|25.705 05| 10.347| s.036| s.657| 6.510] 61 4 :
finde 655 5s0| 369| 1.410| 2283| 1.822|1.300| 3.120| sso| 2.560| 3.340| 2.245| 2.799| 163| 3.487| 4.175| 7.590| 3.504| 510| 220 40
Hipuia. 16 14 4| 184] 100] 147] 2 18] 42 40| 295 20| 128] 154| 263 48 a7 gs| 5 : :
Mahgpra 792| 12.670| 7.452| 1.444| 2.304| 1.036 | 1.342 | 7s7| 1734 oa7| 1455| 119| s04| 7.929| 2.167| 2.079| 130 81 20
it Mcaa 34.257| 27.753| 45.952| 41.160| 38.816| 22.482 | ses | 1.72s| 14206 260|17.235| 140| 10.311] 13.757| 5.425| 11.505|1.799| 1.320] 120
Wanggeral Barat 2.940| 893| 845| 7.745| 9.645| 9.900 | 2.270 | 1.165| s.440| 3.700| 6.321 67| 15.960| 3.080| 3.864| 9.840 A ; E
Shumbe Tengeh a76| 324| 168| 249 se2| 298 | 204 |  190| 309 | e 31 94| 148 21 84 : ; :
FamiEn Baoss Daym 57 14| 1.112| 1.649| 1.098| 9.474 ? 2 : 421] 770| 651] 29%| so79| s04| 674| 9.002| 66 2
Neagsieen 545| 390 -l 1a1s| 1.716] 3465 | 200 x °| 33s0] 200| 2.190 24| 3.190| 298s| 1423 2205 g s !
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Produksi Tanaman Sayuran Menurut Kabupaten/Kota (Kuintal)
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Wilayah Bawang Merah Cabai Kentang Kubis Petsai Tomat Bawang Putih

2019 | 2020 | 2021 | 2019 | 2020 | 2021 |2019| 2020 |2021| 2019 | 2020 | 2021 | 2009 | 2020 | 2021 | 2019 | 2020 2p21| 2019| =2020| 2021

Manggarai Timur 6.379| B8.377| 11138 BB1| 1.764| 4.468 5| s.110| 75| 2.752| 9.779| 3.704| 5.879 103| 7.501| 3.002| 4.825| 4.233| 181 52 23
Buba Rugun 3.143| 1631| 3.498| ess| 277 220 | 100 |  2s0| 1518 3.257 16| 2200| 1.493| 1018] 817 : : 2
Malaka 2.560| 698 110| 4.174| 7.559| 8.719 | 280 7 475| 7.735 200| 4.457 170| 4.941| 3.760| 1.404| 1.540| 426 a5 7
Fa Bupang 162 418 14 670 395 a2 § 377 i 240| 2.143 347| 2.743 49| 2.090| 1.493 518| 1.440 i i i
Nusa Tenggara Timur | o) 5451 10.234 “4'03 “7‘3? 137'33 122"‘: 5.205| 39.561 | 4.097| 42.507 “7'9? 34.163 129'3: 2.314 133'63 99,496 | 98,019 105'4; gsea| #97 SaET
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2.1.4.10 Kehutanan

Pembangunan kehutanan mampu mendukung pembangunan ekonomi
produktif melalui pengembangan secara proporsional kawasan hutan
produksi. Hutan produksi adalah kawasan hutan yang memiliki fungsi
pokok menghasilkan hasil hutan baik itu hasil hutan kayu maupun hasil
hutan non kayu. Selain itu, pemanfaatan hutan produksi lainnya berupa
pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, dan pemungutan
hasil hutan baik kayu maupun non kayu.

Hutan Produksi memiliki banyak kegunaan dan manfaat. Salah satunya
adalah menghasilkan hasil hutan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat
maupun kebutuhan bahan baku industri.

Hutan yang memiliki fungsi untuk produksi ini memiliki areal yang relatif
luas dan pada umumnya dikelola oleh perusahaan swasta yang sudah besar
atau pemerintah daerah setempat.

Tabel 2.37 Luas Hutan Produksi Menurut Kabupaten/Kota (Hektar) di
Provinsi NTT Tahun 2017-2020

Luas Hutan Produksl Menurnat Kabupaten/ Kota (Hektar)

Kawasan Hutan dengan
‘Wilayah Terbatas Tetap T Ki Dapat dilkomversi
2017 2018 2020 2017 2018 2020 2017 2018 2020 2017 2018 2020
Sumbsa Barat 1.191,93 922,10 922,10 5. 106,68 4. TRT b5 4. TBT H5 - - -
Bumbea Timur 19,158,653 | 19.084,76| 19.084,76 19.694,98| 25.418,21 25.418,21 <486, A =| 7254975 61.366,03| 61.366,03
Kupang 41,756,84 | 43.478,21| 4347821 61.240,99| 60.BH3 45 6086345 3.082,35 - - - 531,73 531,73
Timor Tengah
Selatan 250680 292341 292341| 43.628,19] 40.566,57 40.566,57 -| 1.807 23 - . -
I Timor Tengah
Utara 614,16 | 53.909 34 93,909, 34 14.021,95 12.981,91 12.981,91 = - = 208,12 300,78 oo, 78
Belu 618,59 - - 953,28 961,80 961,80 & g = 5 = =
Alor 26.625,08 | 26.699,T0 26,699, T0 20.084,08 19.341,02 19.341,02 = - - - - .
_ Lembata - - - 599,77 605,12 605,12 - - - - - -
|
Flores Timur 12.571,38 | 11.123,86| 11.123,86 4.528,59 4.410,55 4.410,55 - - - 516,42 521,03 521,03
Bikkn 843,96 T34,53 T34,53 2,56 1.037,12 1037, 12 - - - - = a
Ende 05,60 177,75 177,75| 35.686,74| 29.653,86 29,653,86 - - - 1.083,83 932,88 932,88
Mgauda - . - 5.355,88 6.330,41 6.330,41 - - -| 30.332,03| 13.438,30| 13.438,30
Manggarai z i a - - % - - -] 115514 1.136,25| 1.136,25
Fote Ndao - - - 0.234,74 9.352,55 9.352,55 -1 1.118,35
Manggami Barat - - - 1B.067,00| 18.174,13 18,174,153 - - - - -
Bumba Tengah 16.045,22 | 15.189,18] 15.189,18 5.111,39 5. 157,06 5. 157,06 - - = - -
Sumba Harat
Daya - - - 5.420,48| 8.853,18 B.853,18
Nagekeo 9. 166,37 9. 176,56 9. 176,56 9.657,06| 987163 G9.871,63 = = # i . =
Manggarmi Timur - - -l 1615945 15.583,62 15.583,62 - - - 3. 138,85 971,67 97167
Babu Raijua - - - - - = = - i % 5 =
Malaka 305649 | 298445 298445 2.539,38 | 2.547,40 2.547,40 - - - - - *
Kot Kupang 2 : t “ 58,098 58,08 - - - 5.633,27 1.604,80 1.604,80
Musa Tenggar
Timur 189.561,06 [ 186.403,84 | 186.403,84 | 280.993,19 | 276.556,23 | 276.556,23| 3.569,18 | 3.225,58 -| 114.707,41| B80.803,47 | B0.BO3 AT
Sumber : Dinas Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur dan
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2.1.4.11 Kelautan dan Perikanan

Pembangunan perikanan didukung potensi panjang garis pantai £5.700 Km
dan luas wilayah laut mencapai 15.141.773,10Ha. Potensi yang mendukung
sektor perikanan adalah Hutan Mangrove seluas +* 51.854,83 Ha (11
spesies), Terumbu Karang sebanyak 160 Jenis). Sumber daya laut sangat
potensial untuk perikanan tangkap dan budidaya, dengan arah
pengembangan masing-masing yaitu: (i) Kawasan peruntukan perikanan
tangkap, perikanan budidaya dan pengolahan ikan tersebar diseluruh
Kabupaten/Kota, (ii) Pengembangan kawasan minapolitan untuk perikanan
tangkap dan perikanan budidaya di Kabupaten Sumba Timur, Sikka,
Lembata, Rote Ndao, Alor, Kota Kupang, dan (iiij) Pengembangan Komoditas
Garam rakyat di Kabupaten Nagekeo, Ende, Timor Tengah Utara, Kupang,
Lembata dan Alor.

Potensi Perikanan Tangkap, terdiri dari: Potensi Lestari; Jumlah Ikan
Ekonomis: (1) lkan Pelagis (Tuna, Cakalang, Tenggiri, Layang, Selar,
Kembung); (2) Ikan Demersal (Kerapu, Ekor Kuning, Kakap, Bambangan,
dll); (3) Komoditi Lainnya: (Lobster, Cumi-cumi, Kerang Darah, dll).

Potensi Perikanan Budi Daya, terdiri dari budidaya Laut seluas 5,870 Ha
(Rumput Laut, Mutiara, Kerapu); Budidaya Air Payau seluas 35,455 Ha
(Udang dan Bandeng); Budidaya Air Tawar yang meliputi kolam air tawar
seluas 8,375 Ha dan Mina Padi seluas 85 Ha.

Potensi Budidaya Rumput Laut; Kabupaten yang budidaya rumput lautnya
telah berkembang yaitu: Kabupaten Kupang, Sabu Raijua, Rote Ndao, Alor,
Lembata, Flores Timur, Sikka, Sumba Timur dan Kabupaten Manggarai
Barat. Komunitas rumput laut unggulan yang dibudidaya adalah Echeuma
CoTonii, Eucheuma Sp, dan Alga Merah (red algae). Luas lahan potensial
untuk budidaya rumput laut di Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar
51.870 Ha, dengan potensi produksi sebesar 1.836.847 Ton/tahun.

M-
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Tabel 2.38 Produksi

Kabupaten/Kota (Ton) Tahun 2017-2019

Perikanan Tangkap Menurut Subsektor

dan

Produksi Perikanan Tangkap Menurut Subsektor dan Kabupaten/Kota (Ton)

Wilayah Perikanan Laut Perairan Umum Jumlah
2017 2018 2019 2017 | 2018 | 2019 2017 2018 2019
Sumba Barat 2.821 7.305 3.009 - - - 2.821 7.305 3.009
Sumba Timur 138 16.984 9.159 - - 138 16.984 9.159
Kupang 2.520 8.010 8.410 - - - 2.520 8.010 8.410
Timor Tengah Selatan 242 1.876 552 - - 56 242 1.876 608
Timor Tengah Utara 259 519 748 259 519 748
Belu 1.532 3.561 1.574 - 1.532 3.961 1.574
Alor 9.298 16.079 16.883 9.298 16.079 16.B83
Lembata 7.352 7.540 7.627 - - = 7.352 7.540 7.627
Flores Timur 12.750 13.385 14.055 - - - 12.750 13.385 14.055
Sikka 6.660 17.959 18.863 - 6.660 17.959 18.863
Ende 3.696 8.994 8.123 - - - 3.696 8.994 8.123
| Ngada 378 1.536 274 - - 378 1.536 274
Manggarai 4.074 7.009 - - - 4.074 7.009
Rote Ndao 3.361 3.566 3.696 - 3.361 3.566 3.696
Manggarai Barat 50.613 5.808 5.231 50.613 5.808 5.331
Sumba Tengah 550 3.015 200 - 550 3.015 200
Sumba Barat Daya 904 907 556 904 207 556
| Nagekeo 1.098 1.115 1.171 - - - 1.098 1.115 1.171
Manggarai Timur 4.074 4.060 4.082 - - - 4.074 4.060 4.082
Sabu Raijua 318 2.690 2.825 - - - 318 2.690 2.825
Malaka 354 1.246 506 - - - 354 1.246 506
Kota Kupang 25.274 24.524 16.013 - - - 25.274 24.524 16.013
Nusa Tenggara Timur 138.268 | 157.691 123.658 - - 56 | 138.268 | 157.691 123.714
o
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Tabel 2.39 Produksi Perikanan Budidaya Menurut Subsektor dan Kabupaten/Kota (Ton) Tahun 2017-2018
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Wilayah Budidaya Laut Tambak Kolam Keramba Jaring Apung Sawah Jumlah
2017 2018 2017 2018 2017 2018 | 2017 [ 2018 | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 2017 2018

Sumba Barat 192.720,00 192.720,00 6,40 600 | 20620 20800 . - . X - ; 192.932,60 192.932,00
Sumba Timur 123.800,85 123.801,00 ! -| 10878 | 109,00 | .o » -] 1,00 - . 123.910,38 123.911,00
Kupang 1.343.128,00 | 1.343.128,00 | 422,71 | 42300| 154,13| 154,00 - . > - = - | 1.343.704,84 | 1.343.705,00
Timor Tengah Selatan . a . -| 2s8ss| 2s9,00 - : = - . 258,58 259,00
Timor Tengah Utara - " | 1.047,88 | 1.048,00 230,39 230,00 - - - - - B 1.278,27 1.278,00
Belu . -] 1se0| 117,00 26,20 26,00 . . - - . 142,80 143,00
Alor 272,00 272,00 3,06 3,00 26,00 26,00 4,92 % = 5,00 - - 305,98 306,00
Lembata 35,90 36,00 0,05 : 1,45 1,00 - 2 - : i . 37,39 37,00
Flores Timur 81.466,19 81.466,00 | 10000 | 100,00 - - - - - - . - 81.566,19 81.566,00
Sikka 5 - : - 0,05 : 5 ; ; . ; 2 0,05 :
Ende 1.968,97 1.969,00 20,66 30,00 31,47 31,00 | g, = -| 1,00 - - 2,030,92 2,031,00
Ngada : - | isans | ison00 5 . : : , : 1.396,71 1,397,00
Manggarai 2 27,07 27,00 88,46 88,00 5 = : . . ; 115,53 115,00
Rote Ndao 126.212,00 126.212,00 1,65 2,00 3,84 4,00 > - . . E - 126.217,49 126.218,00
Manggarai Barat 458,86 450,00 0,83 1,00 21,33 21,00 . . . : L 481,02 481,00
Sumba Tengah 273,47 273,00 & - 9,27 10,00 - . . - | 273,00 . 555,73 283,00
Sumba Barat Daya 2.401,60 2.402,00 g 2 4,30 4,00 : - 5 : . - 2.405,90 2.406,00
Nagekeo 14,98 15,00 48,50 48,00 10,21 10,00 . - # . ’ . 73,60 73,00
Manggarai Timur 74,93 75,00 3,97 400 | 142,33 | 14200 | oo : 8 lsinse | 1man 333,96 334,00
Sabu Raijua 68.880,00 68.880,00 = : ; ; : ; ; ; 5 : 68.880,00 68.880,00
Malaka : - | grramal srisn| 17996 | 17400 . . : : 6.888,79 6.889,00
Kota Kupang . - 7,73 : - 8,00 . - . : = : 7,73 8,00
Nusa Tenggara Timur | ;| g4y 707,74 | 1.941.708,00 | 8.530,93 | 8.523,00 | 2.893,66 | 2.901,00 | 6,63 = " | 16,00 | 385,59 | 113,00 | 1.953.524,54 | 1.953.261,00
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Tabel 2.40 Produksi Rumput Laut Menurut
Kabupaten/Kota (Ton) Tahun 2015-2017

Subsektor dan

Produksi Rumput Laut (Ton)
Wilayah 2015 2016 2017

Sumba Barat 160,00 154,70 192.720,00
Sumba Timur 21.546,50 21.546,50 123.800,85
Kupang 1.548.467,00 1.342.582,00 1.343.128,00
Timor Tengah Selatan - - .
Timor Tengah Utara - - -
Belu - - -
Alor 161.347,60 161.347,60 272,00
Lembata 7.375,00 7.375,00 35,90
Flores Timur 92.849.01 124.526,06 81.466,19
Sikka 20,00 20,00 -
Ende 25,90 25,76 1.968,97
Ngada 35,00 35,00 -
Manggarai 3241 681,15 -
Rote Ndao 145.840,00 128.595,13 126.212,00
Manggarai Barat 183,88 185,79 458,86
Sumba Tengah 96,19 76,47 273,47
Sumba Barat Daya 280,04 160,37 2.401,60
Nagekeo 9,87 9,87 14,98
Manggarai Timur 2311,39 1.311,20 74,93
Sabu Raijua 75.571,72 48.214,49 68.880,00
Malaka - -

Kota Kupang - - =
Nusa Tenggara Timur 2.056.151,51 1.836.847,09 1.941.707,74

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur

2.1.4.12 Peternakan

Kawasan pengembangan peternakan pada RTRWP berupa hamparan padang
penggembalaan untuk Peternakan Sapi, Kuda, Kerbau dan Kambing seluas
832.228 Ha tersebar di Kabupaten/Kota. Kawasan pengembangan peternakan
lainnya dilaksanakan terintegrasi dengan kegiatan usaha tanaman pangan dan
perkebunan. Perkembangan populasi ternak besar dan ternak kecil yang
populasinya menonjol pada tahun 2019-2021 sebagaimana yang ditampilkan dalam

Tabel 2.41.

W
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Tabel 2.41 Populasi Ternak Besar Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis
Ternak di Provinsi NTT Tahun 2019-2021 (Ribu ekor)

Populasi Ternak Besar Menurut Kabupaten/Kota

Wilayah Sapi Potong Sapi Perah Kerbau Kuda
2.019 2.020 2.021 2019 |2.020 |2.021 |2.019 2020 |2.021 2019 |2.020 2.021

o 1,692 2.400 2.549 : 2 13626 (14811 [15729 6276  [6.903 E
SumbaTimur  |o 005 |eseo3  |s0.025 |5 9 8 40425 l44.007 |35730 |33043 |37338 |-
Kupang 239230 |osa7s0 |aociois |- i i 1.984 2297 |2.078 8.361 |5.202 i
Timaor Tengah

Selatan 202.000 |206.644 |223076 |13 13 12 344 357 357 957 975 942
Timor Tengah iy 3
Utara 132675 |161.880 [14s.32 803 872 861 1.454 |1.509
i 74126 |s0.344 _ |77.320 |11 |u |11 |7es 749|699 792|806 780
o 5268 |7.574 8.044 : 116 127 135
Lembata 5.141 6.078 5.350 ¥ ' 2187 |2.406 g
Flonsa Foons 4.965 5.552 5.806 = 2 2 5 3 3 1.365 | 1.502 =
i 15274 18182 |19.309 : 3 2135 (2087 |2216 3610 |2.863

- 38.342 41.875 44.471 = 7 : 2.828 3.074 |3.265 3.349 (3684 =

b 43.436  |52068  |56.252 i E 15.265 16594 |17.623 |7.251 [7.976 3
Menggarsi 26.825 27.871 29.500 < = B 8.448 9.184 |9.753 1299 |1l.428 E
SO 1 s 67.736  |81.550  |86.606 ; 2 17.735 19280 |20475 |so019 [mEm ¥
Menggersi Burst | 1 978 16.944 17.995 5 E 15.897 17281 |18.3%2 218 230 254
SumbaTengsh |, 5q8 8.917 9.470 2 g g 10.013 10.885 |12.295 7.300 |8.030 E
Sumba Barat

Daya 3.452 4.38% 4.657 i 16.331 17753 |1m8sea  |esa1  [7.ama

i 35917  |29.3s0 [s1.212 Z E 7.187 7.812 _ |8.296 3931 |4.323 '
Manggarai Timur |6 977 117580  |18670 |- 9.360 10175 |10806  |3.585 [soas |~
S ip 5.827 7.356 7.812 P 3 : 11231  |12.208 |12965 |8.652 [9.517 :
BRI 82996 |82.512 |se.oss | : 471 512|445 75 82 85
Kota Kupang 6.912 7.619 i < 3 7 32 34 34 84 91 95
Nusa  Tenggara

Timur 1.087.615 | 1.188.982 | 1.248.930 |29 33 31 174.903 189.972 | 190.833 109.355 [115.120 i
Sumber: BPS, tahun 2022
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Tabel 2.42 Populasi Ternak Kecil Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis
Ternak di Provinsi NTT Tahun 2019-2021 (Ribu ekor)

Populasi Ternak Kecil Menurut Kabupaten / Kota
Wilayah Bahbi Kambing Damba
2010 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021

Sumba Barat 65,554 76.264 84.501 2510 2. 506 2,683 g 66 73
Muimm Tiosy 149.640 179.568 70.145 69.335 70.083 68.725 1.280 1.536 9,380
Kupang 501.6090 525.445 474396 45862 | 172.229 155.926 214 220 212
Timor Tengah » =
Selatan 224521 240.887 230.560 30.674 32.453 20,542
Timor Tengah
Utara 86.131 103.357 95.660 46.666 46.974 52.529 38 46 49
Belu £9.219 70.399 66.110 19.205 19.386 17.297 - 37 34
e 119,459 143.351 158.833 50.984 | 51.321 54.503 : ; :
i g 54.988 65.985 73111 | 49248 | 40573 50.647 624 749 830
Flores Timur 104.465 125.358 138.897 76.000 76.501 §1.244 928 1.115 1.235
Sikka 160.149 BB.108 97.723 67.571 | 115.511 122.673 281 337 373
Ende 71.247 85.496 94.730 | 31.161 31.366 33.311 16 19 21
Npada 171.033 205.230 227 405 31.404 31611 33.571 | 2603 3.123 3.460
Manggarai 47.316 56.779 £2.911 13.554 13.643 14.489 = i %
Wigke: Hckn 56.656 67.987 75.330 59.592 55985 63.704 | 25.342 | 30410 | 33.604
Manggarai i z L
Barat 44.584 53.500 50.278 7.235 7.283 7.735
Sumba B =
Tengah 42 957 51.548 57.115 11.618 11.734 13.560 15
Sumba Barat ¢ A 3
Daya 06.725 116.070 128.606 21,507 21.811 23.163
Hageaoo 105.755 126.906 140.612 51.590 51.930 55.150 | 8.121 9.822 | 10.883
Manggarai 3
Timur 74.100 88.920 08.523 35.225 35.457 37.655 : 7
Sabu Raijua 40.827 48,992 54,283 65.717 66.151 70.252 | 26.081 | 28973 | 32.102
Mulnkn 104.646 125.575 69.301 23.642 23.797 33.996 % 3 E
Mot Hapang 40.839 49,006 E 8.350 B8.405 7.989 51 79 56
Nusa
Tenggara
ol 2.432.501 | 20694830 | 2.508.370 | B18650 | 999.730 | 1.032.344 | 65.580 | 76.532 | 02.427

Berdasarkan Tabel 2.40 dan Tabel 2.41, diketahui bahwa perkembangan
populasi per komoditinya cendrung menunjukkan angka positif. Kenaikan
populasi tertinggi disumbangkan ternak Babi untuk ternak kecil dan Sapi
untuk ternak besar. Peningkatan populasi ternak Sapi merupakan wujud
suksesnya pelaksanaan tekad menjadikan Nusa Tenggara Timur sebagai
Provinsi Ternak.

Untuk menjaga kesehatan daging, pembangunan peternakan didukung 28
unit Rumah Potong Hewan (RPH) yang terdari dari 27 RPH pemerintah dan 1
RPH Swasta. RPH yang ada belum mampu memberikan pelayanan
masyarakat karena 40% lebih kegiatan pemotongan ternak secara

perorangan dilakukan di luar RPH.
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Tabel 2.43 Banyaknya Ternak yang Dipotong di Rumah Potong

HewanTahun 2019-2021
Banyaknya Rumah Potong Hewan Menurut Kabupaten /Hota (Unit)
Wilayah Pemerintah Swasta Jumlah
2019 | 2020 | 2021 | 2019 | 2020 | 2021 | 2019 | 2020 | 2021

Sumba Barat 1 1 1 - - 1 1 1
Sumba Timur 2 2 2 - - - 2 2 2
Kupang 3 3 3 1 1 1 < 4 4
Timor Tengah Selatan | 2 2 2 . = 2 2 z
Timor Tengah Utara 1 1 1 - - 1 1 1
Belu 2 2 2 - - 2 2 2
Alor 1 1 1 = - 1 1 1
Lembata 1 1 1 - - - 1 1 1
Flores Timur 1 1 1 - = 1 1 1
Sikka 1 1 1 - - = 1 1 1
Ende 1 1 1 - - - 1 1 1
Ngada 2 2 2 - £ 2 2 2
Manggarai 2 2 2 - - - 2 2 2
Rote Ndao 1 1 1 - - - 1 1 1
Manggarai Barat = 2 - . < 0 -

Sumba Tengah - - - - - - 0 - 5
Sumba Barat Daya - - - - - - 0 - -
Nagekeo : : ! - . - 0 - -
Manggarai Timur - - - - - - 0 - -
Sabu Raijua 1 1 1 = - 1 1 1
Malaka 1 1 I - = 1 1 1
Kota Kupang 2 2 2 2 2 2
Nusa Tenggara Timur 25 27 27 1 1 1 26 28 28

Sumber: Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur

2.1.4.13 Pariwisata

Pada triwulan III 2021, sektor Pariwisata di Provinsi NTT mulai
menunjukkan pemulihan sehingga mampu tumbuh sebesar 7,17%.
Pariwisata tumbuh karena didorong oleh meningkatnya jumlah kunjungan
wisatawan, tumbuhnya kredit akmamin, serta optimisme masyarakat yang
terus membaik. Untuk itu, perlu dilakukan sinergi antar lembaga
optimalisasi peran seluruh pihak dan juga keterlibatan pelaku usaha dan
UMKM untuk mendukung wupaya perbaikan pariwisata dalam
mengakselerasi pemulihan ekonomi secara berkelanjutan di NTT. Salah satu
langkah strategis yang dilakukan adalah Pemerintah daerah, perusahaan
teknologi dan asosisasi bersama-sama mempromosikan Labuan Bajo sebagai

salah satu kawasan wisata super premium sehingga meningkatkan
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kapasitas dan kemitraan pelaku usaha melalui ekosistem digital, serta
mempercepat transformasi digital UMKM sektor pariwisata.

Kinerja lapangan usaha akomodasi dan makan minum pada 2020,
menyusul dampak covid-19 pada sektor pariwisata terkontraksi hingga
26,92%, melambat dibandingkan 2019 yang tumbuh sebesar 5,99%.
Sehingga vaksinasi sebagai game changer terhadap pelaku pariwisata terus
dilakukan oleh pemerintah di tengah percepatan pembangunan
infrastruktur dalam mendukung pengembangan pariwisata sebagai prime

mover economiy.

Tabel 2.44 Jumlah Wisatawan Mancanegara dan Domestik Menurut
Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2019-2021

Jumlah Wisatawan Mancanegara dan Domestik (Jiwa)
Wilayah Mancanegara Domestik _ Jumlah
2019 | 2020 | 2021 | 2019 2020 2021 2019 2020 2021
Sumba Barat - 862 946 3079 7082 - 3941 8029
Sumba Timur = 202 a7 - 5880 18489 - 6082 18576
Kupang - 316 0 - 3759 | 4619 - 4075 | 4619
Timor Tengah Selatan = 0 0 6927 11038 - 6927 11038
Timor Tengah Utara 37 1250 | 10980 - 1287 | 10980
Belu # 811 34 20429 22324 - 21240 (| 22358
Alor & 12 18 1431 2382 - 1443 2400
‘_[mhata 0 0 1203 1760 - 1203 1760
Flores Timur - 147 21 - 2685 20156 - 2832 20177
Sikka = 2159 119 - 12296 21214 - 14455 | 21333
Ende - 31 6 - 2145 13053 - 2176 130359
Ngada - 62 29 - 3841 12384 - 3903 12413
Manggarai - 116 4 - 2128 10435 - 2244 10439
Rote Ndao 490 0 983 1890 - 1473 1890
Manggarai Barat 15031 | 6129 64917 | 136836 79948 | 142965
Sumba Tengah = - -
Sumba Barat Daya - 4116 172 2366 4217 6482 4389
Nagekeo - 0 0 - 2142 5252 2142 5252
Manggarai Timur - 0 0 p 1001 | 2488 1001 2488
Sabu Raijua 9 0 - 523 521 - 832 021
Malaka 0 0 771 622 - 771 622
Kota Kupang - 20377 | 1180 202532 | 235898 - 222909 | 237078
Nusa Tenggara Timur | 155900 | 44778 | 8745 | 931967 | 342288 | 543641 | 987867 | 387066 | 552386
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2.1.5. Aspek Daya Saing Daerah

Aspek daya saing daerah terdiri dari kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah
atau infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber daya manusia.

2.1.5.1. Ekonomi Makro Regional

Pertumbuhan ekonomi Provinsi NTT pada triwulan IV 2021 tercatat tumbuh
sebesar 3,10%, membaik dibandingkan dengan triwulan III 2021 sebesar 2,36%
namun lebih rendah dibandingkan dengan nasional yang tumbuh sebesar 5,02%.
Kinerja ekonomi Provinsi NTT pada triwulan laporan kembali meningkat didorong
oleh akselerasi investasi dan konsumsi rumah tangga. Dari sisi lapangan usaha
(LU), kinerja perekonomian Provinsi NTT pada triwulan IV 2021 bersumber dari
lapangan usaha utama yakni LU Konstruksi, LU Perdagangan Besar dan Eceran,
dan Lapangan Usaha Pertanian. Secara tahunan, perekonomian Provinsi NTT tahun
2021 mencatatkan pertumbuhan positif sebesar 2,51%, lebih tinggi dibandingkan
tahun 2020 yang terkontraksi sebesar 0,83%. Pemulihan ekonomi pada tahun 2021
didorong oleh perbaikan pada seluruh komponen sisi pengeluaran sejalan dengan
aktivitas ekonomi yang meningkat. Dari sisi Lapangan Usaha (LU), kinerja ekonomi
bersumber dari LU utama yakni LU Konstruksi, LU Perdagangan, dan LU Pertanian.

2.1.5.2. Keuangan Pemerintah Daerah

Realisasi total belanja pemerintah (APBD dan APBN) di Provinsi NTT pada tahun
2021 mencapai Rp. 44,50 Triliun, atau B86,60% dibandingkan dengan total
anggaran. Persentase tersebut lebih rendah dibandingkan dengan tahun
sebelumnya yang mencapai 89,24%. Hal ini terutama dipengaruhi oleh
menurunnya pendapatan transfer dari pemerintah pusat kepada pemerintah
daerah sehingga menghambat kinerja belanja daerah. Ke depannya, realisasi
anggaran daerah perlu terus diakselerasi guna mendorong optimalisasi peran fiskal
sebagai counter cyclical dalam perekonomian Provinsi NTT.

2.1.5.3. Perkembangan Inflasi

Inflasi Provinsi NTT pada triwulan IV 2021 tercatat sebesar 1,67%, melandai
dibandingkan dengan triwulan sebelumnya sebesar 1,74%. Inflasi tersebut lebih
rendah dibandingkan dengan inflasi Nasional sebesar 1,87%. Penurunan tekanan
inflasi terutama didorong oleh penurunan inflasi dari harga kelompok komoditas
makanan, minuman, dan tembakau yang mengalami inflasi sebesar 1,73%. Secara
keseluruhan tahun 2021, inflasi Provinsi NTT tercatat meningkat dibandingkan
dengan inflasi tahun 2020. Hal ini terutama disebabkan oleh kelompok komoditas
transportasi yang mengalami inflasi sebesar 4,16% setelah pada tahun sebelumnya
mengalami deflasi sebesar 4,66%. Meningkatnya tekanan inflasi mengindikasikan

-
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mulai pulihnya perekonomian seiring dengan kondisi pandemi vang lebih terkendali
dibandingkan tahun sebelumnya.

2.1.5.4. Stabilitas Sistem Keuangan Daerah

Secara umum, stabilitas sistem keuangan di Provinsi NTT pada tahun 2021 tetap
terjaga. Hal ini tercermin dari ROA sebesar 3,83, meningkat dibandingkan tahun
sebelumnya. Fungsi intermediasi tetap tinggi, dengan LDR sebesar 114,56%. DPK
tercatat tumbuh sebesar 8,25%, didorong oleh perbaikan kinerja simpanan jenis
tabungan. Sementara itu, penyaluran kredit tumbuh sebesar 7,77%, didorong oleh
perbaikan kinerja kredit konsumsi serta kredit UMKM. Tingkat risiko masih terjaga,
dengan NPL (gross) vang tercatat sebesar 1,37%.

2.1.5.5. Penyelenggaraan Sistem Pembayaran Dan Pengelolaan Uang Rupiah

Indikator sistemm pembayaran tunai maupun nontunai pada triwulan IV 2021
menunjukkan adanya perbaikan dibandingkan triwulan III 2021 didorong oleh
meningkatnya aktivitas masyarakat pasca pembatasan sosial pada triwulan
sebelumnya. Perbaikan kinerja transaksi tunai dapat terlihat dari peningkatan
kinerja transaksi inflow dan outflow dibandingkan triwulan sebelumnya. Sementara
itu, perbaikan transaksi nontunai dapat dilihat dari perbaikan kinerja transaksi
RTGS, SKNBI, dan kartu kredit. Di sisi lain, transaksi elektronik masih
menunjukkan pertumbuhan yang tinggi, meskipun melambat dibandingkan dengan
triwulan III 2021.

2.1.5.6. Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan

Jumlah angkatan kerja di Provinsi NTT pada Agustus 2021 tercatat 2,92 juta orang,
meningkat 2,48% dibanding Agustus 2020 yang sebanyak 2,85 juta orang.
Sementara itu, pada periode yang sama, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
turun menjadi 3,77% pada Agustus 2021 dari 4,28% pada periode yang sama di
tahun sebelumnya. Tingkat kemiskinan di Provinsi NTT pada September 2021
tercatat sebesar 20,44%, turun dibandingkan September 2020 yang sebesar
21,21%. Nilai tukar petani (NTP) pada triwulan IV 2021 tercatat masih rendah
sebesar 95,68 menurun dibandingkan triwulan IV 2020 yang sebesar 96,27.

2.1.5.7. Prospek Perekonomian Daerah

Perekonomian Provinsi NTT pada keseluruhan tahun 2022 diperkirakan tumbuh
pada kisaran 4,72% - 5,52%, lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi
pertumbuhan ekonomi tahun 2021. Dari sisi pengeluaran, akselerasi kinerja
perekonomian Provinsi NTT ditopang oleh meningkatnya investasi dan konsumsi
sejalan dengan program vaksinasi sebagai game changer dalam pemulihan ekonomi.
Dari sisi Lapangan Usaha (LU), pertumbuhan diperkirakan ditopang oleh LU
Perdagangan Besar dan Eceran seiring meningkatnya mobilitas masyarakat, dﬂ.}lm
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perluasan program pemerintah yang mendorong kinerja Lapangan Usaha Pertanian.
Namun demikian, pertumbuhan vyang lebih tinggi sedikit tertahan akibat
penyebaran varian virus omicron pada awal tahun 2022 yang berdampak terhadap
peningkatan kasus COVID-19 dan penebalan kebijakan pembatasan.

Inflasi Provinsi NTT pada tahun 2022 diperkirakan meningkat, namun masih tetap
berada dalam sasaran inflasi nasional 3%t1%. Tekanan inflasi yang meningkat
sejalan dengan membaiknya aktivitas ekonomi pasca vaksinasi yang mempengaruhi
permintaan. Berdasarkan disagregasinya, tekanan inflasi diperkirakan terjadi pada
komponen volatilefood dan administered prices.

2.2 EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD SAMPAI
TAHUN BERJALAN DAN REALISASI RPJMD

2.2.1 Capaian Kinerja Makro Daerah tahun 2021

Pembangunan Daerah Tahun 2021 merupakan tahun ketiga dari Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2018-2023 untuk mencapai Visi “NTT BANGKIT MEWUJUDKAN
MASYARAKAT SEJAHTERA DALAM BINGEKAI NEGARA KESATUAN REPUBLIK
INDONESIA”. Visi Gubernur dan Wakil Gubernur tersebut kemudian dijabarkan
kedalam misi, yaitu : 1. Mewujudkan masyarakat sejahtera, mandiri dan adil, 2.
Membangun NTT sebagai salah satu gerbang dan pusat pengembangan pariwisata
nasional (ring of beauty), 3. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur
untuk mempercepat pembangunan, 4. Meningkatkan kualitas sumber daya
manusia, dan 5. Mewujudkan reformasi birokrasi pemerintahan untuk
meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Berpedoman pada visi dan misi RPJMD 2018-2023 dan tema RKP 2021, RKPD
2021 menetapkan tema “Pemulihan Ekonomi melalui Sektor Pariwisata dan
Pertanian serta Memperkuat Sistem Kesehatan Daerah”. Tema RKPD 2021 ini
selanjutnya dijabarkan dalam 7 (tujuh) prioritas daerah untuk tahun 2021, yaitu :
1. Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting; 2.
Peningkatan Pendapatan Masyarakat; 3. Lingkungan hidup, Perubahan Iklim dan
Kerentanan Bencana; 4. Pengembangan Pariwisata dan Industri Pariwisata; 5.
Pemantapan Infrastruktur dasar, jalan,air, energi dan transportasi; 6. Peningkatan
Aksesibilitas & Kualitas Layanan Bidang Pendidikan & Kesehatan; 7. Reformasi

Birokrasi.

Tujuh prioritas daerah dimaksud selanjutnya secara operasional akan
dilaksanakan melalui program dan kegiatan oleh perangkat daerah sehingga

indicator makro pembangunan untuk tahun 2021 dapat dicapai. Pencapaian
»
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indikator makro daerah secara umum menunjukkan hasil yang baik, sebagaimana
ditunjukkan oleh Tabel 2.44 berikut.

Tabel 2.44 Pencapaian Kinerja Makro Daerah Tahun 2018-2021

No Indikator Satnan o,
2018 | 2019 2020 2021

1 PertumbuhanEkonomi %% 5,11 5,24 (pe rtu':;fl?h[;:?u?m_ulatiﬂ 3,10
2 |Angka kemiskinan % 21,03| 20,62 21,21 20,44
3 |Inflasi % 3,07| 0,67 0,61 (yon y) 1,67
4 |IPM poin | 64,39 65,23 65,19 65,28
5 Usia Harapan Hidup tahun | 66,38 66,85 67,01 67,15
6 Rata-Rata Lama Sekolah| tahun 7,30 7.55 7.63 7,69
T |TPT % 3,01 3,35 4,28 3,77
8 |Indeks Gini poin | 0,351| 0,356 0,356 0,339

Sumber : BFS Provinsi NTT, 2022

Pertumbuhan ekonomi Provinsi NTT pada triwulan IV 2021 tercatat tumbuh
sebesar 3,10% (yoy), membaik dibandingkan dengan triwulan III 2021 sebesar
2,36% (yvoy] namun lebih rendah dibandingkan dengan nasional yang tumbuh
sebesar 5,02% (yoy). Kinerja ekonomi Provinsi NTT pada triwulan laporan kembali
meningkat didorong oleh akselerasi investasi dan konsumsi rumah tangga. Dari
sisi lapangan usaha (LU), kinerja perekonomian Provinsi NTT pada triwulan IV
2021 bersumber dari lapangan usaha utama yakni LU Konstruksi, LU
Perdagangan Besar dan Eceran, dan LU Pertanian. Secara tahunan, perekonomian
Provinsi NTT tahun 2021 mencatatkan pertumbuhan positif sebesar 2,51% (voy),
lebih tinggi dibandingkan tahun 2020 yang terkontraksi sebesar 0,83% (yoy).

Angka kemiskinan menurun dari 21,03 persen keadaan September 2018 menjadi
20,62 persen keadaan September 2019 dan mengalami kenaikan menjadi 21,21
persen pada September tahun 2020, sedangkan pada tahun 2021 mengalami
penurunan kembali menjadi 20,44 persen.

Indeks Pembangunan Manusia mengalami peningkatan, dari 64,39 poin pada
tahun 2018 menjadi 65,23 poin pada tahun 2019, dan pada tahun 2020
mengalami penurunan menjadi 65,19 persen sedangkan pada tahun 2021
mengalami sedikit kenaikan menjadi 65,28 persen. Capaian komponen pembentuk
IPM juga mengalami peningkatan, yaitu usia harapan hidup dari 66,85 pada tahun

AR
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2019 dan 67,01 pada tahun 2020 menjadi 67,15 ditahun 2021. Rata-rata lama

sekolah meningkat dari 7,30 tahun pada 2018 menjadi 7,55 tahun pada 2019dan
pada tahun 2020 menjadi 7,63, lalu meningkat ditahun 2021 menjadi 7,69 tahun.

Tingkat pengangguran terbuka adalah indikator yang menunjukkan kinerja kurang
menggembirakan, dimana mengalami peningkatan dari 3,01 pada tahun 2018
menjadi 3,35 pada tahun 2019 dan 4,28 persen pada tahun 2020, namun ditahun
2021 mengalami penurunan kembali menjadi 3,77 persen.

Indeks Gini mengalami sedikit peningkatan tahun 2018 sebesar 0,351 menjadi
0,356 pada tahun 2019 dan 2020 yang menunjukkan bahwa ketimpangan
pendapatan masyarakat kota dan desa relatif tidak berbeda signifikan, sedangkan
untuk bulan September tahun 2021 berada pada posisi 0,339 menurun 0,017 poin
apabila dibandingkan dengan September 2020.

2.2.2 Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan masing-masing Perangkat
Daerah

Memperhatikan hasil capaian kinerja pelaksanaan kegiatan APBD Tahun Anggaran
2021 sampai dengan kondisi bulan Desember 2021 maka dapat disimpulkan bahwa
kondisinya masih seperti tahun-tahun sebelumnya. Sejak tahun 2020 sampai
dengan tahun 2021, negara-negara di dunia termasuk Indonesia merasakan
dampak pandemic Covid 19. Pandemi Covid-19 telah menimbulkan disrupsi pada
kehidupan manusia, menyebabkan terhentinya aktivitas ekonomi di seluruh negara
dan berakibat terjadinya resesi di dunia. Dampak yang dirasakan Indonesia
termasuk Provinsi Nusa Tenggara Timur juga cukup besar dengan terganggunya
mata-rantai pasokan barang dan jasa, terganggunya mobilitas masyarakat, dan
terhentinya kegiatan ekonomi khususnya pada sektor industri dan pariwisata yang
berdampak pada meningkatnya angka-angka pengangguran dan kemiskinan serta
pada akhirnya menimbulkan kontraksi pada pertumbuhan ekonomi masing-masing
daerah dan akumulasi secara nasional.

Dampak yang langsung dirasakan juga adalah harus dilakukannya refocusing dan
penyesuaian Kembali berbagai target indicator kinerja program dan kegiatan serta
anggaran yang telah ditetapkan pada RKPD Induk tahun 2021. Hal ini akan yang
akan ditampung dalam RKPD Perubahan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun
2021. RKPD Perubahan Tahun 2021 yang telah disusun ini disinkronkan dengan
kebijakan nasional dan juga kabupaten/kota se Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Dengan demikian, penyusunan rancangan Perubahan RKPD bertujuan untuk
melakukan harmonisasi dan penyesuaian program dan kegiatan prioritas yang
tercantum dalam RKPD Induk Tahun 2021 yang diakomodir didalam APBD Tahun
Anggaran 2021, serta melakukan penyesuaian dengan adanya refocusing akibat

pandemic Covid 19 sekaligus menyinergikannya.
g
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Pencapaian pelaksanaan RKPD Provinsi NTT Tahun 2021 diketahui dari hasil
evaluasi terhadap pelaksanaan tersebut. Evaluasi tersebut dilakukan untuk
mengetahui perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, apakah target
yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan dan dicapai sesuai dengan dengan target
yvang telah ditetapkan, kemudian bila ada permasalahan dapat diantisipasi dan
diambil tindakan sedini mungkin.

Sehubungan dengan pelaksanaan Evaluasi Hasil RKPD Pemerintah Provinsi NTT
Tahun 2021, maka Bappelitbangda Provinsi NTT telah melakukan penyampaian
Instrumen Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan dan cara pengisian
Matriks Evaluasi RKPD. Sedangkan penyampaian laporan dilakukan secara offline
maupun melalui Aplikasi E-monev performance dengan Link URL
http:/ /apps.bappelitbangda.nttprov.go.id /e-kinerja. Penyampaian laporan baik
secara online maupun offline telah melalui pelatihan yang dilaksanakan pada
tahun sebelumnya maupun dengan penjelasan cara pengisian Format Evaluasi
menurut Permendagri No. 86 Tahun 2017, pada lampiran surat yang dikirimkan
oleh Bappelitbangda kepada seluruh PD.

Capaian target kinerja dan penyerapan dana program/kegiatan dari seluruh FPD
lingkup pemerintah Provinsi NTT dilakukan terhadap 39 PD yang menyampaikan
laporan Hasil Evaluasi Rencana Kerja (Renja) PD melalui Aplikasi E-monev
performance (Kondisi Laporan vang disampaikan ke BappelitbangdaProvinsi NTT
s/d tanggal 31 Desember 2021).

Pada pelaksanaan RKPD Provinsi NTT Tahun Anggaran 2021 yang merupakan
tahun ketiga pelaksanaan RPJMD Provinsi NTT Tahun 2018-2023, terdapat
berbagai Program/Kegiatan yang dilaksanakan oleh PD Lingkup Pemerintah
Provinsi NTT sesuai dengan 5 Misi Pembangunan Daerah Lingkup Pemerintah
Provinsi NTT.

Dengan ditetapkannya Permendagri Nomor 90 Tahun 2019, Nomenklatur program
yang dilaksanakan berubah sebagaimana ditentukan Permendagri Nomor 90 Tahun
2019. Hal ini berdampak pada penetapan indikator kinerja program dan penetapan
target-target kinerja, dan data dasar. Nomenklatur Program NTT Bangkit dan
Program NTT Sejahtera juga harus disesuaikan dengan nomenklatur dalam
Permendagri Nomor 90 Tahun 2019. Namun demikian, program-program tersebut
tetap dijiwai oleh semangat NTT Bangkit menuju Sejahtera. Untuk itu indikator
program NTT Bangkit dan Program NTT Sejahtera tetap dipertahankan, dengan
penyesuaian seperlunya sesuai hasil evaluasi. Pemetaan Program NTT Bangkit dan
Program NTT Sejahtera ke nomenklatur program sebagaimana diatur dalam
Permendagri Nomor 90 Tahun 2019.
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Program /Kegiatan setelah dilakukan perubahan sesuai dengan Permendagri Nomor
90 Tahun 2019, terdiri dari :

a. 3 Program Non Urusan yang dilaksanakan oleh seluruh PD, yaitu:
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan.
b. Tiga puluh sembilan Program Urusan Wajib Pelayanan Dasar, dan Non
Pelayanan Dasar, Urusan Pilihan dan Urusan Penunjang, yaitu :
1. Program Peningkatan Aksesbilitas dan Kualitas layanan Pendidikan dan
Kelestarian Budaya;
2. Program Pembinaan Perpustakaan dan Kearsipan;
3. Program Peningkatan Kualitas Pemuda dan Olahraga;
4. Program Peningkatan terhadap Kualitas dan Aksesibilitas Layanan
Kesehatan;
5. Program Upaya Kesehatan Perorangan;
6. Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
7. Program Pelayanan Sosial;
8. Program Pengelolaan Perbatasan Daerah;
9. Program Penyelenggaraan Ketrentaman dan Ketertiban Umum;
10. Program Peningkatan Infrastruktur, Tata Ruang dan Kawasan;
11. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perhubungan;
12. Program Peningkatan Energi dan Sumber Daya Mineral;
13. Program Pengelolaan Perbatasan, Tata Kelola Pemerintahan, Kependudukan
dan Otonomi Daerah;
14. Program Pelestarian Lingkungan Hidup;
15. Program Peningkatan dan Pengembangan Penanggulangan Bencana,
16. Program Peningkatan Produksi, Nilai Tambah, Daya Saing Pertanian dan
Ketahanan Pangan;
17. Program Peningkatan Produksi Peternakan:
18. Program Peningkatan Produksi, Daya saing dan nilai tambah kelautan dan
perikanan;
19. Program Pengembangan Perdagangan dan Perindustrian;
20. Program Koordinasi Perekonomian dan Kerja Sama Daerah;
21. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa;
22. Program Pembinaan Tenaga kerja, Koperasi dan UKM;
23. Program Peningkatan Investasi dan Perizinan Daerah;
24, Program Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
25. Program Pengembangan Komunikasi dan Informatika;
| 26. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal;
W
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27. Program Perencanaan dan Penelitian Pembangunan Daerah;

28. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah;

29, Program Pengelolaan Perbatasan, Pembinaan Politik Dan Perlindungan
Masyarakat;

30. Program Pembinaan, Pengembangan, Peningkatan Kompetensi Pegawai;

31. Program Layanan Pemerintahan Daerah;

32. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan;

33. Program Peningkatan Administrasi Pembangunan dan Pelayanan Pengadaan
Barang dan Jasa Pemerintahan;

34. Program Peningkatan Pengelolaan Aset;

35. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala
Daerah;

36. Program Pembinaan dan Tata Laksana Organisasi;

37. Program Pelayanan Hubungan Masyarakat Dan Protokol;

38. Program Pringkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah;

39. Program Kesatuan Bangsa dan Politik.

c. Program/Kegiatan setelah dilakukan perubahan sesuai dengan Permendagri
Nomor 90 Tahun 2019 :

Tabel 2.46 Pemetaan Program NTT Bangkit, NTT Sejahtera dengan
Permendagri Nomor 90 Tahun 2019.

URAI BIDANG KLASIFIKASI KODEFIKASI DAN
/PROGRAM/ NOMENKLATUR
KODE KEGIATAN INDIKATOR PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019
(RPJMD PROGRAM
Sebelum Program Indikator Program
Perubahan)
1 2 3 4 5
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Jumlah SMK yang PROGRAM Cakupan SMK yang
direvitalisasi FENGELOLAAN direvitalisasi menjadi
menjadi SMK PENDIDIKAN SMEK Percontohan
Percontohan dengan kualitas
dengan kualitas lulusan yang bersaing
Program lulusan yang pada level nasional/
NTT bersaing pada level internasional
Sejahtera nasional/ (Jurusan Pariwisata,
internasional Kuliner, Fashion,
(Jurusan Maritim)
Pariwisata,
Kuliner, Fashion,
Maritim)
Dinas Kesehatan
URUSAN
PEMERINTAHAN
BIDANG
KESEHATAN

| GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH 11-63

#




URAI BIDANG

KLASIFIKAS]I KODEFIKASI DAN

Persentase rumah
tangga menurut
sanintasi layak

/PROGRAM/ NOMENKLATUR
KODE KEGIATAN INDIKATOR PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019
(RPJMD PROGRAM
Sebelum Program Indikator Program
Perubahan)
1 2 3 4 5
PROGRAM
Persentase e e R I SO
: rsen
s HEARmo KESEHATAN ketersediaan fasilitas
NTT fasilitas kesehatan !
Sejahtera A Pertedonta PERORANGAN kethfatan di
Estate DAN UPAYA FPariwisata Estate
KESEHATAN
MASYARAKAT
Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Persentase PROGRAM
;‘;rm ketersediaan jalan PENYELENGGAR iﬂgﬁﬁm o
2 dan jembatan ke  AAN JALAN :
ScjahteFa 22 Pariwisata Jem.ba.tan ke 22
(Bangkit) Estate Pariwisata Estate
Program Persentase rumah PROGRAM Persentase rumah
NTT tangga menurut PENGEMBANGAN tangga menurut air
Sejahtera air layak PERMUKIMAN layak

Persentase rumah
tangga menurut
sanintasi layak

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

| GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

#

Jumlah kader PROGRAM
Champion yang PENINGKATAN Persentase
terlibat dalam KUALITAS Keterlibatan Kader
NT‘I‘E pemenuhan gizi KELUARGA Champion dalam
Sejahtera balita dalam pemenuhan Gizi
rangka Balita dalam rangka
pencegahan pencegahan stunting
stunting
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
PROGRAM
PEMBERDAYAAN
LEMBAGA
Program S pariwiata | KEMASYARAKAT
NTT Bangkit Estate AN, LEMBAGA Estate
ADAT DAN
MASYARAKAT
HUKUM ADAT
Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Persentase PROGRAM Persentase
Program pertumbuhan PEMBERDAYAAN  pertumbuhan UKM
NTT Bangkit UKM baru di USAHA baru di pariwisata
pariwisata estate MENENGAH, estate
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URAI BIDANG KLASIFIKASI KODEFIKASI DAN
/PROGRAM/ NOMENKLATUR
KODE KEGIATAN INDIKATOR PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019
(RPJMD PROGRAM
Sebelum Program Indikator Program
Perubahan)
1 2 3 4 5
USAHA KECIL,
DAN USAHA
MIKRO (UMKM)
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
: PROGRAM Persentase
fl‘:“t;lnahm!:akf KONSERVASI perlindungan
Program menduleing SUMBER DAYA terhadap objek
NTT Bangkit ALAM HAYATI Kawasan konservasi
pengembangan
pariwisata estate ko B
EKOSISTEMNYA
Persentase
peningkatan
perlindungan
terhadap ekosistem
essensial di destinasi
wisata
Dinas Perhubungan
K PROGRAM
Program :ner;;t:naeug; PENYELENGGAR  Persentase trayek
NTT & pariwisata AAN LALU LINTAS angkutan umum di
Sejahtera aakite DAN ANGKUTAN  pariwisata estate
JALAN (LLAJ)
Dinas Komunikasi dan Informatika
Persentase PROGRAM
YO . | ke inteiel | PENGEIOLAAN | | 1T Ias CRNEpAD
NTT ; i internet di Pariwisata
Bangkit di Pariwisata APLIKASI A
estate INFORMATIKA
Dinas Kepemudaan dan Olahraga
Jumlah olah raga = PROGRAM Cakupan pembinaan
Program tradisional yang PENGEMEBANGAN  olahraga tradisional
NTT dibina untuk DAYA SAING dan rekreasi untuk
Bangkit mendukung KEOLAHRAGAAN mendukung
pariwisata estate Pariwisata Estate,
Total 7 Cabor
Jumlah olah raga tradisional dan 6
rekreasi yang Cabor rekreasi
dibina untuk
mendukung
pariwisata estate
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
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URAI BIDANG
/PROGRAM/
KEGIATAN INDIKATOR
. (RPJMD PROGRAM
Sebelum
Perubahan)
1 2 3
Persentase
Program ketersediaan
NTT perpustakaan
Sejahtera umum di
pariwisata estate
Dinas Kelautan dan Perikanan
Persentase
Program ketersediaan
NTT pangan berbasis
Bangkit perikanan di

pariwisata estate

Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Program P
Jumlah Pariwisata

Bangkit Estate

Jumlah usaha di
bidang Pariwisata
yang dikelola
masyarakat

Jumlah tenaga
terampil
bersertifikat
dengan data
terpilih gender
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KLASIFIKASI KODEFIKASI DAN
NOMENKLATUR
PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019

Program

4
PROGRAM
PEMBINAAN
PERFPUSTAKAAN

PROGRAM
PENGELOLAAN
PERIKANAN
BUDIDAYA

PROGRAM
PENGELOLAAN
PERIKANAN
TANGKAP

PROGRAM
PENGELOLAAN
PERIKANAN
BUDIDAYA

PROGRAM
PENGOLAHAN
DAN PEMASARAN
HASIL
PERIKANAN

PROGRAM
PENINGKATAN
DAYA TARIK
DESTINASI
PARIWISATA

PROGRAM
PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA
PARIWISATA DAN
EKONOMI
KREATIF

PROGRAM
PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA
PARIWISATA DAN
EKONOMI
KREATIF

Indikator Program
S

Persentase
ketersediaan
perpustakaan umum
di pariwisata estate

Persentase
ketersediaan pangan
berbasis perikanan
budidaya di
pariwisata estate

Persentase
ketersediaan pangan
berbasis perikanan
tangkap di pariwisata
estate

Persentasi
pengelolaan destinasi
yang direncanakan
untuk dikelola

Pertumbuhan usaha
di bidang pariwisata
yang dikelola
masyarakat

Persentase SDM
Pariwisata dan
Ekonomi Kreatif

Tingkat Lanjutan
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URAI BIDANG KLASIFIKASI KODEFIKASI DAN
/PROGRAM/ NOMENKLATUR
KODE KEGIATAN INDIKATOR PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019
(RPJMD PROGRAM
Sebelum Program Indikator Program
Perubahan)
1 2 3 4 S5
PROGRAM ‘Rasio Pemanfaatan
PENGEMBANGAN produk Ekraf yang
EKONOMI sudah difasilitasi Hak
KREATIF Kekayaan Intelektual
Jum]i’]h ";MI.{M MELALUI
T i loatif | PEMANFAATAN
ekonomi kreati DAN
PERLINDUNGAN
HAK KEKAYAAN
INTELEKTUAL
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Proporsi bahan PROGRAM Proporsi bahan
pangan pertanian  PENINGKATAN pangan pertanian
Program dibandingkan DIVERSIFIKASI dibandingkan
NTT seluruh hasil DAN KETAHANAN seluruh hasil
Sejahtera  produksi untuk PANGAN produksi untuk
penanggulangan MASYARAKAT penanggulangan Gizi
Gizi Buruk Buruk
e~ | S R
T 1
;"T?rgmm i“r:d‘::;“;inm DAN Pariwisata Estate
B Kit di PENGEMBANGAN
pariwisata estate i
PERTANIAN
Persentase
pertumbuhan
produksi
hortikultura di
pariwisata estate
Persentase
pertumbuhan
produksi
perkebunan di
Pariwisata Estate
Dinas Peternakan
Proporsi bahan PROGRAM Proporsi bahan
pangan peternakan PENYEDIAAN pangan peternakan
Program dibandingkan DAN dibandingkan
NTT seluruh hasil PENGEMBANGAN  seluruh hasil
Sejahtera produksi untuk SARANA produksi untuk
penanggulangan PERTANIAN penanggulangan gizi
gizi buruk buruk
Fioh Persentase PROGRAM Persentase
Nﬂg’m pertumbuhan PENYEDIAAN pertumbuhan
populasi DAN populasi peternakan

Al
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/PROGRAM/ NOMENKLATUR
KODE KEGIATAN INDIKATOR PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019
(RPJMD PROGRAM
Sebelum Program Indikator Program
Perubahan)
1 2 3 4 5
Bangkit peternakan di PENGEMBANGAN  di Pariwisata estate
Pariwisata estate SARANA
PERTANIAN
Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral
Persentase PROGRAM Pengelolaan Potensi
Program dukungan PENGELOLAAN EBT di destinasi
NTT elektrifikasi di ENERGI wisata
Bangkit setiap Pariwisata TERBARUKAN
| Estate
Pro Persentase akses PROGRAM Rasio elektrifikasi
NT'I‘E rumah tangga PENGELOLAAN dari non EBT
Sulabiiee miskin terhadap KETENAGALISTRI
? listrik KAN
Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Perdanganan
Persentase PROGRAM Persentase Pelaku
Program pertumbuhan PENGGUNAAN Usaha untuk
3.06.16 NTT sector DAN PEMASARAN Peningkatan Produk
Bangkit perdagangan di PRODUK DALAM  Dalam Negeri yang
Pariwisata Estate NEGERI Difasilitasi
Perindustrian
Persentase PROGRAM ik
Program pertumbuhan PERENCANAAN b
3.07.16  NITT industri DAN L
Banglkit pengolahan di PEMBANGUNAN .. Faﬁwizat:estm
Pariwisata estate INDUSTRI

Keseluruhan Program Pembangunan Daerah diatas, dijabarkan dalam RKPD
2021 secara lebih konkret menurut 5 (lima) misi Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Provinsi NTT 2018-2023 sebagai berikut:

o
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Misi 1: Mewujudkan masyarakat sejahtera, mandiri dan adil

Misi pertama ini sekaligus merupakan kerangka acuan bagi empat misi
lainnya, vaitu melakukan berbagai kegiatan pembangunan untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat NTT dengan prinsip
keterbukaan dan melibatkan semua pihak (inclusive) yakni melibatkan
semua pihak (shareholders) dan dengan pendekatan berkelanjutan yang
merujuk kepada empat pilar pembangunan berkelanjutanya itu
keberlanjutan dalam aspek ekonomi, aspek sosial, aspek lingkungan,
dan aspek kelembagaan.

Misi 2: Membangun NTT sebagai salah satu gerbang dan pusat
pengembangan pariwisata nasional (ring of beauty)

NTT memiliki berbagai sumber daya yang melimpah untuk mendukung
dan membangun sector pariwisata. Karena itu, misi ini diarahkan pada
upaya optimalisasi pemanfaatannya dalam rangka pengembangan
sector pariwisata dengan pendekatan kewilayahan melalui tourism
estate sebagai penggerak utama (prime mover) ekonomi NTT. Letak
geografisnya yang strategis memungkinkan NTT menjadi salah satu
gerbang dan pusat pengembangan pariwisata nasional.

Misi3 : Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur
untuk mempercepat pembangunan

Misi ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas serta
nilai manfaat infrastruktur secara adil dan merata untuk mendukung
berbagai aktivitas pelayanan publik dan kelancaran berbagai aktivitas
social ekonomi serta meningkatkan aksesibilitas kedaerah-daerah
perbatasan, daerah terluar, kepulauan dan terisolir.

Misi4: Meningkatkan kualitas sumber daya manusia

Misi ini dimaksudkan untuk menyiapkan sumber daya manusia yang
cerdas, terampil dan berdaya saing tinggi agar mampu berpartisipasi
dalam proses dan percepatan pembangunan di berbagai bidang.

Misi5: Mewujudkan reformasi birokrasi pemerintahan
untukmeningkatkan kualitas pelayanan publik

Misi ini dimaksudkan untuk memperkuat reformasi birokrasi dalam
penyelenggaraan tata Kelola pemerintahan yang baik, yaitu efektif,

-
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bersih, jujur, transparan, inovatif dan akuntabel yang didukung oleh
sumber daya aparatur yang profesional dan sistem kelembagaan yang
efisien dengan memanfaatkan teknologi informasi. Birokrasi dan
apparat diharapkan (dituntut)] bekerja dengan profesional dan
berorientasi pada hasil serta memberikan manfaat pembangunan
sebesar-besarnya bagi masyarakat NTT.

Pencapaian Program Pembangunan diatas, diukur dengan pencapaian
pelaksanaaan kegiatan pada RKPD Provinsi Tahun 2021 menurut 5 Misi
Pembangunan Provinsi NTT yang dilaksanakan oleh 39 PD, yaitu :

»  MISI I: Mewujudkan masyarakat sejahtera, mandiri dan adil terdiri dari
63 kegiatan dan dilaksakan oleh 15 Perangkat Daerah;

» MISI II: Membangun NTT sebagai salah satu gerbang dan pusat
pengembangan pariwisata nasional (Ring of Beauty) terdiri dari 7
kegiatan oleh 15 Perangkat Daerah

»  MISI III: Meningkatkan ketersediaan dan kualitas Infrastruktur untuk
mempercepat pembangunan terdiri dari 10 kegiatan oleh 4 Perangkat
Daerah

| »  MISI IV: Meningkatkan kualitas sumber daya manusia terdiri dari 23
| kegiatan oleh 5 Perangkat Daerah

v

MISI V: Mewujudkan reformasi birokrasi pemerintahan untuk
meningkatkan kualitas pelayanan publik terdiri dari 31 kegiatan oleh
15 Perangkat Daerah

Terdapat 15 PD yang melaksanakan program/kegiatan untuk pelaksanaan
lebih dari 1 (satu) Misi yaitu Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas
Peternakan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas ESDM, Dinas
Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan,
Dinas Kesehatan, Dinas PUPR, Dinas Perhubungan, Dinas Penanggulangan
Bencana Daerah, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Koperasi,
Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desaserta Dinas Kearsipan dan
Perpustakaan.

Berikut ini disampaikan Tingkat Capaian Realisasi Anggaran perprogram
yang dilaksanakan oleh 39 PD Lingkup Pemerintah Provinsi NTT menurut
Sasaran dan 5 (lima) Misi Pembangunan Provinsi NTT Tahun 2021 Keadaan
Triwulan IV:

At
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Tabel 2.47 Capaian Realisasi Anggaran menurut Sasaran dan 5 (lima) Misi
Pembangunan Provinsi NTT Tahun 2021

SASARAN PROGRAM ANGGARAN REALISASI %
MISI I: Mewujudkan masyarakat sejahtera, mandiri dan adil
1. Meningkatnya Program 79.999.163.032,00 65.527.314.440 | 81,91
ketersediaan, Peningkatan
aksesibilitas, kualitas, | Produksi, Nilai
dankeamanan pangan | Tambah, Daya
Saing Pertanian
dan Ketahanan
pangan
Program 43.116.583.297,00 41.736.852.631 I 96,80
Peningkatan
Produksi
Peternakan
Program 63.138.407.170,00 52.846.846.801 | 83,70
Peningkatan
Produksi, Daya
Saing dan Nilai
Tambah Kelautan
dan Perikanan
2. Meningkatnya Program 13.519.650.516,00 8.972.992.047 | 66,37
kinerja industri dan Pengembangan
perdagangan dalam Perdagangan dan
perekonomiandaerah Perindustrian
Program 1.702.121.649,00 1.532.249.908 | 90,02
Koordinasi
Perekonomian
Dan Kerja Sama
Daerah
3. Terciptanya iklim Program 9.952.631.957,00 9.718.745.106 | 97,65
investasi dan usaha Peningkatan
yang kondusif serta Investasi dan
kesempatan kerja Perizinan Daerah
yang merata bagi
semua penduduk
Program 32.785.932.504,00 27.225.438.351 | 83,04 |
Pembinaan
Koperasi, UKM,
Tenaga Kerja dan
Transmigrasi
Program 40.158.489.269,00 35.255.137.729 | 87,79
Pemberdayaan
Masyarakat dan
Desa
1. Meningkatnya Program 38.177.592.484,00 20.843.424.045 | 78,17
peran semua Pelayanan Sosial
penduduk dalam
pembangunan 27 -4 e
g
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SASARAN PROGRAM ANGGARAN REALISASI %
daerah
Program 8.006.865.736,00 ~ 7.686.591.107 | 96,00
Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan
Anak
Program 18.089.016.393,00 ~ 17.114.018.409 | 94,61
Penyelenggaraan
Ketrentaman dan
Ketertiban Umum
| 2. Meningkatnya Program 1.586.234.357.148,00 1.427.928.168.305 | 90,02
ketersediaan dan Peningkatan
akses terhadap rumah | Infrastruktur,
layak huni, bagi Tata Ruang dan
penduduk miskin Kawasan
1. Meningkatnya | Program 86.940.417.010,00 49.521.261.529 | 56,96
kualitas lingkungan Pelestarian
hidup Lingkungan
Hidup
2. Meningkatnya Program 8.507.804.656,00 7.979.622.501 | 92,81
ketangguhan bencana | Peningkatan dan
daerah Pengembangan
Penanggulangan
Bencana

MISI II: Membangun NTT sebagai salah

satu gerbang dan pusat pengembangan pariwisata

nasional (Ring of Beauty)

1. Terwujudnya Program
pengembangan Pengembangan
pariwisata NTT melalui | Pariwisata dan
pemenuhan Ekonomi Kreatif
unsur SA pariwisata
denganpolapendekatan

kawasan

17.026.256.958,00

9.999.520.711

58,73

pembangunan

MISI III: Meningkatkan ketersediaan dan kualitas Infrastruktur untuk mempercepat |

1. Meningkatnya
aksesibilitas dan
kualitas infrastruktur

Program
Peningkatan
Infrastruktur,
Tata Ruang dan
Kawasan

1.586.234.357.148,00

1.427.928.168.305

90,02

Program
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana

perhubungan

37.510.483.145,00

35.792.503.017

95,42

b
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PROGRAM

Program
Peningkatan
Energi dan
Sumber Daya
mineral

17.300.435.195,00

16.104.975,123

93,09

MISI IV: Meningkatkan kualitas sumber daya manusia

1. Meningkatnya akses
dan kualitas layanan
pendidikan

Progam
Peningkatan
Aksesbilitas dan
Kualitas layanan
Pendidikan serta
Kelestarian

Program
Penyelenggaraan
Kearsipan dan
Perpustakaan

Program
Peningkatan
Kualitas Pemuda
dan Olahraga

2.848.199.421.867,00 |

17.580.561.602,00 |

~ 1.703.223.254.276

59,80

~ 14.672.736.713

83,46

- 18.473.717.500,00

18.327.775.132

99,21

| 2. Meningkatnya akses
dan kualitas
layanan kesehatan

Program
Peningkatan
Aksesibilitas dan
KualitasLayanan
Kesehatan

| 243.060.747.358,00

24.345.069.811

92,30 |

Program Upaya
Kesehatan
Perseorangan

3. Terwujudnya

Penanggulangan
Masalah Gizi Balita

Program Upaya
Keschatan
Perseorangan

MISI V: Mewujudkan reformasi birokrasi pemerintahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan

publik
1. Meningkatnya Program 26.124.311.245,00 25.797.757.354 | 98,75
kualitas tatakelola Peningkatan
panyelenggaraan Sistem
pemerintahan dan Pengawasan
pelayanan publik yang | Internal
efektif, akuntabel,
transparan serta
partisipatif
Program 23.396.838.387,00 21.487.656.375 | 91,84
Perencanaan dan
Penelitian
Pembangunan
Daerah
Mo
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ANGGARAN

REALISASI

Program
Pengelolaan
Keuangan Daerah

746.163.213.312,00

Program
Peningkatan
Pendapatan dan
Pengelolaan Aset
daerah

Program
Pengembangan
Kepegawaian Dan
Kopri

118.341.123.828,00 |

| 19.139.090.690,00 |

634.686.429.243

88.045.796.128 | 7

18.545.778.879

Program
Peingkatan
Kapasitas
Lembaga
Perwakilan
Rakyat Daerah

139.781.979.153,00

Program
Peningkatan
Administrasi
Pembangunan
dan Pelayanan
PBJ Pemerintah

8.361.244.494,00

127.145.688.238

96,90

190,96 |

 7.998.366.483

95,66

Program Tata
Kelola
Pemerintahan,
Perbatasan,
Kependudukan
dan Otonomi
Daerah

Program
Pembinaan dan
Tata Laksana
Organisasi

1.651.526.070,00

1.592.731.742

96,44

1.823.150.122,00

1.748.218.652

Program Penataan
Peraturan
Perundang-
undangan

2.125.583.940,00

1.901.547.393

Program
Peningkatan
Kompetensi
Pegawai

61.351.282.407,00

Program
Pengembangan
Komunikasi dan
Informatika

Program Layanan
Pemerintahan
Daerah

'Prug;ram

Pelayanan
Hubungan
Masyarakat Dan

~ 5.768.583.350,00

11.945.941.274,00

89,46

49.068.755.669

© 11.026.103.796 |

79,98

92,30 |

5.574.758.949

96,64

 4,314.998.080,00

3.365.698.502

78,00

s
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SASARAN PROGRAM ANGGARAN REALISASI %

Protokol

Program 8.427.142.662,00 7.951.009.102 | 94,35
Pembinaan
Politik, Kesatuan
Bangsa, dan
Kewaspadaan

nasional

Program 111.617.829.255,00 101.527.577.490 | 90,96
Peningkatan
Pelayanan
Kedinasan Kepala
Daerah /Wakil
Kepala Daera

Berikut disajikan hasil capaian target kinerja Program dan Kegiatan RKPD
Tahun 2021 sesuai dengan Tujuan dan Sasaran RPJM Provinsi NTT Tahun
2018-2023 sesuai dengan Tabel 2.46 berikut ini :
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Tabel 2.48 Capaian Target Kinerja Program dan Kegiatan RKPD Tahun 2021 sesuai dengan Tujuan dan Sasaran RPJMD Provinsi NTT
Tahun 2018-2023
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